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Sengketa Tsnah di D:esa Tukadmungga

usan
oI o O

aYaJ& an tn a
Singaraja (Bali Posr) -
__ Sekital seratus warga Desa Pakraman Dharmajati, Desa Tukadmungga,
Kecamatan Buleleng datang ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, Selasa (70)
kemarin. Kehadiran warga guna memberikan dukungan moril terkait mediasi
gugatan sengketa tanah yang disertifikatkan oleh perorangan. Warga meminta
tanah.seluas 13,5 are yang disertifikatkan itu dikembalikan kepada desa pakra-
man"Alasannya karena, permohonan sertifikat itu cacat hukum telutama dalam
penentuan batas-batas dengan tanah milik perorangan.

permohonan sertifikat yang
dilakuhan Wayan Argker, ada
beberapa kejanggalan- Saat
penyertfi katan penentuan ba-
tas antara tanah milik Wayan
Angker dengan tanah yang
sekaqang disengketakan itu
belum jelas. Permohonm serti"
fiat iiu ditebutkan berdasakan
konversi. Hal itu bisa untuk
tamh warisan. Fakta4ya yang
bersangkutan tidak ada hubu-
gan ahli waris dengan pemilik
tanah yang sekarang diseng-
f,eEKan.

Dengan pertimbangan itu,
warga menggugat agar Wayan
Angker bersedia menyeralkan
tanah seluad 13,5 are di luar
dari tanah rniliknya sekitar 1,5
hektar.

"Prcses penyertifr katan ini
tidak pas, sehirgga kami meng-
gugat dan mudah-mudahan
Pat Wayan Angker mengemba-
likan tamh itu agar kemudian
tanah itu bisa dimanfaatau
bemama," jelasnya.

Tergugat Wayan Angker
sebelum sidang mediasi men-
gatakan, pada Januari 1979
dirinya membeli tanah dari
almarhum Wayan Sar.ia asal
Desa Pemaron yang kesehari-
annya yang tinggai di Desa
Tukadmungga. Dalam akta
jual beli itu tercantum dua
bidang tanah masing-masing
seluas 2.650 meter persegi,

8.050 meter persegr. Dia, ke-
mudian mengajukau permg-.
honan sertifikat ke Badan
Pertauahan Nasional (BPI$.
Karena berkasnya lengkap
sehingga Sertifikat Hak Milik
(SHM) yang dimoho! itu ter-
liit. Soal gugatan warga itu,
Wayan Angker menyerahkan
kepada PN. Terkait legalitas
sertifikat yang dirnohon itu,
dirinya juga menyerahkan
kepada BPN. Termasuk tun-
tutan warga harus mengem-
balikan tanah seluas 13,5
are kepada desa pakraman,
Angker menyebut keputusan
itu diserahkan kepada aparat
pemerintah apapun menyang,
kut persoalan ini.

"Sah-sah saja kalau ada
pengaluan seperti itu. Masih
tahap *ngketa dan menunggu
pembuktianr Namun, saya
menyerahhan proses ini ke-
pada PN. Soal sertiilat alau
keputusan mengembalikan
tanal itu saya semhan hepada
BPN." jelasnya. Setelah sidang
mediasi berlangsmg, diputus-
ku sengketa itu berlairjut ke
pereidangm masuh materi gu,
gatan dengan Perkam No. 187/
Pdt.G/2019 PN Sgr. Atas hasil
mediasi itu, warga kemudian
meninggalkm gedwg PN den-
gan tertib. A1tsi ini dijaga ketat
personel Polsek Kota Sirgaaja
dan Polres Buleleng. (kmb38)

Warga benggunal<m pak-
aian adat madia tiba di gedung
PN Singaraja sekitar pukul
10.00 Wita. Mereka menaiki
sepe.da motor, mobil pribadi,
dan truk diiringi gong bale-
ganjur. Tdk pelak, situasi di
PN Shgaraja berubah menjadi
riuh. Di halaman PN, warga
berorasi dan membgntangkan
sepanduk. Tema spanduk itu
pada intinya menegaskan desa
pakraman keberatan tanah
itu disertiftatkan. Warga me-
mir{a tandh itu dikembalikan
untuk kepentingan di Desa
Palc'agan Dharnajati. Wmga
siap mempertahankan tanah]
itu dan tidak meuberikan
kepada siapa pun yang in-
gin melguasai sebagai milik
pribadi. Saat mediasi dibul<a,
han1.'a peruakilan warga yang
diizLnkan masuk ke dalam
gedung. Sedangkan warga
lainnya menwggu di halaman
depan gedung PN.

Xlian Desa Pakranan
Dharrnajati. Tukadmungga

111:"1''Tl:'l:*"

sengketa ini bergulir cukup
lama. Warga meDgetahui tanal
di kawman Pantai Hepi Desa
Tukadmungga itu disertifi-
katkan oleh Wayan Angker.
Tanah milik Wayan Angker itu
sebenanya di sebelah selatan,
batas di utaranya adalah tanah
Desa Pakraman Dharmajati.
Secara turun-temurun warga
mengetahui tanah itu meru-
pakan aset desa pakraman
mtu} melahsanakan upa€ra
agama.

Meski diletahui milik desa
pakraman, namun WayanAng-
ker menyertfikatkan tanah
pelabo pu seluas 13.5 are itu.
Kebemtan pnyertifkatan itu,
warga lalu wpahat menggugat
Wayan Angker ke PN Singa-
mja. Sebelm menempuh jalu
hukm, desa paloaman dengm
Wayan Angker rempat hga kali
rnelakukan mediasi di kantor
Perbekel Desa Tukadmunggd
dm juga di Krcamatan Bule,
leng. tr{ediasi itu gagal meny-
elesaikan masalah, sehingga
senglieta ini kemudian berg;ulir.

ke PN Singaaja rejak Februari
2019 la-lu, dengan didampingi
Kuasa Hukum Gede Indria.

Pernah Warga Digusur
"Tanah itu adalah,kari-

san twn-tenrnn pendahu-lu
kami. Dulu ada warga kami
yang diizbkan tinggal di una,
tetapi karena PaI Wayan Ang-
ker punya tanah di belakang-
nya warga itu lalu digusur.
Kami *pakat untuk -memper-

tahankan tamh itu. Tanah itu
difiugsilan ketika ada upam
nrct6tr atau upacara agama
laimya," katanya.

Wicana menambahkan, se-
era bukti hu.kum apalah ta-
nah itu mil:it dma pakmman.
memang smpai sekarang be-
luir ada. Namurl, berdasukan
dokumen peta Desa Tukad-
mungga, disebudran ka.lau ta-
nai itu peizbe pm. Selair itu,
bukti para tokoh masyarakat
yang mengetahui kalau tanah
itu merupakan daratan pasir
yang dari dahulrr digunakan
untrrk upacara agama. Pada
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Wbjib Pajak Bayar PBB P2

Rp 130 Ribu Meroket Jadi Rp 1,3 Juta
"Warga kami dan WP'lain-

nya keberatankarena PBB P2
membengkak lantaran teriadi
kenaihan NJOP sangat draitis.
Warga tidak saja keberatan,
tetapi ada ancaman dari mere-
ka tidak mau membayar pajak.
Sebab faktanva tidik sesuai
penghasilan objek tanah warga
dengan nilai pembayaran pa-
jak itu," katanya.

Kebijakan kenaikan NJOP
oleh pemerintah daerah bers-
ama DPRD Buleleng itu, kata
Sudarsana, semangatnya
semata-mata meninekatkan
capaian Pendapatan AsIi Dae-
rah (PAD). Terhadap hal itu,
pihaknya sendiri setuju. Al<an
tetapi, terkait pertimbangan
pemerintah menai-kkan NJOP
dinilai seperti dipukul rata.
Dia mencontohkan, ada tanah
di pinggir jalan nasional dan
tidak produktif. Kebetulan
di lokasi itu ada bangunan
akomodasi wisata. Kemudian
PBB yang wajib dibayar oleh
pemilik tanah itu menvamai
PBB yang dibayar pemilik
akomodasi wisata tersebut.

Terhadap masalah ini,
pihaknya mengusulkan perlu

Perwaki,"" lor"r,"r,l Bali

I

arr

Kebljakan [enaikan Nitai Juat Objek pajak
(NJOP) oleh Pemkab Buleleng belakangan ini mulai

memlcu kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan

-. ,. paik di pedesaan maupun perkotaan (pBB p2).
Akibat kebijakan ini, wajib pajak (Wp) terutama daii

kalan gan petani sangat keberatan. Dikhawatirkan
hal itu memicu sikap putus asa para Wp dan kemu-
dian mereka nekat tidak membayar pBB p2. Ujung-

ljUlOnya oapaian target menaikkan Pendafatan
.Asli Daerah (PAD) bisa saja tidak tercapdi sesuai
harapan. Bagaimanakah atensi Bupati.terkait ada

ancaman warga tidak akan membayar pajak kare_
na pajak melesat naik?

mengaku keberatah setelah
mengetahui tariflPBB Pz
harus dilunasi lebih tinggi
dibandingkan tahun sebel-
umnya. Dia mencontohkan.
ada petani yang sebelum-
nya membayar PBB P2 Rp
130.000, sekarang pajaknya
naik menjadi Rp 1,3 juta. Ini
karena perhitungan NJOP
naik antara 400 sampai 1.000
persen. Atas fakta ini, dirinya
banyak menerima pengaduan
warga kalau para WP akibat
pajak melesat tinggi, tidak
akan melunasi PBB.

Menanggapi kebqratan ke-
naikan PBB P2, Bupati Bule-
leng Putu Agus Suradnyana
(PAS) mengatakan, kenaikan
PBB tahun ini memang mem-
beratkan. Sebenarnya, peng-
hitungan NJOP berdasarkan

-b, 
loklokasi obr:k 

.eli.i:k. 
HaI

itu dihitung oleh tim op-
praisal Direktorat Jendrhl
Kekayaan Negara (DJK\D.
Sudah pasti hal itu dianggap
sudah baik dan jauh lebih
baik dibandingkan sistem
zona seperti penghitungan
NJOP tahun sebelumnya.

Terhadap keberatan yang
diajukan WP, pemerintah
daerah menyiapkan trm nn-
tuk mengkaji hal itu. Kalau
nantinya dipandang real-
istis. WP tidak bisa melu-
nasi pajak, tentu pemerintah
mengambil keputirsan ada

keringanan pajak.lUntuk itu,
pihaknya memperqilakan WP
melakukan keberdtannva. Di
sisi lain untuk SPPT-yang
nilai pajaknya sudah sesuai,
Bupati memlhta agar dilunasi
sebelum jatuh tempo.

"Kenaikan PBB ini sudah
menjadi kebijakan. Kalau
sudah sesuai say{ harapkan
pajaknya diluna$i. Seperti
saya PBB-nyajugq naik dari
sebelumnya. Kalau yang men-
gajukan keberat4n silakan
ajukan, kami akaln melaku-
kan kajian sebelum nanti
dip,rtq.trutr," tltafva 

!nua)

MENYUSUL keberatan
kenaikan PBB P2 itu, per-
bekel mulai turun tangan me-
nyampaikan aspirasi kepada
para WP di daerahnya. Salah
satunya dilakukan Perbekel
Desa l'amblang, Kubutam-
bahan, Neugph Sudarsana.
Di sela-sela peringatan Hari
Kearsipan yang ke-48 ta-
hun 2019 di Lovina, Selasa
(21i5) kemarin, Sudarsana
rnengatakarl sejak pihaknya
nrembitgikan Surat Pem-
beritahuan Pajak Terutang
(SPPT) banyak WP yang

ada solusi untuk tidak mem-
perlakgkan sama semua ke-
pada objek pajak. Untuk itu,
Sudarsana mengusulkan agar
pemerintah mengevaluasi
penetapan'NJOP ini. Lang-
kah ini penting diambil agar
WP tidak dirugikan. Apalagi
sampai tidak mau membayar
PBB P2. Kalau itu sampai ter-
jadi, pihaknya pesimis target
pemerintah dan DPRD yang
ingin menaikkan pajak untuk
meninekatkan PAD itu tidak
akan lercapai. Ketika ter-
jadi transaksi jual beli saja,
pemerintah baru bisa me-
mungut pajak sesuai NJOP
yang terbaru itu. "Harusnya
penetuan NJOP dievaluasi,
bisa saja WP yang keberatan
ini tidak mau bayar pajak.
Kalau ini terjadi target ke-
naikan PA-D yang diinginkan
akan sulit dicapai," jelasnya.

tr
I Hal

Labo 22 tns '1plq
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Kehaikan NJOP 1 .000 Persen aoar Dikaii U
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Pusatcairkan Klai I

F
Pengobatan Rp SS3iJuta

Amlapura (Bali Post) -
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Pusat akan mencairkan dana siap pakai (DSP) bulan
ini. Dana yang dicairkan itu merupakan klaim biaya
pengobatan untuk para pengungsi Gunung Agung.
Kepastian pencairan dana itu setelah pihak BNPB
melakukan rapat koordinasi dengan BPBD Karang-
asem dan juga Dinas Kesehatan Karangasem, Selasa
(21,l5l kemarin.

Kepala BPBD Karangas-
em Ida Bagus Arimbawa
mengatakan, jumlah klaim
biaya pengobatan pengungsi
Gunung Agung sebesar Rp
4.207 .07 7 .402. Rencananya
pusat akan mencairkan dana
itu Rp 883.022.800.

"Pencairan DSP itu dari
hasll reuieu Badan Penga-
was Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKP). Dan si-
sanya dirapatkan 29 Mei
oleh BPKP, BNPB, serta
RS," tambahnya.

DSP itu akan segera dic-
airkan melalui BPBD Karan-
gasem. Sekarang masih

proses pembuatan rekening.
Setelah pembuatan rekening
itu tuntas, kata Arimbawa,
maka dana itu siap dicair-
kan.

Untuk pencairan DSP itu,
tambah Arimbawa, berpedo-
man pada hasil reuieru BPKP.
Biaya pengobatan pengungsi
yang ada di sejumlah rumah
sakit di Bali atau di setiap
puskesmas itu memang tidak
dibayar penuh.

"Melainkan hanya dibayar-
kan sebagian. Hal itu sesuai
reuiew BPKP. Sisanya akan
dibayar pada tahap kedua,"
jelas Arimbawa. (kmb41)

Edisi
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J angan Gar a- gara Atu ranB eru
Proyek Fisik Tersendat

_SERING beru.bahnya peraturan di pusat me_
, nyebabkan sejumlah kegiatan p""v"f. n-"if ii X"_bupaten Baneli tersendat, bahkan .'a" yrrrg masihnihil. Sej auhlni sej u_rntaii ;roy;il 

";; 
direncana_

_ - k_an terlaksana iahyn irii -l"i-fiU"iproses. Ataskejadian tni, para pendeTgar n"di" Cl^;a "iid,i-ifi- -mengutarakan s.ejumlah pendapat a"i"_ i.r""dialog interaktif Wa",rrrg GioGl. Ei"rf.*i"";;il:

Wilayah Bangli, menurut
Budiada di'Iabanan. banyak
sejarahnya dan berpotensi
baik untuk tujuan wisa-
ta. Mengenai aturan yang
berubah. me'stinya ada 6ataI
waktu. Jika ada proyek fisik
masih berjalan. jingan ubah
aturan menjadi aturan baru.
Jadi jangan salahkan yang
rnembangun menanggung
kesalahan i.ni. Membansun
pro-yek fisik tentu ada janlka
waktunya. Ini masaiahiya
ada uang, tapi aturan ban-
yak dan tirlak profesional.
semoga perilturan ini adalah

man opininya.

sebuah solusi.
. .pi?na v,.a.ne salah datam hal
rnr.' Uemrkran menurut Suar_
dana di Tabanan. Jika proyek
fisik sudah berjalan, s-eleiai-
kan dulu. Ubah birokrasinya
dan pemimpin harus men-
gakui kesalahan ini. Karena
ini akan mengakibatkan se-
mua tersendat.

T3npq menyinggung terus-
nya Derubah aturannya, Made
Jemet. di Denpasar berharap
pemerintah fokus garap potensi
wisata di Bangli. Kalau mau
pasti bisa. Misalnya kawasan
Batur dikelola dengan baik.

"Kaldu sudah semua kan
bagus," tambah

Kdnapa atu
berubah?

di pusat
an hanya

Petang.

saja, lain
maindan
menurut
Lyangba-

patenkan, untuk
rubahan-
membuka
elakukan

rtanyaan
nyar, jika

berubah la r bagaima-
lain? Pasti

pusat.
:semua
i gara-

angkrak.
udah ter-

aturan,
t. Ia me-

prmprnan
nakan
dengan

ikha)

I
ialtan proyek
Lbat, lainjuga

dengan
ma

Jangan sa
turan jadi

jadinya.
tapi gara-
fisik terse:

nkan setia
h agar m

a. De

Lfng untuk
psr.

lu
ru'
Yt

.ya
ae

ti

WA+UNG GLOBAL
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Perbaika
Dampak BanJir
Diperkirakan
Rp 550 Juta

utara. Selanjutnya ke depan
untuk perbaikan secara per-
manen, diperkirakan perlu
anggaran sekitar Rp 550
juta.

Perkiraan anggaran itu bu-
kan hanya untuk perbaikan
jalan yang putus saja. Tetapi
juga di empat titik kerusakan
jalan maupun bendung baik
di BB Agung maupun di Desa
Kaliakah dan desa lain yang
terdampak banjir.

Diberitak.af seb;lumnra

r

ah
le-
'at

k sejum
Manggis, J

cara daru
ryang

jalan tersehut
ilalui sehingga
t akses wal'ga
an. Selain men-
ibuatkan jalan

cara me-
r jalan di sisi

tl
Negara (Ball Post)

Dampak blanjir bandang yang terjadi pada akhir puk.h lalu, rner
infrastrukttlr. Salah satunya jalan putus di Lingkunga4 Pangkun;
lurahan Baler Bale Agung. Kecamatan Negara. Meskipdn saat ini s
jalan sudah difungsikan. Perbaikan secara keseluruhan flnfrastrukr
akibat banjir diperkirakan membutuhkan anggaran RF 550 juta.

"Sekarang sudah diper- Dinas Pekerjaan Umum d4n laling tidali
baiki sement4ra. Tapi baru Tata Ruang. Perumah{n fudah bisa r

sebatas menguruk tanpa sen- dan Kawasan Pemukim{n fnempercepr
deran beton. Hanya bisa dila- Jembrana I Wayan Darwifr, [ntarkelural
lui kendaraan roda dua dan Selasa (28/5) kemarin. I fmbun, juga
mobil. Kalau kendaraan be- Meskipun hanya ditifi- $ementara d
rat belum bisa," ujar Kepala bun dengan batu dan tanah, hambah leb

banjir banda.* ,in* terjadi,
di dua hulu sungaii yang ber-
muara di Sungail Ijogading
menggenangi rattlsan rumah
di delapan desa.l Beberapa
infrastruktur j uga lmengalami-
dampak yang terpprah putus-
nya jalan di Pang$ung Mang-
gis, BB Agung. lMeskipun
tidak menimbulldan korban
jiwa, namun ba[rjir akhir
pekan lalu meru$akan yang.
terbesar selama k{rrun waktu
10 tahun terakhil. (krnb26)

Edisi
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BIIPB Tak Penuhi r=unggakan Rp 1,6 Miliar

RSUD Bersurilt
ke KPLN
'lSemarapura (Bali Post) - 

|

1, RsuD Klungkung teLus berup.aya niempe-ro-lelr d_ana Rp 1,6 miliar yang dipakai
menangan i p_errgun gs i Gu nung Agun!. Selelah Badan trgls ional peninglulan gan
Bencana, @NPB) taft merespons cep{t suratnya, pihak rumah sakit 6erencana
mengupayakannya ke Kantor Penagilhan dan Lelang Negara (KPLN).

Direktur RSUD Klung-
kung dr. Nyoman Kesuma,
Jumat (10/5) kemarin, men-
gatakan pihaknya segera
bersurat ke KPLN. Sebab,
penggunaan dana itu harus
jelas dapat dipertanggung-
jawabkan. Karena sebelum.
nya penggunaannya ditalan-
gi dari pendapatan layanan
pasien umum dan peserta
BPJS Kesehatan. "Kami
sesal)<an, kenapa surat resmi
Bapak Bupati kepada BNPB
tidak ditanggapi. Mestinya
ditanggapi, agar kami punya
rujukan yang legal untuk
pena nganan selanjutnya.

ada penjelasan lagi. Berapa
anggaran turun, kapan tu-
runnya, dan digunakan un-
tuk apa saja. Dia menegaskan
akan terus berupaya untuk
memperoleh dana itu lasi.
Kalau pembahasan BNPB-di
pusat benar-benar mentok,
maka pihaknya memastikan
akan secepat mungkin bersu-
rat ke KPLN itu.
- $ebe'lumnyaBupatiKlung-
kring Nyoman Su*irta, kaia
dr. Kesuma, sudah menin-
ddklanjutinya dengan bersu-
rat langsung kepada BNPB
di Jakarta sekitar Februari
lalu. 'l'etapi, pihak rumah
_sakit belum mendapat jawa-
ban jelas. Padahal,-piutang-
nya cukup besar.

Keprrla Pusat Data dan In-
formasr BNPB Sutopo Purwo
Nugroho yang dimintai kon-

Selain itu.lkami juga bisa
' melakukad penelusuran,"

saat berobat juga ke RSUD
Klungkung. Sehingga biaya
penanganan pengungsi men-
jadi paling tinggi di Klung-
kung mencapai Rp 1,6 miliar
dibandingkan RSUD kabu-
paten lain, seperti Karangas-
em, Bangli, Gianyar maupun
Buleleng.

Waktu itu dalam pen-
gajuan anggaran,kepada
BNPB setiap kabupaten yang
terlibat dalam penanganan
pengungsi, usulan seluruh
kebutuhan rumah sakit dik-
oordinir oleh BPBD Karan-
gasem. Namun, dr. Kesuma
mengaku setelah itu tidak

katanya.
Saat itu, ftata dr. Kesuma,

ketika terladi kekacauan,
banyak wadga mengungsi ke
Klungkungl Saat itu wqrga
pengungsi {ari Karangasem
Tendapat ppnanganan serius
dari petugaf medis, sehiagga
banyak merf geluarkan biaya.
Seperti biaja pelayanan kes-
ehatan pefrgungsi untuk
rawat darufat, rawat jalan,
rawat inap[ rawat intensif,
dan pelayarfan jenazah. Bah-
kan. pengrlngsi yang saat
itu dipusatfan di.ftendang,

ganan pen
Agungtersal
ke BPBD. Je
nya segala
andidaerah,
gulangi oleh
"Saya tidak
Coba tanya
karena ban
dari BNPB d
lurkan k
BPBD. Kem
an BPBD ya
menggunak
bantuan
but, termasr
ke ruma
sakit," terang
Sutopo.
(kmb31)

rkanlangsung
Li, semesti-

rhu
BD
an

firmasi pe persoalan ini
tahu perihalmengaku t

piutang itu.
bantuan BN

Sebab, seluruh
B saat penan-
ngsi Gunung

: labtu tt rnej Zolg

:(2
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Infrastruktur ppl Sangsit Rrlsak

IIKP BaIi B"lum Agendakan
Perbaikan

Pa n gkalan Pendaratan Ikan (ppl) 
-d 

i 
-Du{un 

pabean .Desa san gsit, Kecama-tan Sawan saar ini sudah aiamiiiiaiir, p*fr".i"trr, F.""i"liil'-'i,"J,i_r o^'r,
, lar Dawan saar rni sudah 9iambil alit, penferint_ah provinsi tpeilp.o"j gali]
, KenJ'ataannya ppl itu berum dap"i JiL"ffi dalam waktu dekat ini. Bukanhanya itu, pemprov juEa belum -^ol"L*rr"il.. ooo-ao _^*^r:L ^__Lany:r.itu,,pemprov juga berum -Lhk""t.{rn agenda p""g*- p"-*rih"rru'rasrtrtas di areal Ppl vang se-ka-rang_kondi$inyirus"t'U"frtls-;?;rianakah
kira -k ira p rospek k e iep"an k e be ra? a a' F Fl'a i o"." " 

p;b" ; ;b';;'san gs it

XARENA belum ada per_
baikan infrastruktur, tidak
pelak situasi tersebut mem-
buat a-ktivitas di PpI itu terke-
San val.rrm. Sebab, tidak acla
pengelola yang mengurus aset
PPI yang tadinya dibangu.,
dengan dana APBD Bulelens
itu. PPI Sangsit itu dibangu;
beberapa kali mengzunalan
dana APBD BuleEne. ppt
ini seml'at beroperasi d-engan
baik. Tidak saja diman-fiat-
kan para nelayan tradisional
di Buleleng, juga beberapa
p€ngusi(ha kapal i'kan dari
Kepular an Sepcken. Madura
(.fawa Trmur.). Termasuk iug,
Lapal d;rri aan'.uh tr;n t irip
kali bongliar rnuatan ikarr
di PPI. Di PPI juga sempar
heroperrsi Solr r.pelid Deiler.
NelaS'an (SPDN). Fasilitas
ini dibaugun membantu ne-
layan lokal dan pensusaha
kapal guna -endapatkrn
pasoka-n bahan ba,kai kapal.
tanpa htrrus membeli di Sta_
siun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU).

Sejalan dengan kebijakan
penrerint ah terbaru, pengelo_

yang saat ini dikelola Pemprov Bali itu?

setelah PPI itu dikelola secara
penuh.''. Selain soal data aset itu.
Sudarsana menga-ku pejabal
dan sumber daya manusia
(SDM) yang ditugaskan men-
gelola PPI Sangsit itu sejauh
ini belum siap. Sekarang ini,
pemprov masih menunggu
penu njukan pejabat se-bl-
gai Kepala Uu,*-Pelaksana
Teknis. Da6rdlf- ruPTD) PPI
.Sangsit bersama staf teknis
terkait lainnya. Pihaknya
menargetkan. paling lambat
akhir tahuri ini aset dan SDM
sudah cleor. Sehingga penan-
ganan kerusakan infrastruk-
tur dermaga dan fasilitas
lainnya itu .bisa dilakukan.
"Kami masih menunggu pe-
jabat UPTD dan staf liin d-ari
Badan Kepegaweian Daera-h
(BKD) Bali. Sekarans masih
konsolidasi ke dalam, Target
kani tahun ini SDM dilene-
kapi, program perbaikan da*n
pengoperasian PPI akan kita
lakukan," jelasnya.

Kepala Dinas Peri.kanan
Buieleng Ni Made Arnika
mengatakan, seluruh aset
PPI itu sudah dituanekan
dalam Surat KeputusanlSle.
Bupati dan dipe:iksa Kejak-
saan Negeri (Kejari) Buleleng.
Aset dengan nilai total Rp
13,7 miliar itu diserahkan ke
Pemprov Bali Desember 2018
lalu. Pada dokumen itu, dua
unit kapal 6oot sudah diusul-
kan penghapusan melalui Ba-

pengelolaan. Dokumen pen-
catatan aset itu sepertinya
belum cleor prosedur admin-
istrasinya diserahkan dan
Dinas Perikanan Bulelene.
Jadi, masih ada jenis as6t
y-a-ng kondisinya rusak yang
tidak mungkin dimaniaat-
kan keurbaLi. Aset itu beruoa
kapal boot. Kapal boot iiu
sebelumnya -difungsikan un-
ruK patrol. Namun saat ini.
hanya tinggal catatan nama
barangnya. Seharusnya, aset
itu sud.ah dihapuskan. se-
hingga tidak menimbulkan
permasalahan setelah pen-
gelolaan PPI 100 persen di-
Iakukan di pihak pempro\-.
"Latatan asetnya sudah kita
tcrima. Namun, masih ada
)allg tercatat nama bar:ang-
n_r'e saja. tctapi faktanyl
tidak kami temukan asetnva
itu di lapangan." ujarnya.

Karena alasan itu,
pihaknya tidak berani mener-
ima. Sebab, hanya nama saja.
tetapi barangnya tidak ada.
Sehingga aset itu disarankan
unl uk segera dihapuskan. se-
hingga tidak memicu masalah

daricatatankekayaanpemer- tenggelamkar"ilu,"fo-[."" S
intah. Sebelum adminisrrasi pasang.Saatpenyeiahanasei Ipenghapusan tuntas, kedua Ppt, f,al itu'sudah dilapor- il
kapal itu tenggelam akibat kan ke pimpinan di daerah !o"lf:j"f iTl'TJ:i1$: dan nloyin;iygng,.sekarang f,

laan keiautan kemudian dia-
llhkan ke pemprov. Menv-usul
kebijakan itu, mau didak mau
Pemkab Buleleng melepaskan
gset yang dibangun secara
bertahap itu. Berdasarkan
perhitungan, totil aset ppl
yang diserahkan kepada pem-
prov pada Desember 20 I 8 lalu
sebesar Rp ':;.7 miliar.
.. Bersamaan dengan pengal-
rhan kewenangan pengelolaan
PPI itu, "sejumlah fasilitas
rnengalami kelusakan. Keru-
sakan antara lain disebabkan
bencana alam. Salah saturrya
dermaga sandar kapal ikan
itu ambruk setelah diemoas-
kan gelombalrg nasang. bua
bLralr kapal parluli beliAut
perlengapnnnva juga ikuf ru-
sal;. Bahl::ur Ll ri-r rrl halqrra
bencana alam. 1

Kepala Dinas Perikanan
Kelautan (DPK) Provinsi Bafi
I Made Sudarsana, beluri
lara ini mengatakan, aself,
PPI Sangsit itu sekaranginr
memang sudah di,serahkan
ke provinsi. Hanya, pihaknya
belum urelaksinaLan p.u-
gram pemeliharaan trset dan

bencana gel9p1-ang pasans. irii p*ii".i i""L;dru;;"Sudah kita sampaikan menielola ppi itu." jelasnval"S-udah kita sirnpaik"an mengelola ppi it,r,"J"L..tv"l .i
nol vono iqdin.ro rrn+"L ^- /*-.a\ il

dan Keuangan Daerah (BKD)
Buleleng. Kapal 6oot itu sebe-
lumnya digunakan untuk
melalukan pengawasan ak-
tivitas pelayaran kapal ikan.
Kapal bersama perangkatnya
dibeli dari dana A?BD. Na-
mun, boot itu sudah rusak
karena usia. Karena tidak

bisa difungsikan_lagi, kapal tro[ itu rusak. Asetnya akan ;litu rencan?nya dihap;f; ii;'- t';p""?^frlriilffi;ii {ilari catatan kekayaan pemer- tenseelim kar"n" Eelo-br.r, fi

kapal vang tadinya uniuk pa- lmui)\r,rgu I
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Tembus Rp 677

Klaim P
Gunaka
DilnLTa

Klaim piutang Pasien Yang memal
nQgrbus angka Rp 677.890.906. Atas k
bdlharap piutang itu segera dibaya

Amlapura (Bali Post) -

gasenr I Wayan Suardana, PadabuPat
Jumat (10/5) kemarin men- sialitu segr

gungkapkan, untuk tahun Jadi, Pi
2017 piutangnya menca' hanYa me:
pai Rp 107.694.?33, tahun Piutang in
2o:.s (np 50r.492.740), dan kan. Pros
2019 (Rp 68.703.495). Atas nva nan-tr
kondisi pintang seperti itu, masyaraka
berharap dapat segera ter- bersumber

ganggu operasional di internal ruma

Direkttrr RSUD Karan- menerima

bayarkan, sehingga tidak daerah.
,dl nirrtans laEi. Suardaada piutang lagi. Suarda

"Pengajuan sudah dilaku- dengan a'

kan oleh masyarakat yang dipercayq

uta

utang Pasien

Ter
i dana tak terduga dari Dinas Sosial me-

ndisi itu, pihak Rumah Sakit Karangasem
n. Dipercaya kondisi seperti itu meng-

sakit.
antuan itu ke- terhadap biaya operasional

"Karena nama

lihatan di sa

itu segera
si, sehin
bisa dib

agar bantuan so- rumah sakit. Diyakini,._piu-
ricair," ujarnya. tang itu dapat berimplikasi

;. Uangnya tetap aplikasi catatan utang. Den-
dari pemerintah gan demikian, maka tidak

raknya sifatnya terhadap pengobatan pasien
unggu. Semoga itu sendiri. Apalagi, mer-
segera dibayar- eka yang-melakukan.pen-

,s pembayaran- gobatan berulang-ulang.
diiakukan oleh Maka mereka masuk dalam

akan daPat membuka bill-
L menambahkan, ing sistem terhadap pasien
nya piutang itu ini. Kare-na.datanya..sudah
kup berdaipak di-input di sistem aplikasi.

tersirnpan di sis
Biia mereka mefi

Edisi
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Hasil Riset LD FEB U | 2018 ,I

LEMBAGA D"*oqr"li
Fakultas Ekonomi dan tsis-
nis, Universitas Indonesia
(LD FEB UI) memaparkan,
pada 2018 Gojek memberi-
kan lcontribusi positif pada
perekonomian nasional.. Mi-
tra Gojek berkontribusi Rp
44,2 tliliun per tahun dalam
perekonomian Indonesia di
tahun 2018. Terdiri dari
Rp 16,5 triliun per tahun
ke perekonomian melalui
penghasilan Go Ride, Rp 8,b
triliun melalui penghasilan
mitpa Go Car, Rp 1,2 triliun
meli*lui mitra Go Life dan
Rp 18 triliun melalui ornzet
mitra UMKM Go Food. Se- '

mentara bagi Kota Denpas-
ar sumbangannya mencapai
Rp 1,9 triliun.

Wal<il Kepala LD FEB UI
Dr. Paksi C.K. Walandouw
menjr,laskan, khusus di
Denpasar, kontribusi mitra
ojek aplikasi (Gojek) kepada
pefekonom'ian Denpasar
pada 2018 mencapai Rp 1,9
triliun. Sebelumnya, pada
2017 studi serupa juga di-
lakukan di Denpasar. Dari
dua layanan yaitu roda
dua dan UMKM kontri-
businl'a mencapai Rp 882
miliar. Paksi mengatakan
kontribusi yang semakin
besar dari Gojek menun-
jukkan teknologi marnpu
mempt:rcepat pertumbuhan
ekonomi, khususnya ke per-
ekonornian daerah.

"Gojek sebagai pemain
utama industri teknologi
.di Indonesia telah menun-
jukkan bagaimana inovasi
teknologinya dapat mem-
perluas peluang penghasi-
lan bagi seluruh lapisan
masyarakat dari berbagai
latar belakang pendidikan
dan usia," ungkapnya saat
pre ss conference bertajuk
"Dampak Gojek terhadap
Perekonomian Denpasar"
pada Kamis (161!) la!_u.

Gojek Sumbang Rp
pada Perekonomian

Adapun angka kontribusi
ekonomi_ mitra Gojek terha-
dap perekonomian Denpasar
pada 2018 y-aitu pengemudi
$-o Car berkonfrib"usi Rp
190 m.iliar, mitra pengemudi
y-o. Krqg. menyumbang Rp
814 miliar. mitra UMKM
$-o Foo{ kontribusinya Rp
892 miliar, mltra Go Lifb
(Go Cl_ean dan Go Massage)
kontribusinya Rp 4g miliir.

Dibanding penelitian
2018. kontribusi mitra Go
Ride ke perekonomian Den-
pasar naik dua kali lipat
lebih. Pertumbuhan juga
terjadi pada kontribusi mi-
tra-UIVIKM Go Food yang
naik lebih dari 60 persen
sejak 2017. "Pertumbuhan
kontribusi mitra UMKM
Go Food ini antara lain
disebabkan optimalisasi
fitur teknologi Gojek dan Go
food yang semakin gencar

1,9 Triliuo 
r

Denpasar 
I

_-
digunakan *itt" UMEIi
kata Paksi. Rata-rata peng-
hasilan mitra Gojek dalam
penelitian ini di atas UIIIK
Denpasar.

Rata-rata pendapatan
mitra Go Car di Denpasar
sebesar Rp 5,8 juta atau
hampir lebih tinggi 2,5 kali
dari UMK Denpasar tahun
2018. Rata-rata pendapatan
mitra Go Ride di Denpasar
Rp 4,6 juta atau hampir leb-
ih tinggi dua kali dari UMK
Denpasar pada 2018. kemu-
dian rata-rata pendapatan
mitra Go Life Di Denpasar
sebesar Rp 4,9 juta atau
lebih tinggi dua kali dari
UMK Denpasar tahun 2018.

Kontribusi mitra Go
Car ke perekonomian dae-
rah Denpasar mengalami
peningkatan pendapatan
tertinggi yaitu 75 persen,
jika dibandingkan dengan
pendapatan mereka sebe-
lum bergabung dengari Go-
jekf$elebihnya, para mitra
Go Car juga menggerakkan

roda perekonomian daerah.
Terlihat dari-peningkatan
pengeluaran sebesar .32
persen sejak bergabung di
Gojek.

"Rata-rata pendapatan
mitra Go Car yang menca-
pai hampir 2,5 kali lebih
tinggi daripada UMK Den-
pasar menunjukkan ad-
anya permintaan (demand)
masyarakat di Denpasar
terhadap layanan jasa roda
empat online. Melalui peng-
hasilannya, mitra Go Car
juga berkontribusi cukup
signifikan ke pelekonomian
daerah," jelas Paksi.

Tidak hanya kontribusi
secara ekonomi, peneli-
tian ini juga menunjukkan
tiga mqnfaat -utama yang
dirasakan'sebagai mitra
pengemudi di Gojek adalah
bisa mengatur waktu kerja,
bisa memiliki waktu lebih
bersama keluarga dan mem-
punyai waktu lebih untuk
menabung atau bekerja
sambilan yang lain. (bns1)
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Anggaran

HanyaRp

Pemeliharaan Jalan

3 1 Miliw
Tabanan (Bali Post) -
. Persoalan jalan rusak masih menjadi peker-
jaan rumah yang belum mampu diselesaikan
Pemltab Tabanan. Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PUPRPKP) Tabanan kerap dibuat
kerepotan dengan masalah jalan rusak. Terlebih
ketikrr keluhan masyarakat marak dan meminta
jalan yang rusak segera diperbaiki.

Kepala Dinas PUPRPKP Tabanan I Made
Yulliana mengatakan, panjang jalan kabupaten
di Tabanan sepanjang 863,218 kilometer. Dari
jumlah tersebut. sepanjang 668,110 kilometer
sudal. di-/iotnrlr. Namup di tengah keterbatasan
anggaran dan skala prioritas pembangunan lain-
nya. tentu saja tidak serta merta seluruh ialan
kabupaten bisa tuntas untuk program hointix,
melainkan dilakukan bertahap.

Di tahun anggaran 2019, anggaran masih
dikonsentrasikan untuk pemeliharaan jalgn
sebagai upaya menjaga kualitas jalan. "Biaya
pemeliharaan jalan tahun ini dapat pagu Rp 3,1
miliar'. Itu untuk pengadaan material dan upah
tenaga," terangnya, Senin (6/5) kemarin.

Kata Yudiana, anggaran pemeliharaan menu-
run dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak Rp
3,5 miliar. Biaya pemeliharaan rutin ini digu-
nakan untuk melakukan perbaikan ruas jalan
dengan kondisi kerusakan tidak lebih dari lima
persen dan disesuaikarl dengan perkembangan
keadaan ruas jalan sesuai dengan tingkat keru-
sakan. Perbaikan jalan juga dilakukan menye-
suaikan faktor cuaca, ketersediaan bahan serta
tingkat kerusakan.

Sblain pemeliharaan jalan, pejabat asal Batu-
riti ini juga menyampaikan, tahun ini ptOgram
hotntix akan direncanakan untuk empat ruas
jalan .rang didanai dari DAK, BKK provinsi dan
BKK Kabupaten Badung. Namun untuk bantuan
BKK provinsi serta Badung, masih menunggu
SKruntuk ruas yang akan mendapatkan alokasi
dzrna tersebut. "Untuk DAK, ruas jalan yang di-
tangani yakni ruas Selabih-Bukit Tumpeng, ruas
Mekayu-Pancoran, ruas Serampingan-Kelecung
dan nras Jelijih-Munduk Ulan," terangnya.

Proyek empat ruas jalan tersebut masih di-
tendelkan. Jika tidak ada kendala, pertengahan
Juni rnendatang proyek tersebut sudah teken
kontrztk. (kmb28)
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BuSatL Jarnin UHC .IKIN
Didlokasikan 1 0O Perseir

I

Singaraja (B{ti Post) -
Pernkab Bdleleng memas-

tikan sisa ang$aran Uniuersal
Health Cot'era$e (JHC) dalam
aplikas'nf ir nrflalui Jaminan
Kesehatan N[sional (JKN)
akarr dralokadikan di APBD
Perubahau 2Q19. Jadi, sisa
anggarirn Rp p8,5 miliar itu
d.iagenclakan rlada APBD Pe-

rubahan tahufr ini. Kebijakan
itu sejtrlan d{ngan Instruksi
Presiden (Inp{es) No. 8 Tahun
2017 yang mfwajiban setiap
penduduk ke$ehatannya dil-
indungi hingg[ 95 persen.

TidzLk hanfa pemenuhan
anggarannya,itetapi juga pe-
layanan keseh[tan itu dijamin
peripurna baift secara kuanti-

f-
tas maupun {ualitas melalui
pelayanan di {umah sakit.

Bupati Agirs Suradnyana
(PAS) meng{takan hal itu
pada pembukiaan Sosialisasi
Jaminan Kesehatan Nasional-
Krama Bali S4hat (JKN-KBS)
di aula RSUD Buleleng Senin
(20/5) kemarifi. Menurutnya,

,4qasalah kes(h4laq merupa-
ketersediaan anggaran yang
dimiliki pem$rintah daerah.
Bahkan, dilinya juga su-
dah menandftangani surat
pernyataan komitmen pe-
merintah daerah untuk mem-
bayar iuran (BI Daerah bagi
penduduk dilBuleleng yang
didaftarkan {alam program
UHC.

Komitmen Femkab
Kepala BfJS Kesehatan

Cabang Singaf aja Elly Widiani
mengatakan,,pihaknya tidak
meragukan kpmitmen Pemk-
ab Buleleng df,lam memenuhi
kewaji.ban program UHC.
BPJS Kesehatan memberikan
apresiasi ata{ upaya Pemkab
Buleleng melpjaminkan selu-
ruh pendudul{ Buleleng dalam
program UHQ ini. Sampaisaat
ini, kepesert{an masyarakat
Buleleng 1'an$ sudah ber-JKN
96,58 persen.] Jadi, penduduk
yang belum $er-JKN tinggal
sekitar 3 perlen.

Terkait alses masyarakat
ke RSUD, Elly menjelaskan
sistem ruju\an terintegrasi
dan sistem r{ulukan berjen-

kan hal piinting yang harus
diurus pemerintah daerah
lewat kebijakan Yang dis-
usun terkait menentukanln-
deks Pembangunan Manusia
(IPM. Hanya, kebijakan Pen-
ganggaran, UHC JKN tahun
ini mengikuti prog1am Yang
dituangkan pada APBD.

Pertimbangan pemkab be-
lum mengalokasikan angga-
ranUHC JKN sebesar'Rp 42,8
miliar pada APBD Induk 2019,
karena pemerintah daerah
juga harus mengalokasikan
anggaran pembangunan yang
memerlukan dana cukup be-
sar. Seperti pembangunan di
bidang infrastruktur, pasar,
pertanian, dan kebijakan Pem-
bangunan lainnya. Meski
demikian, pemerintah memas-

tikan anggaran UHC Rp 28,5
miliar akan dialokasikan Pada
APBD perubahan tahun 2019
ini. Sumber anggaran untuk
menambah sisa UHC ini diam-
bil dari Sisa Lebih Perhitun-

_gan Anggaran (Silpa) APBD,

jang secara online. Peserta
JKN-KIS sudah didaftar-
kan pada fasilitas kesehatan
(faskes) tingkat pertama mu-
lai dari puskesmas, klinik,
dan dokter keluarga. Untuk
peserta yang didaftarkan
pemkab memakai faskes ting-
kat pertama di puskesmas.
Dengan kebijakan ini, peserta
JKN tidak bisa ditangani di
faskes pertama. tetapi pasien
dirujuk ke fasilitas pelayanan
lanjutan di rumah sakit tipe
D, C, B, dan tipe A. "Dari
puskesmas bisa saja langsung
dirujuk ke rumah sakit tipe
B, kalau kompetensi dokter
yang diperlukan tidak ada
di rumah sakit tipe C atau
tipe A. Contohnya, spesialis
Onkologi dan Urologi, adalah
dokter-dokter yang tidak ada
di rumah sakit tipe C dan tipe
D. Jadi, untuk cose seperti
ini, masyarakat dari faskes
pertama bisa langsung diru-
juk ke rumah sakit tipe 8,"
jelasnya.

Seperti diberitakan sebe-
lumnya, Instruksi Presiden
(Inpres) No. 8 Tahun 2OI7

efisiensi anggaran, dan men-
ingatkan capaian Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Tak hanya
itu, pemerintah menjamin
kalau kemungkinan terburuk
tidak bisa dianggarkan dalam
APBD Perubahan, maka ses-
uai regulasi kebijakan pemer-
intah akan menganggarkan
tahun berikutnya.

"Ini harus dipahami me-
nyangkut proses pengangga-
ran tidak konservatif, tidak
akan saya pasang di depan
(APBD Induk - red). Kami
masih ada anggaran peruba-
han. Kami sudah mengupaya-
kan sumber-sumber penda-
patan dengan baik. Sehingga
UHC pasti akan ter-couer di
ABPD Perubahan. Itu me-
mang tanggung jawab pemer-
intah daerah." katanya.

Bupati meminta BPJS
untuk tidak khawatir atas

mewajibkan pemerintah me-
nanggung JKN kesehatan
setiap warga hingga 95 persen
penduduk di setiap daerah.
Di Buleleng tercatat 316.161
orang penduduk di-couer
JKN. Untuk memenuhi ang-
garan seluruh peserta JKN
di Bali Utara itu, selama 12
bulan memerlukan anggaran
Rp 87,4 miliar lebih. Sesuai
amanat inpres itu, Pemer-
intah Provinsi (Pemprov)
Bali mengalokasikan shar ing
anggaran Rp 44,5 miliar lebih
atau 5,1 persen.

Pemkab juga memiliki ke-
wajiban mengalokasikan ang-
garan UHC Rp 42,8 miliar.
Sejauh ini, baru menyiapkan
anggaran Rp 14,5 miliar. Se-
dangkan sisa anggaran lagi
Rp 28 mfiar, belum dialokasi-
kan. Atas kondisi ini, Komisi
IV DPRD Buleleng berharap,
dalam pembahasan APBD
Perubahan nanti, eksekutif
mengalokasikan sisa angga-
rannya, sehingga masyarakat
yang ber-JKN kesehatan-
nya dapat dilindungi secara
penuh. (kmb38)
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Hajatan Pilkada 2020, KPU Ajukan Rp 35 Miliar

Tingkat TAPD Disetujui,
Sekitar Rp 54 Miliar v

Amlapura (Bali Post) -
Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Karangas-
sn telah menyusun proposal
{rggaran pelaksanaan Pilka-
da, Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Karangasem
SZO mend-atang. Tidaf, tang-
glmg-tanggung, KPU menga-
jlkan anggaran ke daerah Rp
36 miliar. Ketua KPU Karan-
giqsem, I Gede Krisna Adi
Widana, mengatakan, ang-
garan yang telah diajukan ke
Pemkab Karangasem itu Rp
&5 miliar. Angaran sebanyak
itu nantinya dipergunakan
rlntuk honor petugas KPPS,
PPS, PPK yang jumlah TPS-
rrya mencapai 950 TPS. Selain
itu, juga logistik serta media
ggthering. Anggaran Pilkada
telah diajukan ke Pemkab' Karangasem.

"Pilkada nanti rencananya
akan digelar September 2020.
Setahun sebelum pelaksan-
aan Pilkada, anggaran sudah
harus dipersiapkan. Karena
sesuai mekanisme memang
seperti itu. Setahun men-
jelang Pilkada,anggaran-

ya anggaran yang diajukan
kata Krisna, karena beberapa
kelengkapan logistik harus
dibeli KPU. Selain keleng-
kapan logistik yang banyak
menyedot anggaran yang
sifatnya qd hoc. Pihaknya
sendiri menyerahkan keputu-
san anggaran kepada Femkab
Karangasem

"Untuk pembayaran KPPS,
PPS, dan PPK paling [anyak
yang nyerap anggarad. Bera-
pa pun disetujui nantinya kita
siap. Semuanya tergantung
pada pemkab. Kita berharap
dana yang kita ajukan itu bisa
disetujui," harap Krisna.

Sekda Karangasem I Gede
Adnya Mulyadi mengatakan,
pihaknya bisa memastikan
berapa anggaran yang akan
disetujui untuk pelaksaaan
Pilkada nanti. Pasalnya,

'persetujuan anggaran itu
harus dilakukan dengan rap-
at koordinasi antara eksekutif
dan dewan

nya memang harus

"Belum final berapa ang-
garan yang disetujui untul<
Pilkada itu. Kami baru mem-
bahas anggaran di TAPD
saja. Sejauh ini belum ada

persetujuan dari bupatisudah ada. se-
hingga kita
bisa langsung
bekerja," un-
gkapnya.

Krisname-
nambahkan
sampai saat
ini, irihaknya
masihmenung-

dan DPRD," terang] Sekda

gu perse[uJuan
dari pemerintah
daerah. Tinggin-

Gede Adnya Mulyadi.
Dari usulan anggaran

KPU, Bawaslu, Polres,
dan Kodim sebesar Rp
70 miliar lebih.

"Sedangkan di ting-
katTAPD barudisetu-

jui sekitar Rp 54 miliar
lebih," ujar Adnya Muly-

adi. (kmb41)
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Jalfln KAbupaten Mqsuk lbhaF Tendel'

Perbaikan 29 Paket Telan

Singaraja (Bali Post) -
sebanyak 29 paket proyek perbaikanjalan kabupaten di Buleleng saat ini

memasuki tahap petglm-uTnan lela_ng di Bagian Layanan pengadain (BLp)
Barang J_asa -Pemkab tuleleng. luluhan paket perbaikan jalin kabupaten
itu diperkirakan menghabiskan biaya lebih daii Rp 2b miliar. Konstiuksi
pelaksanaan proyek ini mulai da-ri pelapisan jalan menggunakan aspal hot-
mix selain itu pembangunan fondasi badan jalan itu send-iri.

iayaRp zsMiliar

Data dali Dinas PeLe{jaan umum diumumkan di BLp. Dipastikan, rekanan
Perumahan Rakyat (PUPR) pemenang lelang itu diurnumkan sehingga

Buleleng,. 29 paket proyek u[ro .u.Ep^t"y" Ui."-ali"i;;;;k?".
. p1oy".k, infrast_r^uk- Dari paket yang diblayai DAK tersebut,
I tur Jalan itu, 10 di beberapa di antaranva adalah nerhaikan

Iq',l'F*p*$ffi*{f*tuHffi*ffi*l:iffi
Erri Porukmb3E .ket perbaikan JalanDapdap-Te-bel menuju bu*b,ri.g, aunjalan ini sudah jalan Penyusuhan menuju-Desa Bulia-n Ke_

camatan Kubutambahan juga tahun ini akan itu, rata-rata biaya purl"it"r, ;utu.r-.-uut i.ridikerjakan dengan volume 3 km. mengalami te"aiftari signifikan. j"ai, frri ll"
...sed:rngkan, rirket_ nerbaikan jalan yang berd"amp-ak puau .u.uiu" pertar[unluta'
dibiayrri APBD Buleleng ditetaplan s"banl yang suiah airen.j.rat a.r. bi^ -"".oiriorr-
1ak iQ33ket. Untuk paket yang dibiayai ku.rllit" ."mf"*"yu rata-rata untuk satudari APBD murni, belum semuanyi dilelang. kilometer, p""Uuiuri jalan itu me;;"];k""
Penyebabnyg .karena be!:rapa piket proye-i. biaya Rp_'1'*iii".--Nu-"" t"h"n i.rl .rait.itu belum dilengkapi Detail Engiieeiing m"trladi'Rp r,z riliur.
Design (DpD).

KepirlaDinasPUPRKetutSupartaWijaya ketika iut." -u"s"lami kerusakan seaang.i
mengarakan, puluhan paket perbaikan jalin sebab, kalau konjiri;t; ;d;h ;;;;k-#;1,.itu sesuai dengan perencana-an program otorqratis ne-t"i"t tiu" lluv^ ;."f, f"lif,pembangunan. Penetapan-paFetituluga . nAftllui*tyd.- $-
sesuai usulan berjenjang nlrlai dari aesa, t<e- o*o*f;du"-i"i;E {"vut iatan ru=sak berat harus
car,natan, dan kabupaten-. Dalam penentuan ditangani. N.rhil]illlt" ;ff;;;;il;"_paket jalan itu, tingkat kerusakan menjadi dengin t onati't e"anganpemerintuh.,'Kit..peryipb-q1san_utama. . dihatapkan pada kena-iia; hJil;;;-b.iru"::Ini dilakukan karena menyesuaikan setiap satu kilometer :"r"" y?"!-;;;{".
dengan kondisi keuangan daeiah. Selain ujarnya. G;btbt- :

: Sdaso U nei totg
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Ba[ fl Post

13o Juta, Dibayar Rp 4 Juts/
Pembahasan pJrn"""n piutang biaya perawatan .r.*g eg.,.rl. Bahkan, untuk

pasien pengungsi erupsi Gunung Agung, nampaknva memastikan data pengungsi

masih menjaditarik urur. usuran peruna-san i,"v" ii, il**nffiil:H?Tffil'f}i:
belum dipenuhi sesuai usulan dari masing-masing THS3"_e_." Bencana Daerah

rumah sakit yans merawat pensungsi c""J"g A;""g i:t?n'}*ffi:Xtjffi_tiri*;
itu' seperti yang dialami manajemen RSUD Buleleno membutuhka";".;;;;;;';ik
yans memitiki piutans perawatan pengunssi tebih lffi:*dfl?.T#Hl :il;f;:
dari Rp 130 juta. Namun ternyata, hanya dilunasi opeiasional pr"."a"" tS-iiiri

Rp 4iuta. Atas keputusan ini, membuat manajemen van9 berlaku di rumah sakit

RsuD mengalamikerugian lumayan besar. Lalu. ba- "Kami sudah memastikan
sa i ma na ka h sot us i efektif penyetesaian sisa pi uta ns SilffiJ"erb 

t*ly"ffi1".t;tersebut? $ffiffffifum:ut
* g-IItltKruit Utama (Diru_t) pelunqsan piutang_ itu be- ;:ffXjftl*Lil13?"fff5RSUD dr Gede wi"illll, rum seratus p""."n."murg* iJi-otron"r, biaya perawatanM'Kes' didampinei Kegala mengatakan. saat menerima ke pemkab Karangasem vanoSub-Basian rKasu-bas).per- kt#;;p.;s"r,gsi. pihakny; dir;"*|;;'ffit'Fhb"'Brrii:H
H"":*'l'l:: L,l:: l{:l.l5s:t :=yq"+;#t.fg;i.;;.;.: ill;;v"DanalCtustiNgurahKetutSu- ;,L;;;;ilpendudukan-dan ---"6#"1;r, 

menshadiri rapat
hTi*:;,*r#?Yil,5:::n :ili:: r:iii"+;'i q;i.'t vang membahas perunasanmembenarkan kalau usulan 

'uar". 
;ila;fii;ile;ia;: nil?;T#;XHi i:';;llff.Il

al*rirpekanlalukataWiartana, lanjut dari Bupati Buleleng 142.768.900. Setelah diaudit
ternyatadariusulanpelunasan Putu Agus Suradnyana @AS). BPKP, nilai piutangyang din-
lebih drrri Rp 130 juta itu dipu- Hal ini dilakukan karena, sete- yataan layak Rp 130.876.300,
tuskan barl dibayar Rp 4 juta. lah mengikuti rapat di Pemkab sehingga ada kelebihan lagi Rp
Apa alasan usulan itu hanya Karangasem, diputuskan sisa 11.892.600.
disetujui kecil sekali. Sebab, piutang yang belum dilunasi Setelah pengungsi kembali
usulan yang dilunasi itu yang itu akan ditelurusi ulang data ke Karangasem, RSUD menga-
berkasnya dianggap layak. perawatan pengungsi Gunung jukanpermohonanpembayaran
Atas keputuan i.tu, pihaknya Agung di beberapa rumah biaya perawatan kepada Pem-
mengaku heran. Sebab, usulan sakit di Bali termasuk RSUD kab Karangasem. Permohonan
yang diajukan itu sudah ber- Buleleng. Untuk penelusurdn itu kemudian diteruskan ke
dasarkan hasil pemeriksaan dataituakandifasilitasiDinAs Badan Penanggulangan Ben-
Badan Pengawas Keuangan Kesehatan @iskes) Bali. cana Daerah (BPBDtProvinsi
dan Pernbangunan (BPKP). "Kami menunggu keputu- dan ke Badan Nasional pen-

"Karni tidak tahu kok se- san lanjutan yang difasilitasi anggulangan Bencana @I.IPB)
bagian besar data itu dianggap provinsi. Termasukkondisisaat Pusat. Setelah lama tidak jelas
tidak layak. Padahal, semua ini akan kami mintakan petun- kapan akan dilunasi, RSUD
pqsien pelggngsi itu kita pas- juk ke pimpinan kita di daerah, menghadiri pembahasan pem-
tikan ke BPBD dan sudah di- sehingga .66 s6lrr,si terbaik bayaran biaya perawatan pen-
perilsa BPKP. Malah sekarang terkait masalah itu," jelasnya. gungsi Gunung Agung di Pem-
dibilangtidaklayak,"jelasnya. Sepertidiberitakansebelum- kab Karangsdm belum lama

wiartana menambahkan, nya, RSUD Bulelengmenung- ini. sayangnya, dari usulan
atas keputusan pembayaran gu realisasi pembayaran biaya itu, baru bisa dilunasi sebagian
yang belum seratus persen itu, perawatan pengungrsi Gunung kecilnya saja. Anehnya, iisa
manajemen rumah sakit masih Agung_yang dirawat di rumah piutang hampir Rp iZO juta
melakukan kajian. Selain itu, sakit. Dari80orangpengungsi. malah dinyatakan fiaat 6vat
juga meminta petunjuk lebih Total biaya pengobatan itu Rp dilunasi. (mud)

RSfUD Punya Piutang Rp
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Lirna
Pengadaan Tanah Gedung Selat

Orang Saksi Diperiksa
Semarapura (Bali Post) -

Penyelidikan dugaan ko-
rupsi pengadaan tanah ge-
dung baru Perbekel Desa
Selat, Klungkung, kembali
dilanjutkan Polda Bali. Unit
3 Ditreskrimsus Polda Bali
kembali melakukan pemer-
iksaan lima orang saksi.
Salah satunya, Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat,
Pemerintalian Desa dan Ke-
luargrl Berencana Wayan
Suteja juga ikut dipanggil
untuk dimintai keterangan
di aula Polsek Klungkung,
belum lama ini.

Proses pemeriksaan dip-
impin langsung Kanit 1

Kompol I Gede Arianta. Saat
dihubungi Minggu (5/5) ke-
marin, proses pemeriksaan
itu dikatakan sudah dilaku-
kan pada dua orang saksi dari
Pemdes (Pemerintah Desa),
dua orang dari Inspektorat,
dan satu orang dari Pjs. Per-
bekel Desa Selat. Mereka
diperiksa untuk mendalami
peran masing-masing, sampai
muncul informasi ada dugaan
nrorh-up harga tanah dari
hasil penjualan tanah untuk
pembangunan gedung per-

bekel baru tersebut.
"Sarrt ini masih dalam ta-

hap pemeriksaan saksi-saksi.
Selunrh keterangan saksi
akan dipelajari dulu. Saat ini
masih tahap penyelidikan.
Belum ada penetapan status
tersangka," kata Arianta se-
bagai Ketua Tim Penyelidik
kasus ini. Sementara apa
hasil penggrlian yang di-
lakuka n pada inasing-masing
saksi, juga enggan dibdber-
kan. Pihaknya menegaskan
bahwa proses penyelidikan
masih terus berjalan.

Di sisi lain. Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat.
Pemerintahan Desa dan Ke-
luarga Berencana Wayan
Suteja, Minggu kemarin, men-
ga\ui sempat dimintai,ket-
erahgan oleh penyidik Unit 3
Ditreskrimsus Polda Bali di
aula Polsek Klungkung. Dia
mengaku banyak ditanya pada
seputar proses pengadaan ta-
qahnya. Saat itu, dia mengaku
proses pengadaan tanah terse-
btrt sudah masuk ke dalam
APBDes Selat. Pelaksanaan-
nya juga dikatakan sesuai
dengan Peraturan Bupati
Klungkung. (kmb31)
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Pusat Kucurkan DAK l\Ionfisik
untuk Museum Subak

Tabanan (Bali Post) -
Mengoptimalkan penge-

lolaa:r museum, pemerintah
pugal tahun ini menggelon-
ttlr.kan Dana Alokasi Khu-
s{rs (DAK) nonfisik sebesar
Rp 450 jr.rta. Dana dari
Kemendikbud itu akan di-
gunal<a n untuk pembiay'aan
tiga l:omponen, salah satu-
nya rLntuk kajian dan kon-
servasi tiga koleksi yaitu
tika, ,'tkohon dan jonggi .

Kepala Unit Pelaksana
Teknis Museum Subak Ida
Ayu Nyoman Ratna Pawitra-
ni mcngataban. dana ini
diberikan karena museum
mem liki'layanan publik
yang diharapkan mampu
memperkenalkan dan men-
gangliat kebudayaan lokal
serta membentuk karakter
bangsa. Dana ini turun untuk
semuir museum pemerintah
di Indonesia dan tergantung
pada tipe museumnya. N[u-
seum Subak di Kabupaten

dengan penyelenggaraan
diskusi. "Kajian ini untuk
mengetahui apa filosofinya,
kegiinaannya serta hal-hal
khusus lainnya," terangnya.

Sementara untuk konser-
vasi koleksi akan dilakukan
fumigarsi dan injeksi bambu
serta pendanaan program
publik yang akan dikemas
dalam kegiatan pameran
foto dan lukisan tentang
subak. sosialisasi Museum
Subak, belajar bersama di
museum dan program mu-
seum masuk sekolah. Untuk
progrirm museum goes to
school ini rencananya me-
nyasar satu SMA di masing-
masing kecamatan.

Di samping itu, angga-
ran tersebut juga untuk
pembiaya.an pemeliharaan
$arana dan prasanana. "Di
Slni hanya akan ada perbai-
kan kecil-kecilan di museum
Ithrena fokus dari dana ini
atlalah nonfisik," terangnya.

Tabanan dalam standarisasi
museum masuk kategori mu-
seum daerah dengan tipe C.

"Tidak hanya museum, ta-
man budaya juga diberikan.
Tetapi di Tabanan memang
tidak ada taman budava dan
dana ini untuk bantuan op-
erasional penyelenggaraan
museum," terangnya, Ming-
gu (5/5) kemarin.

Untuk Museum Subak,
kata Dayu Ratna, dana
tersebut akan digunakan
untuk tiga komponen pem-
biayaan. Yakni pengelolaan
koleksi yang terdiri dari ka-
jian koleksi dan konservasi.
Ada tiga koleksi yang akan
diuji yaitu tjko (kalender
tradisional di Bali yang ter-
buat dari kayu), ohohan dan
janggi (tempurung kelapa
yang di bawahnya diberi
lubang kecil untuk pengu-
kur'waktu dan pengukur
sanksi bagi anggota su-
bak), dan akan dilanjutkan

Disinggung tentang jum-
lah kunjungan, Ratna me-
nyebutkan, masih didominasi
wisatawan domestik karena
sekali kunjungan sifatnya
rombongan. "Tiap hari wi-
satawan mancanegara ad4
saja yang datang dewasa
asing rata-rata 5 sampai 10
orang, jadi masih dominan
domestik," jelasnya.

Seperti diketahui, Mu-
seum Subak yang berlokasi
di Sanggulan, Tabanan se-
lama ini menjadi daya tarik
tersendiri bagi para pelajar.
Para pelajar terutama ingi,n
mengetahui tentang sistem
persubakan di Bali, khusus-
nya di Kabupaten Tabanan.
Dengan luas lahan 6,28 hek-
tar, lahan Museum Subak
merupakan aset Peinprov
Bali, sedangkan gedung
museum dibangun Kement-
erian PU. Pemkab Tabanau
hanya bertugas mengelola
museum. (k;.nb28)
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Bangun Desa Wisata

Desa Sayan

Anggarkan Rp 134 Juta
Gian/ar (Bali Post)
, Berinodal kondisi. Sgggrafis yang berdampingan
dengan tampung turis Ubud, Desa Sayan kini serius
mengembangFan desavisata. Salah satu yang akandiksrnlanglai adalah Desa Wisata AIam Eiiia.tntuk
rnengoptimalkan pengem-bangan potensi wisata itu.
prhak desa slr_dah menyiapkan anggaran sekitar Rp 134
juta. Perbekel Desa Sayan I Made Andika mengatikan
hal itu, MinSCu 119/5) kemarin.
. Menurut_Andika, dana ratusan juta rupiah itu
lersumber_dari Anggaran Pendapatan dan'Belanj a
Desa (APBDes)'Tahun 2019. Desa Wisata Alam Bija
Sayan mengandalkan wisata rekreasi water tubiig
dan restoran. Ide pengembangan desa wisata tersebu"t
digagas oleh Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan
Badan Ubaha Mili-k Desa (BlIMDes) Sayan. ,'Hasil dari
musyawarah desa terkait,- pengembangan alam Bija
yan-g terletak di Banjar Ambengan, Desisayan itu dis-
epakati sebagai destinasi desa wisata," katanya.
, _ 

A"{k" mengatakan, pengembangan Des-a Wisata
Alam Bija Sayan ini sesungguhnya sudah digarap se-
jak setahun lalu. Pengembangan ini dilatuk"i deng".,
ggmbuka akses jalan seperti pavingisasi. ,'Tahun ini
dilanjutkan dengan pembangunan 

"esto"an 
dan water

tybiyt€ Kemungkinan akan dt-launching pada 1 Juni
2019 mendatang," ujarrrya.

Andika menambab-kan, saat ini pihaknya melaku-
kan pengawasan penuh terhadap peneembinean Desa
Wisata Alam Bija ini. Terutama-dalim pen"garu".ar,
penggunaan ang-garan yang nilai mencapai ratusan juta
rupiah. "Pengelola desa wisata sudah jelas dari BU[6es -

yang dialyasi oleh desa," tegasnya. (funbS5)
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Buleleng Kekurungan
Anggaran UHC
Rp zSMitiar
Singaraja (Bali Post) -
Pemkab luleleng_belum mampu menyiapkan ang_
g_aral Uniuersal Heq.Ith Coueiage ruftCi Jamina-n
Kesehatan Nasion4 (JKN) hingga serarus persen.
Dalam angga_ran A,PBD_Bulelen g ZOt},dari anggaran
yang harus disiapkan Rp 42,8 miliar lebit. t-"i" ai_
anggarkan Rp 14,5 miliar lebih. Itu artinya. BulelenE
masih kekurangan anggaran Rp 28 miliir lebih.

_ Sejalal dengan Instruksi Anggaran ini dianggarkan
lleslde1(npres) No. 8Tahun penuh tOOpercen.
201?, di mana pemerintah Sedangkan, pemkab Bule_
wajib mena-nggung JKN se- leng yang juga memiliki ke-
tiap.warga bi"ggg 95_persen wajib4 mengalokdsikan ang_
qgn1tu-dyk di setiap daerah. garanUHCRp42,8miliarbafrr
Di Puleleng sendiri tercatat merryiapkaninggaranRp 14,5
316.161 orang penduduk miliar, sehinggaida kekuran-
yang di-couer JKN. Untuk gan lagi Rp 28 miliar. Jumlah
memerLuhi ar_rggaran sehrruh ini belum seratus percen, sep-
peserta JKN di Bali Utara ertiapayangsudahdilakukan
selama 12 bulan membutuh- Pemprov Bali.
kan an-ggaran_Rp 87,4 miliar Menyusulkekuranganang-
lebih. Sesuai dengan amrlnat garan itu, Komisi IV Opnb
inpresitu,PemerintahProyinsi Buleleng menggelar rapat
(Pemprov) Bali sudah menga- dengar pendapat 6Oe; anrf
lokasika4 sltaring anggaran pekan lalu. RDp dipimpin Ket-
sebesal Rp 44,5 miliar lerbih. ua Komisi IV Gede Wisnaya

tapi kami tidak tahu mengapa
jatah anggaran UHC yang
harusnya seratus perserr di-
alokasikan, tapi dalam APBD
2019 baru dianggarkan Rp 14,b
miliar. Mengapa belum 100
persen," katanya.

Menurut politisi Partai Hati
Nurani Rakyat (Hanura) ini,
kekurangan anggaran LIHC
ini menjadi tanggung jawab
bersama bai-k pemerintah dan
DPRD. Untuk itu, pihaknya
mendorong agar dalam APBD
Perubahan yang segera akan
dibaha: ada solusi. agar sisa
anggaran itu dialokasikan
penuh seratus persen. Den-
gan demikian, Seltiruh war--
ga sebagai peserta JKN bisa
mendallatkan perlindungan
secara l.renuh dari pemeriritah
sesuai kebijakan nasional.
"Memang ada sekema a.kan
dialokeLsikan dalam APBD
Perubahan dan kita dorong
hal itu. Dan dari mana sumber

anggaran untuk menutup kita
masih menunggu kebijakan
pemerintah daerah," jelasnya.

Wisnaya menambahkan,
meskipun 95 persen warga
sudah difastikan di-couer JKN,
namun pihaknya meyakini
masih ada warga yang belum
menjadi peserta JKN. Untuk
itu, dia mengusulkan agar
BPJS melakukan kebijakan
cat of. Kebljakan ini bisa di-
manfaatkan oleh warga yang
dalam keadaan sakit,.,tetapi
belum terdaftar sebagai peser-
ta JKN. Untuk membantu
kondisi warga dengan kondisi
itu, Komisi fV meminta agar
BFJS menerbitkan kartu JKN.
"Kami harap ini diperjuangkan
dan sedang dalam proses dan
mudah-mudahan bisa direal-
isasikan. Sebab banyak warga
sakit tidak punya kartu JKN-
KIS. Dengan dilealisasikannya
ini, kesehatan masyarakat
dilindungi," jelasnya. (kmb38)

Wisna bersama anggotanya,
Nyoman Gede Wand-ira Adi.
Sedangkan eksekutif dihad-
iri Kepala Dinas Kesehatan
(Diskes) dr. IGN Mahapra-
mana, Kepala Dinas Sosial
(Dinsos) Gede Sandhivasa.
Kepala Dinas Pemberdavaan
Masyarakat Desa @MD) Made
Subur. dan perwakilan BpJS
Cabang Buleleng.

Wisnaya Wisna men-
gatakan, mengacu Inpres No.
8 Tahun 2017 Pem-erintah
Daerah harusnya konsisten
m__e_n galoka s ika n a n gga ra n
UHC JKN penuh selima 12
bulan. Meski demikian, dalam
pembahasan APBD 2019 sebe-
lumnya, pemkab belum men-
galokasikan anggaran UHC
\ni Renuh 100 persen. Bahkan,
dia sendiri tidak tahu apa per-
timbangan dalam ApBD zbfg
anggaran UHC dialokasikan
Rp 14,5 miliar lebih.

"Harusnya genap 12 bulan,

Edisi : Senin W mei wg
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Perbup Belum Turun

Wsatawan ke Jung
Tak Bisa Dipungut

Semarapura (Bali post) -
Kunjungan wisatawan cuklrunJungan wisatawan gtkuq-tinggi ke Nusa penida, khususnva Lembo

3 : :.,{ ::*_" rj I I 1 { ",+ 
d i,,. d e 

"i 
i k i a ; -d 

G L ; f F; 
" 
b;;;'i j,^" j, i ii'jrL u, a.ruryawan, Dantva setrap hari

wisata ke Jungut Batu. Dalam
wisatawan turun dari boat d

i?::c;,T:l:l.l*g_\N^:""',}"g?t,y;;;;d;;;:iliX"#;:,Ji:l;:i
l

belum lama ini mengatakan,
pasca-adanya gejoJa[ penert-
rban pungutan oleh desa adat
lantaran tak berbadan hu-
kum, pemelintah daerah telah
menelurkan Perda Nomor b
Tahun 2018 tenrang Pungurap
Regulasi Daerah. Diiana Judah
diatu' nilai purgutan sebesar
Rp 25 ribu bagi wisatawirn
dewasa dan Bp 1b ribu untuk
anak-anak, Perda tersebut

belum bisa diterapkan s'enuhnya pada objek paj

merancang kerja sama ya

nYa,
tidaklantaran regulasi turun

berupa Perbup sedang digc
dengan nagia; H"turi p"--
Klungkunf.

Sukasta menambahk

a

t

t
t
,baik
T\rju
kaol
wisa
pa.n\
cata
gang

I'a

a masukan {ari para
ta ooa.t, lran+ sedang
bagaimana{ sisteml

gar berjalan daik dan
hulium," kata

,a

b

Sukasta.
Di4 rnengakui, sebelum per-

bup irii r.er-brr. rnaka prhaknya
tidak' bisa nrelakuk-an pun-
gutan.. Demikian juqa pihak
desa, bar.k desa adatlmauDun
desa dinas. Sehingga,lini amat
mendesak agar segbra bisa
direalisasikan. (krnb31)

bisa dikenakan ietribusi.
Sejak pungutan fiari desa

adat dihentikan tahun lalu,
praktis wisatawan valrg tur.un
di sana, tidak rlikenakin pun-
gutan apapun. Lebdh pirah
ragl, rrouan wrsatawan ini
datang betlibur ke Juncur
Batu-Lembongan, tiflak sim-
par menginap. Darang pagi,
siang atau sore sudatlbalik lagi
ke Sanur. "Ini banr hari-hari
biasa. Kalau saat high season,,
Juni, Ju.[, Agustus-dan Sep-
tembei', kunjungannya cukup
membludak," krta Siuyawan.
Delum lama u[.
* Dia berlrarap Per.da tentang
Punguran Retribtsi Daerah ini
bisa diterapkan sepenuhnya.
Agar, kunjungan wlsatawan
5e Jungut Batu uraupun Lem- .

bongan brsa menehasilkan
pendapatan daerah.-r

Semenrara itu, Dlnas pari-
wisata Klungkung tefus meng-
godok berbagai regulhsi untu-k
menarik pungutan hetribusr
bagi turis yang ber.pisata ke
Klungkung. khususnya ke
Kawasan Pariwisata Nusa
Penida. Setelah melahirkan
Perda, Dinas Pariwisata se-
dang mempersiapkan Perbup .
sebagal turunan regulasinya.
Upaya ini untuk iencesah
semakin melebarnya kebocoran
pendapatan daerah dari sehtor
pariwisata,

Kepala Dinas Pariwisata
Klungkung Nengah Sr"rkasta

dalam proses pemungutr
nya, seDagatmana rnstru
dari Bupati Klung.kung_ N
man buwuta, prhaknya ba
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Di RSUD Buleleng

Tunggak art P engob at an P engung s i
Gunung Agung Rp I42 Juta

Singaraja (Bali Post) - mendapat surat dari Pemkab
Pascamenerimapengungsi Karangsbm diminta hadir

erupsi GunungAgong, bebera- pada rapat pembahasan pem-
pa waktu lalu, sekarang RSUD bayaran perawatan pengungsi
Buleleng masih menunggu minggu depan.
realisasi pembayaran biaya. Direktur Utama (Dirut) dr.
perawatan pengungsi Gunung GedeWiartana, M.Kes., Kamis
Agung yang sempat dirawat (9/5) kemarin, membenarkan
di RSUD. Berdasarkan data kalau rumah sakit memi-
yang ada, RSUD tercatat liki piutang biaya perawatan
memiliki piutang biaya pera- pengungsi Gunung Agung.
watan pengungsi dari Kabu- Sejak pengungsi bertahan
paten Karangasem itu senilai di Buleleng kata Wiartana,
Rp 142.768.900. pihaknya sempat merawat

Pascapengungsi kembali pasien yang masuk ke ru-
ke Karangasem, RSUD men- mah sakit saat mengungsi ke
gajukan permohonan pem- Buleleng. Perawatan itu ter-
bayaran biaya perawatan catatperiodepertama,dari18
kepada Pemkab Karangasem. September sampai 1 Oktober
Permohonan itu kemudian 201,7. Periode kedua, tanggal
diteruskanke BadanPenang- 2 Oktober sampai 15 Oktober
gulangan Bencana Daerah 2017. Periode ketiga, dari 16
(BPBI) Provinsi dan ke Ba- Oktober sampai 29 Oktober
dan Nasional Penanggulan- 2017. Periode keenam, dai27
gan Bencana (BNPB) Pusat. November sampai 10 Desem-
Setelah lama tidak jelas ka- ber 2017. Periode ketujuh,
pan tunggakan pengobatan dari 11 Desember sampai 24
itu akan dilunasi. RSUD telahJesember 2017.

Seain itu, susulan periode Agung minggu depan. Dari
pertama dari 18 September informasi awal yang diteri-
sampai 1 Oktober 2017, susu- manya, sebelum usulanbiaya
lan periode ketujuh dari 18 perawatan itu disetujui, Ba-
September sampai 1 Oktober dan Pengawas Keuangan dan
2017. Periode delapan, terhi- Pembangunan (BPKP) akan
tung 25 Desember 2017 sam- memverifikasi usulan yang
pai 7 ,Januari 2018, periode diajukan 14 rumah sakit di
kesembilan, pada 8 Januari Bali termasuk RSUD Bule-
sampai 21 Januari 2018 dan leng. Konon, hasil verifikasi
periode kesepuluh, dari 22 itumenentukanstatuspasien
Januari sampai 20 Februari dan usulan biaya perawa-
2018. tan yangj dinyatakan layak

"Pada periode itu ada 80 dilunasi. Ini karena, antara
kasus kami tangani. Rinci- usulan dari rumah sakit yang
ananya biaya sudah diaju- merawat pengungsi dengan
kan ke Pemkab Karangasem, ketersedian anggaran hal itu
untuk ditindaklanjuti," kata tidak sebanding, sehingga di-
Wiarbana didampingi Humas pastikan ada biaya yang tidak
RSUD Buleleng Ketut Budi- dilunasi pemerintah.
antara "Kami tidak tahu apakah

Setelah mengusulkan per- usulan kita disetujui atau
mohonan pelunasan biaya tidak. Dari info awal yang kita
perawatan itu, pihaknya terima itu tidak semua usulan
tambah Wiartana, diundang itudilunasikarenabiayayang
mengikuti rapat membahas tersedia dan usulan rumah
realisasi pembayaran pera- sakit itu tidak mencukupi,"
watan korban erupsi Gunung tegasnya. (kmb38)
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Asuraras i C airkan An ggarara
Rp I,6 M ke l(as Daerah

Gedung Pemerintahan Rusak akibat Gempa Lombok akan Direnovasi
Amlapura (Bali Post) -

Sejumlah gedung pemerin-
tahan di Lingkungan Pemkab
Karangasem yang rusak aki-
bat diguncang gempa Lombok
beberapa waktu lalu segera
direnovasi. Perb4i\an ge.dUrrg,
gedung itu menyusul telah
dicairkannya anggaran dari
pihak asuransi Rp 1,6 miliar
ke kas daerah.

Kepala Badan Pengelola
Keuangan Aset Daerah (BP-
KAD) Karangasem I Nengah
Mindra, Kamis (9/5) kemarin
mengatakan. dana asuransi

gedung yang rusak tersebut.
Pihaknya kembali mengang-
sarkan diAPBD Induk 2019.;Kita belum dapat merinci
tambahan ariggaran perbai-
kan tersebut," ujarnya.

Plt. -\sisten I Setda Pem-
Iab -Karangasem WayAn
Sutapa menambahkan, se-
jauh ini, perbaikan itu masih
tahap lelang. Pihaknya
meyakini awal Juni sudah
bisa dilakukan revonasi itu.
"Kita dorong supaya segera
dilakukan perbaikan. Den-
gan harapan rumah dinas

yang telah dicairkan 4t<an
dipakai untuk perbaikan se-
jumlah gedung pemerintahan.
Seperti rumah jabatan bupati,
wakil bupati. sekda. Kairtor
UKM Center. Civic Cerlter,
dap. e.ed!a rlg, pg m elint a[rqpr-
yang rusak lainnyd.

Mindra rnenambahkan,
kendati anggaran yang diber-
ikan dari asuransi urdum
Bumi Putera Muda menca-
pai Rp 1.673.403.668, akan
tetapi dana itu dinilai masih
kurang. Apalagi diperguna-
kan untuk perbaikan semua

bupati, wakil bupati. sekda,
serta UKM Centcr di bagian
atas j{.u bisa segera ditem-
pati dHn juga dioperasikan."
harapnya.

Ketua DPRD Karangasem
I N.engah Strm4r'ji m.e_pdorong
ef 

-sek*u 
tl f a ga f ' da p aFse geri

memperbaiki kerusakan ge-
dung pemerintahan itrt.pila
terus dibiarkan seperti-itu.
maka kerusakan akan se-
makin parah saja. "Semoga
perbaikan itu segera bisa
dilakukan," ujar Sumardi.
Gmb4r)
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Hadiri "Karya Mamungkah" Balai Banjar Batuculung dan Pur:a BegawanlPenyarikan

. _?P|IRNYA perhatian A.A. putu Sua+. tokoh ma_

L"^TXyf masyarakat. dan s_yarakat, I Bagui alit S,_,"iptu
.{omrt,m e n un t uk menja-ga ; dan Klian Adat-dan Dinas Ban_metestarikan adat seni ai,i :"" g; ;;ili"ili<Iromt"".
budaya Baliserta meringanlan'O;t"- -l"r"ip?iun 

Lr*"u,rt,bebanAnrlra Badune. diwuiud- e"p"ti G; fld.ta aiiu-p_g.i
l* I:f_!{, !i$ 1"s { 9'!" " p"' t"r."n- *-".v"*i.i Batucu.
i::l!*y"C kegutan hrngga lung menandatangani prasasti
sar_ana rtan prasarana. upa_ dan menyerahkin bantuantaa ,reagamaan. Depertr Dada up*ara sebe-sar Rp 400 juta.
{?,yg tttgrrft,skgh. I\!se1- hawarrako Kima r Ged,eteg Llngph, Mttpuk Padagin_- Sumadi mengrrcapk"an rerrma
go n, N ge nt e ga n g fule Kulku t tu.if, t"p-ua-u-jr-j"ia-i'pemtal
lon Podu.dusart Alit Modasar Badung. ti,r'",1."1" e"p"tiTawur,Mcd,urga Jon ghep yang dt;i'y"";;.dJGrkesem_
oxaKutalr masvarakat .tsanjar patan hadir di Ko rya Mon ung_Baruculung di pura Begawan 'tgi N1rrt;g ii"tiii, Urp.it,Penyarikan Kerobokan- Ka;a p-odngingon, Ngantcrntry fule
Kecamakrn Kuta Utara, Kamis Kulk'u,t'tii' pEiiJ,fr"" atit(16/5) kenra4rL BupatiBadung Mo.dasai fii,""" tti"a"ij"I Nyoman Giri Prasta hadii JanghepdtBa,nJ.g;;""uldg.
serla memberikan bantuan ke Dijelastannya,-Aoryo tersebut

Bupati Giri Prasta Serahkan
Hibah Rp 4OO Juta

tahun 2016 dengan memban-
gun, di antaranya bale paru-
tnan ata:u wantilan, bale-gong,
pewar€gan dan bale kitkii
1'a^ng m_enghabiskan dana Rp
1,6 miliar lebih. Bantuan di-
per.olgh dgri Pemkab Badung
melalui hibah tahun 2016 sebei
sar.Rp 500 juta, selanjutnya
dan 8as warga krannbanjar
sebesar Rp 800 juta, puiio
!!!'!ramg banjar scbcsar Rp
550 juta dan dari LpD Desa
Kerobokan sebesar Rp 800 j uta.'Iahun 2018 dilaniutkan
pembangunan tahap kedua,
di antaranya linggih paro_
hyangan, bale gede, gedong
stntpen, candt bentnr dan tern_
bok.pcLnyengker yang meng- 

.hab$kan dana Rp 1,8 mitiai.
Dana diperoleh dari pemkab
Badung melaui hibah tahun
2018 sebesar Rp I mi.liar lebilr
<tan dari LPD Desa Kerobokan
sebesar Rp 250 juta. Kemu_
!1,an nada Desember 2018
oraksana kF n up acara troca r u,
me laqns, n en de m podngi nga n
tan ngtlnggahang bale hu.lkul

merinsankan beban krann
dar-r rn-emcnuhi kebrrtuhan
dasar masyarakat, seperti
kebutuhan pribadi berupa
sandang, pangarL dan papan,
pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, kebutuhan komunal
yaitu pengeluarari peson- pe son,
ny ehoh. lrct sam6, pengeluaran
piodalan, membangun bale
banjar, wantilan dan Kahyan-
gan Tiga dan bantuan sarana
dan prasarana upakara.

Bupati Giri Prasta menam-
bahkan, pengeluaran seperti
ini sudah menjadi tanggung
jawab pemerintah untuk me-
menuhinya, sehingga dana
yang seharusnya dikeluarkan
masyarakat dapat dikelola
dalam rumah tangga. lDalam
konsep Hindu kita ada 3 pilar
yattuWimudn, Wirntn, dan Wi-
uerda. Wimuda adalah anak-
anak, winato adalah remaja
ata:u yowana, karena sudah
bisa membedakan mdna yang
bqik dan mana yang benar, dan
wiuerda adalahpara orang tua.
Maka dari itu untukpemasala-

Gili Prasta menYerahkan Pu-
nia sebesar RP 10 juta untuk
mendukung seftoa gong Banjar
Batuculung dan RP 20 juta un-
tuk PKK Banjar Batuculung.
(ad638)

. serr,a membenkan bantuan ke Dijelaskannya, Aorvo tersebritmasyara-kat. dilaksana_kan setelah rampung-
. Bupati Giri prasra fidam- 1va_Balai_na"j;; B;;"didsprngi anggota DPRD Badung aanp"raSega;;Fu"y"rit"i

]-Waya1 Sqldra, Camat Kuti Banjar Batu"cul""e. ;lih tu"-UtaraA.A. NguahArimbawa, jut dijelakgnnyu,'tJui Uur,ja.
!-"ru1tq unsur tripika, Lurah it" 

"r.dat 
air"i"a"uta" 

"";:atI Y*l"ttf": tahun 2014 melalui dua tah'ap.
na, Bendesa Adat Kerobo[an Tahap d;ftifrk.;;k;;
vang menghabitkun-d=rnu Rp
150 juta yang berasai dari
/tronra Banjar Baiuculung.

Geile Sumadi mengatakan,
pada raltina Buda Kliwon
Sinta, Ilanjar Batuculung
nrelaksanakan Ko rya Mantun g -

koh, Ngenteg Linggi.lt, Mu-
p u,h Porlag in,ga r t,, N gante gang
BaIe Ku.l.hu.I lon Pad,udusart
Ali.t Madasa.r T<t.wur Mad.urgo
,l u.n.gltep yang menghabiskan
dana kurang lebih Rp 500 juta
yang bersumbel dari bantuan
Pemkab lladung sebesarRp 400
juta dan danapunio daihronrt
banjar se'besar Rp 100 juta.

Sementara itu, Bupati Ba-
dung I Nyoman Giri Prasta
mengapresrasi persatuan ma-
syarakat Banjar Batuculung.
Dia merlrsa bangga bisa hadir
di tengah-tengah masyarakat
dan rnerirrgaulian beban ftronro
Badung. khu-"usnya Aranlo
Banjar Batuculung.

Bupati Giri Prasta menegas-
kan. Pemkab Badung akan
selalu tnemegang teguh dan
berkonitmen untuk daPat

han yang ada di desa rnaupun
di balP-&anjar. kettga Pilat' tru

harus'bisa bersatu untuk blsa
membatrgun di daerahnYa
masing-masrng." tera n gnYa.

Di'akhil kcgiatan. Bupatt
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BERDASARKAN pan-
tauan di l:rpangan, Kamis
(16/5) kemarin, akses .ialanrtu memang sangat mem-
prihacinkan. Sebab. nyaris
sepa'njang jalan itu rusak
berat atau benyah latig.
Pasalnya, batu geladak di
sepanjang jalan itu yang
sebeltrmnya berjajar rapi di
bawalr aspal terlihat semua
bermrrnculan menganga ke
permrrkaaan jalan. Hal itu

Wayan Pastika Yasa, nren-
gungkapkan jalan itu rusak
sebetulnya sudah lama seki-
tar delapan tahunan. Kerusa-
kan jalrn ini rnembuat dirinya
harus t'kstra hati-hati ketii<a
melintzrs. Jika tidak. bisa-bisa
ia terjatuh. "Kondisi jeLlan
ini rusak parah. Sudah lama
sekali lusaknya," ujarnya.

Kadus Tanah Barak I l\fade
Putra mengungkapkan, jalan
itu me,ngalami kerusakan
sekitar sembilan tahun lalu.
Panjang jalan rusak parah
mencapai 1,5 kilometer. Jalan
itu cukup padat karena setiap
hari dilalui sekitar 300 KK.
Jalan ini juga menghubung-
kan ke Pura Ngenjung llwa
Bhinedha Blungbang Tanah
Barak.

"Jalirn ini sering mema-
kan korban. Warga di sini
atau warga lain yang belum

lnfrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Karang-
asem masih banyak. Diantaranya akses menuju pura
Ngenjung Rwa Bhinedha Blungbang, di Dusun Tanah

Barak, Desa Seraya Timur kondisinya saat ini be-
nyah latig. Realitas itu membuat sejumlah warga saat
berkendara sering terjatuh akibat licin ketika melintasi

jalan tersebut. Lalu, bagaimanakah harapan warga
kepada pemerintah dalam usaha merestrukturisasi

akses jalan tersebut?

karena sebagian besar aspal
di atasnya itu sudah mense-
Iupas. Bahkan, di seiumlah
titik menimbulkan lubane.
Tidak pelak hal itu membuit
pengendara kesulitan me-
lintas. Warga yang melintas
harus ekstra hati-hati aear
tidak tergelincir. Bahkin,
warga harus rnemanfaatkan
bibir jalan akibat jalan aspal
di tengah itu rusak berat.

Salah seorang warga, I
tahu uredan jalan itu kerap
tergelincir ketika melintas
akibat kerusakan jalan itu.
Apalagi warga yang baru be-
lajar mengendarai sepeda mo-
tor dan anak-anak sekolahan
sering terjatuh," ujarnya.

Kerusakan jalan itr.r, kata
Putra, membuat aktivitas
masyarakat menjadi terham-
bat ketika ingin menjual
hasil pertaniannya ke kota.
Untuk itu, pihaknya mewakili
masyarakat berharap jalan
itu secepatnya dipqrbaiki.

"Sudah sempat dibahas
pada musrembang keca-
matan, tetapi sampai saat
ini belum ada perbaikan.
Saya hanya bisa berharap
supaya secepatnya jalan ini
direstrukturisasi sehingga
aktivitas yang dilakukan
warga bisa lebih baik," ujar
Putra. (nan)
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Soal Klaim RS Pengungsi Gunu Agung J

:ab Karangasem I anggung

Selisih Rp 3,3 Miliar
Denpasar (Bali Post) - pat digunakan dalam audit.

Persoalan klaim biaya pb- Di sisi lain, Karo Keuangan
Iavanan kesehatan bagi kor- BNPB juga menyat;akan pe-
ban bencana erupsi Gunung merintah daerah dapat men-
Agung yang diajukan 14 ru- gajukan D-S! !1hap III dan
*"an.latiit ut ttirnya mendapat tV t e SXpg fika memang
titik terang. Selisih klaim tidak mampu men.anggung
sebesar Rp-'a.az+.Os+.Ogz sepenuhnya. "Dana sumban-
akan dibayarkan Pemk{b gan peduli Glrnung Agg.tg
Karangasem lewat BPBD dari masyara[<a-t sejumlah
setempat. Mengingat, sesuai Rp 3,1 miliar daqat men-
hasl|-reuiew BPKP hanva jadi alternatif sumber pem-
Rp 833.022.800, yang bisa' bavaran klair4 selain DSP,"
dibavar memakai Dana Siap imbuhnya.
Pak;i (DSP) BNPB dari to- Dana sumbangan terse-
t4l klaim keseluruhan Rp but, kata Rentin, menjadi
4.207.O77.402. alternatif yang akan dipakai

'' 
"Empat belas rumah sakit karena minimnya APBD. Dari

uuns -"tgtiukan klaim se- segi aturan juga memboleh-
ianjiltnya dapat berkoordinasi kan pemerintah, di-.support
deneanPemi<ab Karangasem masyarakat ddn dunia usaha

-"iilni BPBD Kabupaten dalam menahgani keben-
Karangasem terkait sisa pem- canaan-' K-emudian terkait
bavarinklaimtersebut,''ujar masalah NIK dapat diatasi
Keoala BPBD Provinsi Bali dengan surat pernyataan
I lliade Rentin dikonfirmasi. dari Pemkab Karangasem,
Kamis (30/5) kemarin. bahwa benaf yang ditan--^ 

Ap;til" ;isa klaim tidh-k g-ani tersebut adalah warga
aapu-t aiiuvurkan kepada BS, Karattgas"m /ang terdampak
Lii"t Rentin, mak-a dapat bencana' Sementara desa
allJrbitilun surat keterangan terdampak sejumlah 28 desa

"i"t""* a""i Pemkab Karrrn- sesuai data yang dikeluarkan
^ea."-."D"ttgan demikian. RS oleh P\MBG belaku instansr

i[pat -"tt.itat dalam neraca berwenang dah berkompeten'

tEi,u"jr""ya )'ang nanti da- (kmb32)
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Negara (Bali Post) -

Pbmerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana telah mengalokasikan anggaran
'untuk gaji ke-l3 dan tunjangan hari raya (THR) ribuan pegawai. Dipastikan
mulai Jumat (2415\ ini, tunjangan bagi para pegawai ini mulai dicairkan secara
bertahap.

Sekretaris Daerah Kabu-
paten Jembrana I Made Su-
diada, Kamis (2315) kemarin
mengatakan, secard umum
Pemkab telah menganggarkan
untuk tunjangan tahunan bagi
para pegawai tersebut bersum-
ber dari APBD 2019. Alokasi
ini sesuai Peraturdn Pemerin-
tah @P) Nomor 35 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga
Atas PP Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pemberian Gaji, Pen-
siun, atau Tunjangan Ketiga
Belas Kepada PNS, Prajurit
TNI, Anggota Polri, Pejabat
Negara. dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan. Untuk Gaji
ke-13, disesuaikan sebesar
penghasilan pada bulan Juni.

Besaran pendapatan di an-
taranya gaji pokok, tunjangan

keluarga, dan tunjangan ja-
batan atau tunjangan umum.
Paling banyak meliputi gaji
pokok, tunjangan keluarga,
tunjangan jabatan atau tun-
jangan umum, dan tunjangan
kinerja (tukin).

Sementara untuk THR
merujuk'pada PP Nomor 36
Tahun 2019. tentang Pembe-
rian THR kepada PNS, TNI,
Polri, Pejabqt Negara dan Pe-
nerima Pensiwan. "Sudah kita
anggarkan di APBD, tahggal
24 Gvlel\ ini sudah mulai ke-
Iuar untuk THR," ujar Sudiada
kemarin.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah,
I Dewa Kusuma Antara men-
gatakan, untuk alokasi kes-
eluruhan pada Jumat (2415)

hari ini, THR-akan dicairkan
sebesar gaji pokok. Untuk
besaran total, Dewa Kusuma
mengungkapkan keseluruhan
pegawai di lingkup Pemkab
Jembrana dialokasikan sebe-
sar Rp 16.047.235.900. Belum
termasuk THR untuk Bupati
dan Wakil Bupati selaku pe-
jabat negara. Untuk Bupati
dan Wakil Bupati dialokasi-
kan sebesar Rp 11.460.600.
Selain PNS, Bupati danwakil
bupati, THR juga diberikan
kepada 35 anggota DPRD
dengan total anggaran Rp
143.818.700. "Mulai tanggal
24 (hati ini-red) ini sudah
dicairkan," tambahnya. Se-
dangkan untuk gaji ke-13
diproyeksikan dicairkan pada
bulan Juni nanti. (kmb26)
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Pengolahan Sampah PLTSa
Sarbagita

PEMBAHASAN status kernaluan
Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
@LTSa) Denpasar, Badung, Gianyar,
Tabanan (Sarbagita) memasuki babak
baru. Rabu (2215) digelar rapat koordi-
nasi pembahasan proyek ini di Gedung
Komite Percepatan Penyediaan Infra-
struktur Prioritas (KPPIP), Gedung Pos
Ibu Kota, Jakarta. Seperti diketahui,
Pengembangan Proyek Instalasi Pen-
golahan Sampah Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah (PLTSa) Sarbagita
ini rencananya akan dikembangkan di
kawasan TPA Suwung, Denpasar yang
ditargetkan akan beroperasi mulai ta-
hun 2021 dengan tahap konstruksinya
dimulai pada tahun 2019. Dengan nilai
investasi mencapai 120 juta dolar AS
dan dapat menampung 1.200 ton sam-
pah per hari.

Dalarn rapat ini, Pemerintah Kota
Denpasar dihadiri Wakil Wali Kota IGN
Jaya Negara. Hadir juga Gubernur Bali
Wayan Koster serta sejumlah pimpinan
kabupatenikota di Bali, seperti Bupati
Gianyar I Made Mahayastra serfa Wakil
Bupati Tabanan I Komang Gede San-
jaya. Rapat dipimpin Direktur Proyek
Sektor Energi & Ketenagalistrikan
KPPIP Triharyo Soesilo. dan dihadiri
juga Kabid Infrastruktur Kelistrikan
Kemenko Bidang Kemaritiman Trinaldy
Konnery, serta diikuti perwakilan dari
Koordinator Jamdatun, PT Indonesian
Power serta PT Waskita Karya.

Wakil Wali Kota DenPasar IGN
Jaya Negara mengapresiasi digelarnya
rapat pembahasan status kemajuan
Pembangkit Listrik Tenaga SamPah
Sarbagita yang dapat meujadi Iang-
kah maju bagi pengelolaan samPah
terpadu khrtsusnya di Kota Denpasar'
"\4gnginEtt upaya pengelolaan sampah

diselesaikan pada Juli 2019,l,egol opi,n-

iorr dari Jamdatr.rn nntuk kerja sarna
antara PT Indonesia Porn'er dan PT
Waskita Kalya untuk pengembangan
PLTSa Sarbagita Bali akan disele-
saikan sec€)patnya.

Pemprov Bali dan Pemkot serta
Pemerintah Kabupaten lainnya telah
juga menandatangani NIoU pasokan
sampah pada Mei 2019. Pendanaan
pro5'ek ini akan mengplrnakan empat
sumber peurasukan, yakni penjualan
listrik. rencana kontribusi wisatawan,

yang baik merupakan hal kompleks
dan perlu sinergitas seluruh pihak
untuk rnerumuskan solusinya. Tentu
pengembangan proyg[ plJSa Sarbagi-
ta ini sejalan dengan komitrnen Pemkot
Denpasar dalam menjaga kelestarian
lingkungan, seperti juga yang telah
dilakukan dengan penerapan Per,wali
36 tahun 2018 tentang Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik {an juga
sejumlah program pelestariAn ling-
kungan strategis lainnya )'ang meng-
gandeng seluruh lapisnn masl'arakat."
ujar Jaya Negara.

Ditambahkan dengan adanya pmyek
ini dirinya berharap sarnpah khususnya
di Kota Denpasar akan bisa terurai se-
cara lebih signifikan. Penanggulangan
sampah menumt Jaya Negara adalah
merupakan isr.r strategis yang harus
segera dicarikan jalan keluarnya, karena
kalau tidak segera ditanggulangi akan
membawa berbagai clampak yang tidak
menguntungkan bagi Kota Denpasar
dan BaIi pada umumnya.

Sementara itu. Direktur Proyek
Sektor Energi & Ketenagalistrikan
KPPIP Trihary-o Soesilo mengatakan
lpla}r dilaksanakan sebeh.rmnya penan-
datanganan Head o l' Agreenlel?,i antara
PT Waskita Karya dan PT Indonesia
Power terkait pengembangan PLTSa
TPA Regional Sarbagita Bali pada
29 Januari 2019. "Di rnana Indonesia
Power akan bekerja sama dengan PT
Waskita Karya dalam membangnn
proyek ini dqgan sinergi BUNIN. Serta
juga diklordinasikan dengan PT PLN
serta berkon$ul-tasi depgan Kementeri an
ESDMi ujar TYiharyrf Soesilo.

Lebih lanjut dikhtakannya. dari
rapat kali ini telah disepakati sejum-
lah poi n di antgranyh_do-kumen kajl a n

Biaya Layanan Pengolahan Sampah
(BLPS) dan bantuan BLPS dari Dana
Al-okasi Khusus Non Fisik, serta usulan
dukungan pemerintah dari Dana Du-
kungan Thnai Infrastruktu r.rntuk ker{a
sama pemerintah dgngan badan usaha
dan untuk persiapannya diharapkan
PT Indonesia Powdr dan PT Waskita
Karya tidak hanya menyiapkan kajian
tetapi kajian lainnl'a. 'I(PPIP juga akan
membantu untuk memberi dokumen
studi terbuka untuk umum." ungkap
Triharyo Soesilo. (ad878)

Edisi

Hal

: ]mnt, 2q F€r a4t9

.^

I---:



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Eafr n trost
a_l

t

tr-'.: s

Pioyek RTH Taman BungKarno
Singaraja (Bali Post)-- Nirriti"g-"i *"ttaunty" pemasangaqnatung Bungl(arno di areal
n"""J il-r-t"aa Hijau (ntry Tqma-n _Brttg Karno di Lingkungan
S;;gk-.t Keturanan Sukasada. Setelah pematung asal Yogya!-arta
a.li.""S"n waktu menuntaskan pemaJangan qatung sampai ton-
i""f p""i"k diputus, Dinas Perumahan Perrnukintan Pertanahan
ip"ifi-i"l Buieleng pertengahan 20 19 ini' kembali melanj utkan
pemasangan patung itu, U-nlqk-melanjutkln- pemasangan patung
it", Dild pe&imtalelah diizinkan menunjuk seniman yang sebe-
lumnya membuat patung Bung Karno tersebut.

regulasi. Selain itu, dari kajian Lem-
baga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (LKPP) juga
telah dikeluarkan kajian terhadap
item pekerjaan pemasangan Patung
Bung Karno itu. Dari kajiannya itu,
seniman yang membuat Patung itu
tidak berhasil menyelesaikan peker-
jaannya sampai batas akhit (deadline

- red) pengerjaanya. Ini karena, dari
tahapan pembuatan dan pemasan-
gan memerlukan waktu yang tidak

bisa dipredikdi selama Pekerjaan
dilaksanakan. $.palagi. pekerjaan ini
menyangkut s!ni, sehingga unluf
melanjufkan pemasangannYa tidak
memunskinkan dilakukan oleh seni-
man lain. Dengan kajian itu, LKPP
telah merekomendasikan agar Dinas
Perkimta menunjuk langsung Pema-
tung sebelum4ya untuk memasang
patuns Bung Karno itu.' 

"Se.-telah kida memutus kontrak,
dan perta;rgg[ngjawaban Pekerja
sudah sesuai audit BPKP. Dari kajian
LKPP proyek itu tidak ada masalah'
Selanjutnya, kita diizirrkan menunjuk
Iangsung pematung yang sebelumnya
yang tidak tuntas menyelesaikan pe-
kerjaannya itu," katanya.

Selain melanjutkan pemasangan
patung yang tertunda itu, pertengahan
2019 ini. kata Surattini, Dinas Per-
kimta kembalil melakukan pekerjaan
yang tidak ditirntaskan tahun 2018

Kepala Dinas Perkimta Buleleng
Ni Komang Surattini, Kamis (23/5)
kemarin, mengatakan kePutusan
melanjutkan pemasangan Patung
tersebut setelah pelaksanaan peker-
jaan sebelumnya diaudit Badan Pen-
gawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP). Dari pemeriksaan itu, doku'
men proyek, pelaksanaan dan Per-
tanggungiawaban keuangannya telah
berjalan dengan baik. Jadi, tidak ada
temuan yang terindikasi melanggar

lalu. Salah satu pekerjaan itu adalah
.pemasangan patung Singa Ambara

:i Raja dan paket pekerjaan lain.
Untuk melanjutkan pekerjaan

'itu, Dinas Perkimta mengalokasikan
kembali anggaran proyek lanjutan
pada APBD Perubahdn 2019. Hanya,
berapa nilai pagu anggaran di peruba-
han itu, Surattini mengaku masih
melakukan penghitungan teknis.
Menghindari pelanggaran hukum,
pihaknya meminta ada pendamp-
ingan hukum dari Tim Pengawal
Pengamanan Pemerintah dan Pem-
bangunan Daerah (TP4D)

"Pada APBD Induk 2019 tidak di
alokasikan proyek itu. Kemudian kita
anggarkan diAPBD perubahan. Sebe-
lum itu, sisa anggaran 2018 sebesar Rp
1,2 miliar sudah kita kembalikan. Bisa
saja anggaran itu akan dialokasikan
kembali pada anggaran perubahan
tahun ini," jelasnya. (kmb38)

Edisi

Hal

! Ir.at, :r.l l4er .:or9

:8

Seniman Sebelumnya DitunJ uk

Lanjutkan



Sub Baglan Humas dan Tata Usaha

I

Rl Perwakilan Provinsi l3aliBPI(

8an I trost

Edisi

Hal

I lfu'r,a+, 2\.{ Mei P\5,
tf)lv

.l
Penghubung

Pendem-Pan dawa Hancur
Perbaikan Di n Rp 3,2M
Negara (Bali Post) -

Jalan yang )nenghubung-
kan antara Baniar Pendem
dan Pancardawa, Kelurahan
Pendem, Kecamatan Jem-
brana hancur lebur. Sejum-
lah warga pendem, Kamis
(23l5) kemarin mengatakan,
kerusakan jalan it-u sudah
cukup lama. Bahkan sudah
beberapa kali ditambal sulam
namun cepat sekali kembali
berlubang dan rusak.

"Jalan yang meng-
hubungkan Banjar Pendem
dan Pancardawa rusak udah
lama. Namun belum diper-
baiki. Harapan kami agar
segera ditangani karena
sangat berbahaya," jelas
Ketut Adi seorang warga.

Wirata, warga lainnya,
mengaku pernah jatuh di

ni akan kami perbaiki,"
elasnya. (kmb)
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Gubernur Koster Minta BPK Tak Ragu
Berikan Opini Berdasarkan Kondisi Riil
SETELAH menyelesaikan

proses pemeriksaan di Pemer-
intah Provinsi Bali, Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) RI
Perwakilan Bali melakukan erll
rneeting dengan Gubernur Bali
Wayar, Koster dan jajaran. Eril
rrieeling dilakukan di ruang tamu'(iubernui' Bali. Kantor Guber-
nur'Bali, Denpasar, Rabu (8/5)
Kemarrn.

Kepala BPK RI Perwakilan
Ilali Sri Har5.'-oso mengatakan
setelah pemeriksaan ini pihaknya
akan rnelakukan pembahasan
secara internal untuk me.mbuat
laporan akhir -vang akan disam-
paikan kepada Pemplov Bali darr
DPRD Provinsi Bali. Renerrnanva

laporan akhir akan diserahkan
pada 27 Mei 2019 mendatang.

Gu-bernur Koster memberikan
apresiasi atas pemeriksaan BPK
RI di Pemplov Bali I'ang telah
berlangsung dengan Iancal. Ia
helhirr';rp peuteliksaun ini meng-
hasilkan opini yang memang
btrkualitrts dan mencerminkan
kondisi riil atau sesungguhnya.
"Sava sudah meminta kepada
Pak Sckclir clan jajaran agar betul-
betul mcnrberikan pelayanan
informasi vling akurat sehingga
rticrtcr.r'rninkiru situasi yang se-
sungguhnyir," kata Gubernur
Koster.

Gubclnrrl yang juga Ketua
DPD PDI-P Provinsi Bali ini

meminta BPK RI tipak ragu
dalam trrembuat lapofan akhir
pemeriksaan di Pemprpv Bali. Ia
mengaku senang jika] memang
BPK menyampaikan aila hal-haj
yang perlu dirapikan dan ditata
Iagi di Pemprov Bali. "Sgya halap
Bapak tidak perlu rzrgu. karena
memang kita butuh pqng-ukuran
kinerja administr:rsi se{ara baili. "
uJarnya.

Dalam pertemuan ini tampak
hadir Sekretaris Daerah Provinsi
Bali Dewa Made Indra, lnspektur
Provinsi Bali Wayan Sugiada,
Kepala BPKAD Provinsi Bali
Dewa Sunarta, Kepal{ Bapendn
Provinsi Bali Made SaiTtha serta
tim pemeriksa BPK RIr (kmb)
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Bangli (Bali Post) -

Warga Desa Subaya, Kintamani mengharapkan adanya perbaikan terhadap
akses jalan menuju Pura Beji, di wilayah desa setempat. Perbaikan jalan san-
gat dibutuhkan warga untuk memudahkan mengambil air bersih danmenuju
perkebunan penduduk.

Salah seorang warga Desa
Subaya, Wayan Windia, Rabu
(8/5) kemarin mengungkap-

. kan, jalan yang bernama Jalan
Tirta Dedari Tirta Pemujaan
Subaya tersebut mengalami
kerusakan parah sejak 2017
lalu. Tepatnya saat bencana
alam longsor yang terjadi di
Desa- Songan. Panjang jalan
;'ang rusak mencapai 1 kilo-
meter lebih dari 1,7 km total
panjang jalan yang ada. "Se-
bagian lalan yang rusak akibat
tergerus air." ungkapnya.

Jalan berstatus kabupaten
itu, kara Windia merupakan
akses jalan menuju Pura Beji.
Jalan itu banyak dimanfaat-
kan warga untuk mengambil

air bersih di wilayah Pura
Beji. Selain itu jalan tersebut
juga menjadi akses warga
untuk menuju perkebunan di
Subak Abian Yeh Pengalapan.
"Jalan itu juga menuju rumah
warga. Di ujung jalan itu ada
15 KK yang tiggal di sana,"
terang pria yang merupakan
Kelian Subak Abian Yeh Pen-
galapan itu.

Saat ini kondisi jalan Tirta
Dedari Tirta Pemujaan Subaya
tak bisa dilalui kendaraan
roda empat. Hanya kendaraan
roda dua yang melintas di ja-
lan itu. Untuk mengangkut
hasil perkebunan, petani pun
terpaksa bolak-balik menggu-
nakan motor.

Windia mengatakan, pi-
hak desa sudah mengajukan
permohonan perbaikan ke
Dinas PU dan menyampai-
kannya ke anggota dewan.
Namun sampai sekarang be-
lum mendapat penanganan.
'Dinas PU setirhu saya stdah
tiga kali turun ke lokasi,"
ujarnya. Karena' keberadaan
jalan tersebut sangat penting
dan dibutuhkan warga, dirinya
berharap peinerintah dapat
segera melakukan perbaikan.
"Jalan itu sangat dibutuhkan
warga. Saat ada upacara di
Pura Puseh, PuraDadia, Pura
Bale Agung, semuanya ,nosu-
cdon ke Pura Beji dan melintasi
ja l an itu," imbuhnya. (kmb40)
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Diadili Kasus Korupsi

TahunMantan Ketua LPD Bebetin Divonis Dua PenjarJ
De,npasar (Bali post) -
_ _ Majelis hakim pimpinan Ni
Made Sukereni dengan hakim
anggota Wayan Sukanila dan
Sumali, Rabu (2215) kemarin
menjatuhkan vonis pidana dua
tahun penjara kepada terdakwa
kasus korupsi LPD Bebetin.
]].rlq- sidang di pengadilan
Tipikor Denpasar. teidakwa
rnantan Ketua LPD Bebetin I
Cening Wartana (b6) dinyata-
kan bersalah dalam dakwaan
9q!g_i{er yakni melanggar pasal
3 UU Tipikor. Selain dlvonis dua
tahun. terdakwa juga dihukum
mem.b.ayar denda Rp b0 juta,
_subsider tiga bul:rn t.rrungan.
Vonis itu lebih rendah seta"hun
dari tuntutan jaksa.

JPU Putu Agus Eka Sabana
Putra sebelumnya menuntut
terdakwa dihukum selama tisa
tahun. Terdakwa dalam perkaia
ini tidak dibebankan membayar
uang pengganti sebagai akitat
kerugian keuangan negara kar-
ena yang bersangkutan sudah
1e-ngembalikannya saat di peny-
idikan. Atas vonis itu, baik jakia
maupun pihak terdakwa masih
menyatakan pikir- pikir.
. -.Sebelumnya. siat di peny-
idikan kepolisian, disebutkan
terdakwa melakukan dusaan
korupsi dengan pola hukum men-
cairkan sejumlah kredit fiktif dan
tak sesuai prosedur dengan total

DIADILI - Mantan Ketua LpD Bebetin I cenins w"*"il'"'Sillii
di a d i I i di P e n g a di I an ! ip i h o r D e n j i s a r. n i i 3 i iyitii in" i" r-

r.:oroO dan dihuhum selama dua t;hui.
kredit hingga Rp-2.41b.b00.000. kasus tersebut secara kekeluar-Daiah satu contohnya ada pem- gaan, setelah Wartana diberhen-rnJaln yang satu orang *qng- tikan dengan tidak hormat padagunakar tiga nama dengan dala hhun 201"6 sila-. Hanva ;;;t 

""At::*f:.T:n vangdiduga patsu. tidak ada h;;il ;;Iifi;f;;"uesa Har{raman Bebetin sempat kasusnya dilaporkan ku ,^iihmemediasidalam menyelesai[an hukum. (kmbiZi

Edisi

Hal

: Nor^i9, tg Mer ptg

tl

c,s*'t



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

KPK Dampingi
Pemerintah Daerfu 

I
Tagih Pajak

Bangli (Bali Post) -
Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK) akan
mendampingi pemerintah
daerah dalam penagihan
pajak untuk seluruh je-
nis paiak. Ini dalam rangka
meninelatkan kesadaran
dan kef,atuhan masyarakat
untuk membayar Pajak dan
meningkatkan pendaPatan
daerah. Demikian diungkaP-
kan Kepala Badan Keuan-
gan, Pendapatan dan Aset
Daerah (BKPAD) Kabupaten
Bangli I Gede Suryawan
saat penyerahan Surat Pem-
beritahuan Pajak Terutatrg
(SPPT) Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan dan
Perdesaan (PBB-P2), Rabu
(22l5) kemarin.

Disebutkan Suryawan,
ada sebelas jenis pajak yang
akan dikawal oleh KPK
dalam penagihannya. Yaitu
Pajak PBB-P2, BPHTB,
pajak hotel, pajak restoran,
pajak penerangan jalan,
pajak reklame, pajak air ta-
nah, pajak parkir dan pajak
hiburan.

Mengenai penyerahan
SPPT kemarin, Suryawan
menjelaskan bahwa peny-
erahan SPPT PBB-P2 ber-
tujuan untuk mempercepat
proses pemberian layanan
kepada masyarakat khusus-
nya masyarakat wajib pajak
PBB-P2 sehingga masyara-
kat wajib pajak PBB-P2
segera dapat menunaikan
kewajibannya.

Dikatakannya, berdasar-
kan rekomendasi BPK RI
Perwakilan Provinsi Bali,
bahwa untuk tahun 2020
bagi hasil pajak dan retribu-
si daerah, formulanya akan
disesuaikan dengan real-
isasi pembayaran pajak oleh
masyarakat masing-masi ng
desa. Salah satu tujuan
perubahan formula ini agar
masing-masing perbekel dan
lurah saling berpacu untuk
mendorong masyarakatnya
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untuk melakukan kewajiban
membayar pajak.

Sementara itu, BuPati
Baneli diwakili Asisten I
Setd-a Kabupatqn Bangli I
Nyoman Puja mengatakan,
nendapatan asli daerah
?PeOl Kabupaten Bangli
dari sisi jumlah masih rela-
tif kecil. Karenanya menjadi
tanggung jawab bersama
untuk meningkatkan PAD.
"Untuk itu sumber-sumber
PAD tersebut harus dijaga,
dipelihara dan ditinggkat-
kan, agar tetap dapat mem-
berikan kontribusi terhadap
peningkatan PAD," kata
Puja.

Ditambahkannya, data
PBB-P2 adalah salah satu
hal yang perlu ditata ke-
beradaannya. Baik me-
nyangkut data wajib paja-
knya maupun data piutang/
tunggakan pajak yang dis-
erahkan pengelolaannya
oleh pemerintah pusat ke-
pada pemerintah daerah un-
tuk diselesaikan. Pihaknya
mengapresiasi langkah-
langkah dalam penyerahan/
pendistribusian SPPT PBB-
P2 yang tentu memerlukan
penanganan yang taktis
dengan melibatkan berb-
agai pihak mengingat wajib
pajak PBB-P2 tersebar di
seluruh pelosok pedesaan
yang secara sosiologis lebih
dekat hubungannya dengan
aparat terbawah, baik per-
bekel/lurah maupun kelian
banjar dinas.

Melalui kesempatan ke-
marin, pihaknya berharap
para lurah dan perbekel
dapat berperan menyebar-
kan melalui kepala ling-
kungan, kelian dinas, ban-
jarnya masing-masing dan
mendorong masyarakatnya
yang memiliki SPPT PBB
P2 untuk membayar pajak
melalui bank BPD, LPD,
Kooerasi. Kantor Pos dan
tempat pembayaran lainnya
yang sudah online. (kmba0)
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14 RS Ajukan Klaim
Rp 4,2 Miliar Lebih
Hanya Rp 883 Juta yang
Direkomendasikan BPKP

PENANGANANpengung-
si bencana erupsi Gunung
Agung menyisakan persoa-
lan. Utamanya terkait klaim
rumah sakit (RS) yang belum
dibayrrrkan sejak 2017. Saat
kondisi tanggap darurat,
rumah sakit memang dim-
inta melayani pengungii yang
sakit tanpa dikenakan biaya.

"Saya juga terima surat
klaim dari RS Saniiwani
Gianl'ar kemarin. Seb"na-
rnya kalau terkait penanga-
nan pengungsi yang dalam
kategori sakit,.yang kita se-

Sisanya dikoreksi lantaran
data pirsien tidak dilengkapi
dengan NIK unik sebesar Rp
1.3I9.27 5.701, klaim biava
kes*ratan bukan pada peii-
oqe 8tirtus tanggap darurat
sebesal Rp 1.773.960.901, dan
ada pasien bukan pengungsi
yang berasal dari kawasan
rawan lleneana (KRB) sebesar
Rp 230.818.000.

"Proposal permohonan
klaim kesehatan sesuai reko-
mendasi BPKP da'erah Per-
wakilan Bali (sebesar Rp 888
juta - red), sudah diajukan

rahkan atau limpahkan ke
beberapa RS itu sesungguh-
nya dalam kondisi tanggap
darurat," ujar Kepala BPBD
Provinsi Bali I Made Rentin,
Selasa (7/5) kemarin.

Sesuai aturan manaiemen
kebencanaan, lanjut Rentin,
ketika sudah ada pernyataan
tanggap darurat maka yang
digunakan adalah dana on
call atau dana siap pakai
(DSP). Lantaran masih ada
kewajiban pembayaran saat
k<jndisi normal sekarang,
pihaknya harus berkoordi-

BPBD Karangasem ke BNPB.
lntuk sisanya, tanggal 14
Mei ini baru dirapatkan oleh
pihak Pemkab Karangasem,"
ImDUnnva.

Sementara itu. 14 rumah
sakit yang mengajukan per-
mohonan klaim yakni RSUD
Karangasem, RSUD Klung-
kung, RSUD Wangaya, RSUP
Sanglah, RS y'iwa lrovinsi
Bali, RSUD Baneli,.RSUD
Mangusada, RSUD Sanji-
wani, BRSU Tabanan, RSUD
\gg"qu, RSUD Buleleng,
RSU Kerta Usada, RS Aii

nasi dan melaporkan kem-
bali hepada BNPB. Beeiru
Luga berkoordinasi dengan
BPtsD Karangasem karena
keputusan tanggap darurat
dulu dikeluarkan oleh Bupati
Karanggsem.

"Proses ketika kita ma-
sih punya utang, kita perlu
duduk bersama. Dalam arti,
siapa sih yang punya ke-
wajiban? Karena ketika kita
gunakan aturan bahwa di po-
sisi keadaan tanggap darurat,
tentu ini sudah lewat waktu,"
jelasnya.

Canti, dan RS Bhayangkara
Trijata. Sedikitnya-ada lima

lY#ffxff T: i'jxt? l:T'"lF
piah setelah dikoreksi BPKF."
Masing-masing RS Ji*a
Provinsi Bali dengan klaim
awal Rp 440.470.800, RSUD
Negara dengan klaim awal
Rp 5.773.400, RSU Kerta
Usada dengan klaim awal Rp
3.991.200, RS Ari Canti den-
gan klaim awal Rp 6.704.000,
dan RS Bhayangkara Tri-
jata dengan klaim awal Rp
3.949.200. (kmb32)

Menurut Rentin, ada 14
rumah sakit yang mengaju-
kan permohonan klaim bi-
aya pelayanan kesehatan
bagi korban bencana erupsi
Gunung Aguttg. Total klaim
yang diajukan pada peri-
ode September 201? sampai
Februari 2018 mencapai Rp
4.207.077.402. Namun hanva
Rp 883.022.800 yang menurut
hasil reviu BPKP dapat di-
yakini kebenaran dan ilapat
diajukan sebagai DSP ke
BNPB (Badan Nasional Pen-
anggulangan Bencana).
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Bupati Mahayastra Hibahkan Truk Sampah
kepada Banj_ar TamanKaja Ubud

PEMERINTAH Kabupaten
Gianyar menghibahkan satu unit
truk kebersihan kepada Banjar Ta-
man Kaja, Desa Ubud. Penyerahan
secara simbolis dilakukan Bupati
Gianyr u Nlade Mahayastra, diterima
Kepalr Lingkungan dan Klian Adat
Taman Kaja Nyoman Wirnata di
areal Wantil.an Pura Desa Taman
Kaja, Se;\in (6/5).

Kepala Lingkungan Taman Kaja
Nyoman Wirnata mengatakan, Ta-
man Kaja memiliki komitmen kuat
dalam menjaga lingkungan agar
tetap bersih dan asri. Program-
program kebersihan sudah rutin
dilaks,rnakan, seperti pengelolaan
bank sampah oleh PKK setempat,
gotong royong warga, dan swadaya
kebersihan menggunakan mobil
pich up. "Karena swadaya yang ada
terasa kewplahan, kami ajukan pro-

posal untuk pengadaantruk sampah
pada tahun 2018 Ldlu." ujarnya.

Bupati Gianyar I Made Mahayas-
tra menilai Taman Kaja merupakan
banjar kecil yang memiliki ma-
syarakat yang solid dan satu visi
dalam membangun wilayahnya. Hal
tersebut membuatnya untuk tidak
ragu-ragu dalam menggelontorkan
bantuan demi kepentingan banjar
setempat. Selain itu. pertimban-
gan letak Banjar Taman Kaja juga
berada dalam wilayah daerah pari-
wisata di Llbud. "Kita harus bekerja
lebih keras lagi untuk lingkungan,"
ujar orang nomor satu di Gianyar
ini yang saat itu didampingi Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Gianyar I Wayan Kujus Pawitra.

Bupati Mahayastra menekankarl
Ubud sebagai ikon iiariwisata tidak
boleh kumuh. "Ubud harus bersih.

bebas dari sampah plastik, dan
Iimbah. Juga penataan kabel, kami
rencanakan rampung tahun 2020
agar tidak terkesan semrawut, dan
setiap upacara adat agar tidak sam-
pai listrik di-atikan," katanya.

Bupati Mahayastra juga meny-
inggung soal pembangunan Pasar
Ubud. Masyarakat setempat dim-
inta untuk. bersabar. Sebab, saat
ini Pemkab Gianyar masih fokus
terhadap revitalisasi Pasar Su-
kawati. "Pasii akan saya selesaikan
perlahanJahan," katanya.

Bupati Mahayastra meminta agar
truk sampah tersebut dapat diman-
{aatkan dengan baik. Dia berharap,
lingkungan di Taman Kaja menjadi
semakin bersih dengan ad?rnya
truk sampah. Ia juga berpesan agar
masyarakat di Taman Kaja memper-
tahankan kebanggaannya atas iden-

titas sebagai komunitas yang kuat.
"Kalau sudah solid, satu visi, mohon
bantuan bentuk apa pun, pasti akan
saya usahakan," tegasnya.' Bupati Mahayastra menambah-
kan, ke depan setiap desa harus
memiliki manajemen pengelolaan
sampah. Lengkap dengan armada
pengangkut sampah dan petugas-
nya, termasuk juga ada alat penca-
cah dan mesin komposting. "selain
itu, ada bank sampah agar masyara-
kat termotivasi untuk melakukan

'pemilahan dan menabung sampah
secara bertahap dan berkelanjutan,"
tandasnya. (ad333)

TRUK SAMPAH -Bupati
Gianyar I Made Mahayas-
tra saat meresmihan truh

sampah sebagai hibah untuh
Banjar Taman Kaja, Ubud.
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Dana Kebencanailn
GU*ung
Agung Belum Cair
Klaim di RSUD sanjiwani Rp 274 Juta
Gianyar (Bali Post) -

Ditna kebencanaan untuk korban erupsi GunungAgg-ng di R-SUq Sanjiwani belum dibayar hinggapertengahan 2019 ini. Njlai-rekap klaim pengunlsi-di iumah sakit itu m""".p.i Rp 274.0Jt.122.Hingga kini, pihak rumah sakit yang berlolasidi.l-.r"tr Clungwarrara itu hanya menunggu kdpanklairn tersebut akan dibavar.
Berdasarkan data di RSUD Sanii-

wani. tercatat rekap klaim pengungsi
atas biaya Rawat Jalan Tinskat
Lanjrrt (RJTL) sebanyak 99 kasus
dantrayaRawat Inap Tingkat Lanjut
(RITI,) 132 kasus..Dari jumlah kasus
ini, R"ITL tercataf memakan biava Rn
178.41]8.420 dan RITL \p O+.tSZ,ZOd,
sehingga gotal biaya mQnjadi Rp 274
juta k'bih.

Dil' onfi rmasi Selasa ( 7/5) kemarin,
Direktur RSUD Sanjiwani dr. Ida
Komang Upeksa mengatakan. pasien
yang ,iirawat tersebut kebanyakan
bukan akibat bencana. seperti iumor.

infeksi,-patah-tulang dan semacam- belum,,, ujarnya.
nya. "Kalau karena bencana kan Guna mempercepat pros- rr

biasanya terkena lahar- Jadi, sebena- es spencaira" au"u it", iuiu
rnya karena rumah sakit di w-ilayah Upeisa. pihaknya ."a"fr..
limyr lgtuq. sehingga pasien dibiwa mengajukan *lr;t[ p;;:-
Ke srnr, karanya. syaratan seperti klarifkisi
. Menurut Upeksa. pihaknya tetap blrkas.,.Kitu di-irrtu kil
berkoo'dinasi terkait_ pe.mbavaran ifikasi berkas klaim. Kita , **tersebut. Namun. pii,"t 

"y"' i"g" ili"ii"'r" oi"u.-x"."il;-'PqLi'.t'ts
masih rnenu-nggu, terlebih kbndisi an,dandaris"""aiUu*u + \ ra\f}
serupa juga dialami hampir seluruh ke Badan penangulan- 

-&* {
;:ri:#l'i lili#Hifl"',ir r#.l=Gflrc'
bayaran itu biasany"a sbma-. Kalau
kabupaten lain belum. _r-a di sini juga Dr. Id.a Komang Upehsa-il



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

Batr fl trost

Rusak Akibat Gempa Lombok

Dapatz4 Paket Bantuan Rehab Gedung Sekolah
Anlapura (Bali Post) -

ft nrpa Lombok yang terjadi
beberapa waktu lalu membuat
sejuml ah fasilitas bangunan
gedung sekolah di Karan-
gasem mengalami kerusakan.
Atas Londisi itu, pemerintah
pusat memberikan bantuan
24 paliet rehabilitasi gedung
yang rusak itu.

Kepala Disdikpora Kfran-
gasem I Gusti Ngurah Kar-
tika rnengatakan, akibat
gempa Lombok yang melanda
Karan gasem mengakibatkan
puluh:rn gedung SD maupun
SMP rnengalami'kerusakan.
Kateg,lri rusaknya dari rin-
gan, st,dang, hinggaberat. Pe'
merinrah pusat memberikan
bantuan 24 paket perbaikan
atau :'ehabilitasi terhadap
gedun;3 yang mengalami keru-
sakan itu.
. "Kiia dapat24 paketreha-
bilitasi gedung sekolah yang
rusak. Bantuan itu termasuk
bantu;rn pascabencana. Per-
baikan itu akan diarahan
ke se;umlah sekolah yang
gedungnya mengalami keru-
sakan. Di antaranya seko-
lah di Tiyingtali, Bunutan
dan sekolah lainnya yang
terdarnpak'gempa Lombok
itu," ujarnya. Bantuan itu
diharapkan segera dapat di-
realis:rsikan.

Sanpai saat ini, kata Kar-
tika, lrihaknya masih terus
beruprrya menambah sarana
prasat'aftl pendidikan. Salah

satunya pengadaan kompirter
untuk siswa SI\{P. Pasal-
nya, pelaksanaan UNBK di
Karangasem baru 13 sekolah
SMP saja yang mampu meng-
gelar UNBK. Sedangkan 38
sisanya masih melaksanakan
UNKP. "Tahun ini. kita terus
berupaya pengadaan sarana
prasarana komputer, agar
ke depannya semua SI\[P
bisa melaksanakan UNBK,"
ujarnya.

Terkait kendala pendidi-
kan khusus di daerah-daerah

terpencil, Kartika menegas-
kan tidak ada masalah be-
rarti dalam keberlangsun-
gan pendidikan di pinggiran
itu. Ditegaskan, pendidikan
masih berjalan lancar. Hal
itu dibuktikan dengan tidak
adanya keluhan guru-guru
yang mengajar di pinggiran. -
Seperti di Tianyar, di Seraya,
dan daerah lainnya.

"Selama ini sih kita belum
menerima ada guru men-
geluh. Logi,kanya sebagai
pegawai,harus siap ditugas-

kan di mana saja," tambah
Kartika. Kalau tidak mau
ditugaskan di daerah itu,
terus siapa lagi yang disuruh
mengajar. Selama ini yang
menjadi sorotan paling jarak
tempuh. siswa menuju seko-
lah. Pihaknya bangga seperti
di Desa Tenganan, ada anak
kelas III SD setempat, seman-
gat bersekolah dengan men-
empuh waktu 5 jam pulang
pergi demi menuntut ilmu,
mengejar cita-citanya kelak
ingin jadi guru. (kmb4l)

GEDUNG SEKOLAH RUSAK - Ged.ungSDN; Tiyingtali yang rusah "hib?;';H;;Lombok.
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BRSUD Tabanan Ditunggaki,
UtangRp 15 Miliar /

o

c
a

mencapai Rp 7,5 miliar. Karena
terjadi tunggakan oleh BPfS
pada Maret dan April sehingga
total tunggakan mencapai Rp
15 miliar.

Direktur BRSUD Tabanan
dr Nyoman Susila mengatakan
memang dua bulan yakni Ma-
ret dan April, BPJS belum mem-
bayar klaim. Dan saat ini sudah
akhir Mei. "Rata-rata per bulan
klaim yang belum'dibayar
Rp 7,5 miliar," ujarnya, Rabu
(22/s).

Akibatnya BRSUD Tabanan
terpaksa harus utang obat
ke rekanan. Lantaran ludah
menjadi langganan bertahun-
tahun, rekanan memaklumi
kondisi dimaksud. "Karena
kami sudah berlangganan mer-
eKa sudah mengerti meski ada
komplain dari penyedia obat
atas tunggakan itu," imbuh
Susila.

Sementara Humas BpfS Den-
pasar Dayu Eka ketika dikon_
firmasi melalui telepon terkait
tunggakan kiaim teisebut, me-
nyatakan akan berkoordinasi
dengan bagian pelayanan. .,Saya

konfirmasi dulu ke bagian pelay_
anan, nanti saya hubungi,,'ucap_
nva.6 des

Nyoman Susila

TABANAN, NusaBali
Klaim pembayaran kes-

ehatan bagi masyarakat oleh
BPIS-JKN di BRSUD Tabanan
belum dibayar untuk Maret
dan April 2019. Akibatnya, op-
erasional dan pembelian ob-at
di BRSUD Tabanan terpaksa
ng:tt?ng Meskipun demikian
rldak sampai mengganggu
pembayaran gaji tenaga medis.

Berdasarkan data, iata-rara
klaim pelayanan kesehatan di
BRSUD Tabanan tiap bulan
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Korupsi 2,4M, Ketuat
Divonis zTahun /

DENPASAR, NusaBali
Pengadilan Tipikor Denpasar men-

jatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada
Ketua LPD Desa Adat fiebetin, Sawan,
BuJeleng I Cening Wartana, 55, karena
terbukti melakukan korupsi yang
merugikan LPD DesaAdat Bebetin Rp
2,4 miliar dalam sidang yang digelaa
Rabu (22/5).

Dalam putusannya, majelis hakim
pimpinan Ni Made Sukereni me-
nyatakan terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tin-
dak pidana korupsi yang merugikan
LPD Desa Adat Bebetin sebesJr Rp
2,4 miliar. Perbuatan terdakwa me-
langgar Pasal 3 ayat (1) juncto pasal
1B UU Tipikoa juncto Pasal 64 KUHp.

Dalam pertirrrbangan member-
atkan majelis hakim menyatakan
perbuatan terdakwa tidak 

-mendu-

kung upaya pemerintah yang se-
dang giat melakukan pemberantasan
korupsi. Sementara pertimbangan
meringankan, terdakwa menvesal
dan sudah mengembalikan kerugian
legarg. 

"Menlatuhkan pidana penjara
kepada terdakwa selama dui tahun
dikurangi masa penahanan," tegas
hakim Sukereni.

Terdakwa bebas dari kewaiiban
mengganti kerugian negara kjrena
sebelumnya sudah menitipkan keru-
gian negara di kejaksaan. Usai pemba-
caan putusan, terdakwa menyatakan
pikir-pikir atas putusan tersebut. Se-
mentara faksa Penuntut Umum (f pUJ

Putu Agus Eka Sabana putra dkkjuga
menyatakan pikir-pikir. Apalagi putu-
san masih dibawah tuntutan 3 tahun
pe?af . "Lam.i pikir-pikir," tegas JpU..

Datam perkara ini, terdakwa yang
menjabat sebagai Ketua LpD besl
Bebetin dibantu Kadek Rentiasih
meloloskan beberapa kredit yang
oralukan warga meskipun tanpa
dilengkapi jaminan kredit. Setain itu.
ada juga beberapa kredit fiktifyang
menggunakan KTP orang lain. "Terda-
kwa Cening mengetahuibahwa kredit
yang diajukan saksi menggunakan
identitas orang lain. Tidak hanya itu,
saksi juga mengajukan kredif tidak

sesuai prosedur. Salah satunva tidak
dilengkapi jaminan kredit dan plafon
pinjaman," beberJPU.

Meski begitu, terdakwa tetan
memerintahkan saksi Ni Luh Swaii
(kasir LPD) untuk mencairkan dana
tersebut. Setiap pencairan terdakwa
mendapatkan fee dari pemilik kredit.
Karena mudah mendapatkan uang;
Uening pun semakin ketagihan. Total
kredit yang dicairkan Rp Z,g miliar.
_Og{ : t kredityang diajukan, terdapat
27 berkas kredit yang menjaminlian
satu buah buku sertifikar hak milik
atas nama Wayan Sulingga dengan
luas tanah 2.600 meter peii egi. t6-rez

TERDAKWA I Cening Wartana, 55,
Tipikor Denpasar, Rabu (2215).

I
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Kepala Pelaksana

BPBD Karangasem
berharap semua
biaya kesehatan

yang diajukan bisa
dibayar oleh BNPB.

AMLAPURA, NusaBali
Badan Penanggulangan Ben- .

cana Daerah (BPBD) Karangas-

!T_s9g9ra mencairkan dana Rp
883,022juta unruk bayar utang
pelayanan kesehatan pengungdi
di 9 rumah sakit kabupaten/
kota se-Bali. Padahal ielami
tanggap darurat Gunung Agung
status awas tahun 2017-2019.
utang pelayanan kesehatan
mencapai Rp 4,207 miliar. Han-
y1 sqia BNPB menyetujui Rp
883,022 juta. Sisa urang tip 3,32
nriliar akan kembali diSadas.

Besaran utang itu terungkap
saat verifi kasi utang pelayanan
kesehatan melibatkan tiga utu-
san di Ruang Rapat Kantoi Dinas
Kesehatan Karangasem, Jalan
Ahmad Yani Amlapura, Selasa
(21/5). Ketiga urusan BNpB itu
yakni Luqmanul Hakim (Kasu-
bdit Pengendalian Operasi), Muji
GHBM (Analis Monitoring dah
Evaluasi Kebencanaan), dan M
Awaludin Afief fAnalis bata dan
I nformasi). Saat verifikasr,

Kepala Pelaksana BPBD Ka-
rangasem, Ida Bagus KetutArim-
bawa, melaporkan berdasarkan
hasil auditbiaya kesehatan untuk
pengungsi selama tanggap daru-
rat di seluruh Bali mencapai Rp
4,207 miliar. BPBD mengajukan

Rapat memverifikasi utang kesehatan pengungsi oi auta rantor oiilT
9"11r" g"ngasem, Jitan nfrmao ianinm-fap-u-ra, Selasa (21lS).

dana ke BNPB sebesar Rp 4,027
miliar: Selanjutnya BNpB rirelaku-
kan kajian dan verifikasi. Hasil
y9lfr$_ri BNPB menyerujui Rp
883,022 juta. "Maka- sebinval
itu yang diusulkan pencair-an-
nya, sisanya dibicarakan dalam
pPar, Rabu (2915) nanti,,, jetas
Ida Bagus Ketut Arimbawa.

Ida Bagus Ketut Arimbawa
berharap agar semua biaya
Resehatan yang diajukan bisa
dibayar BNPB. Belum terbavar
3p 3,32 miliar. "Kekurangannya
kami bicarakan dalam rapat
melibatkan BPKB RSUD se-Iiali.
BPBD dan BNPB, difasilitasi Di-
nas Kesehatan Karangasem," un-
gkapnya. Dijelaskan, liedatangan
tiga utusan BN PB untuk melaku-
kan verifikasi atas permohonan
penggantian biaya kesehatan
korban bencana erupsi Gunung
Agung di Karangasem.

-, Luqmanul Hakim sebagai
Ka_suldit Pengendalian Operasi
BNPB mengatakan, hasil veri-
fikasi biaya yang dikeluarkan
menangani korban erupsi gu-

lung4_g!!C sesuai jyang diaju-
ka.n BPBD Karangaslh np+,ZbZ
mlual sementara disetujui Rp
883,022 juta. " sebesar ituiah h j-
sil verifikasi yang kami lakukan,
dananya segera kami cairkan,,,
ungkap Lugmanul hakim.. 

_ 
Sementara Kepala Dinas Ke-

sehatan Karangasem, I Gusti Ba-
gy! Pytra Pertama, mengatakan
ldai m b iay4kesehata n pe-ngungsi
ditangani BPBD Karbngasem.
Setelah datanya terhimpun, dil-
aporkan ke BNPB. "lGmi hanva
memfasilitasi saja," jelasnya.
Ia berharap ada solusi mem-
bayar utang pelayan kesehatan
di RSUD se-Bali. Sebab, saat
musim ngungsi, wapga Karan-
gasem mengungsi qersebar di
sembilan kabupateh/kota se-
Bali. Dari ratusan rlbul pengungsi,
oanyak juga y?ng kesehatannya
terganggu. Sehingga menjalani
rawat inap di RSUD terdekat, pi-
hak pengungsi selama menjalani
perawatan tidak mengeluarkan
biaya karena ditanggrpng pemer-
intah. 6 k16
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Rp 93,07 M untuk Gaji Ke-13 dan THR PNS

Belum Terima
Tenaga

SINCARAJA, NusaBali

Kontrak Honorer
Pemkab Buleleng telah

menyiapkan Peraturan Bu-
pati (Perbup) sebagai dasar
pencairan gaji ke-13 dan
Tunjangan Hari Raya (THRJ
bagi kalangan Pegawai Negeri
Sipil (PNS). Total anggaran
yang disiapkan Rp 93,07 mil-
iar. Rencananya, pencairan
gaji ke-13 dan THR tersebut
dilakukan pekan depan.

Scmentara itu, pegawai
non PNS (tenaga kontrak
dan honorer, Red) belum
bisa menerima THR dan
gaii ke-13 ters'ebut. Sesuai
Perbup Nomor 36 Tahun

2 019 tentang Pemberian
THR bagi PNS, TNI, Polri,
Pejabat Negara, Pensiunan,
dan Penerima Tunjangan
(CPNSl, disebutkan bahwa
THR cair paling cepat 1"0
hari sebelum hari raya
Idul Fitri. Plt Kepala Badan
Keuangan Daerah (BKDI
Buleleng Gede Suyasa, Se-
lasa (1.4 / 5), mengatakan
pemerintah telah menga-
lokasikan anggaran untuk
gaji ke-13 serta THR bagi
PNS lingkup Pemkab Buie-
leng. Anggaran ini sesuai
APBD Induk 2019 menca-
pai Rp 93,07 miliar. Sesuai

rencana, THR akan cair
pada Jumat (24/5).

Menurut Suyasa, Pemkab
Buleleng tak kesulitan dalam
mencairkan gaji ke-13 dan
THR karena cukup diatur
dengan Perbup.'Awalnya, di-
dasari perda. Kalau dasarnya
perda, tidak bisa selesai tepat
waktu. Sekarang cukup per-
bup," kata Suyasa.

Suyasa menyebut, draft
peraturan bupati (perbupl
pencairan gaji ke-13 dan THR
ini sudah tuntas disusun.
"Masih dianalisis di Bagian
Hukum Setda Buleleng. Sete-
lah itu ditandatangani, ang-

garannya sudah bisa diamp-
rah. Pasti cair tepat waktu,"
imbuhnya.

Jelas dia, gaji ke-13 serta
THR untuk para pegawai dan
pejabat daerah Rp 93,07 mil-
iar ini terdiri dari gaji ke-13
Rp 46,538 miliarl dan THR Rp
46,535 miliar'. Gaji ke-13 serta
THR yang diberikan meliputi
gaji pokok, tunjangan kelu-
arga, tunjangan jabatan, serta
tunjangan kinerja.

Disinggung tentang THR
dan gaj i ke-1 3 untuk non PNS
(tenaga kontrak dan honorel
RedJ, Suyasa menegaskan
dalam keten'tuan tentang

pembayaran gaji ke-13 dan
THR, tak ada untuk non PNS.
"Jika di luar PNS kami beri-
kan, tentang akan berten-
tangan dengan aturan. Jika di
luar aturan, malah akan jadi
temuani' tandasnya.

Mengenai jumlah pegawai
non PNS di lingkup Pemkab
Buleleng, Suyasa menyebut
tidak memiliki data. Karena
non PNS itu ada di bawah
SKPD terkait. "Misalnya tena-
ga kontrak, itu langsung ke
SKPD yang mempekerjakan.
Di kami [BKD,Red) tidak ada
data jumlah pegawai non
PNS," uiarnYa.{'* k19
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TPS di Kekeran Terpaksa Dioperasio alkan
Terkendala Armada Pengangkut Srlnpah,
1nO )2tf^l -^m^ l_^_nq____ o I rr

N'IANGUPURA, NusaBali
Tcmpat pembuangan :anrpah

[TPSJ Desa Kekeran, Kecalnatan
l\4engwi, tak sepenuhnya dihen-
tikan operasionalnya, meski telah
ditutup sementara pascaditemu-
kannya sarnpal medis berserakan.
Pi rak desa terpaksa menggunakan
te npat itu untuk pembuangan sisa
sampah setelah tak terolah.

. Perbekel Kekeran I Nyoman
Suardana, mengatakan semeniak
ditemukannya sampah medis
sudah atla komitmen dari Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
(LHI! Badung untuk menutup TPS
tersebut. Dinas LHK juga akan
rnenyiapkan armada untuk mem-
buang sair:pah ke TPA Suwung,
Denpasar Selatan. Tapi sampai
sekarang belum ada armada yang
mlsuk ke Desa Kekeran.

"Dinas LHK akan memberikan
armada untuk pengangkutan
sampah residu yang tak terolah.
Namun, hingga kini belum ada,
seringga siia sampah masih kanri
buang di tempat itu (TPS yang
dirutup)," ungkap Suardana, Selasa

0+/s).
Disinggung apakah akan terus

nl,rmbudng sampah di temp.rt

. NUSAEAIUARI S|SWAmO

TEMPAT pembuangan sampah (TPS| sementara di Desa Kekeran, Ke-
camatan Mengwi masih 'dioperasionalkan' karena terkendala armada
untuk mehgangkut sampah ke tempit pembuangan akhir (TPA) sampah_.

Kabupa
ra Kepala Dinas LHK
Badung I Putu Eka
menyadari kesulitan

dari piha Desa Kekeran. Kare-
nanya sementara diberikan
perpanj n membuang sisa
sampah
ada ar
dira

lnl
lk desa setempat.
'a tidak ada, kalau

kami t p itu (TPSJ, di mana

tersebut, Suardana tak berani
memastikan. Namun, pihaknya
mengaku akan menganggarkan
armada di desa secara langsung '
pada anggaran perubahan 20L9
nanti. "Kalau memang seandainya
itu tidak ada solusi, karni akan
anggarkan pada perubahan. ltu
pun kalau anggaran mencukupi,"
tegasnya.

Suarda pun berharap Dinas

LHK memfasilitasi menyiapkan
TPS yang bisa dipakai oleh Desa
Kekeran atau desa lainnya. Den-
gan demikian, memudahkan desa
membuang sisa sampah yang tidak
bisa diolah. "Kalu per kecamatan
ada [TPS) bisa cepat. Kalau pun
misalkan kita membuang sampak
ke Suwung, itu kan lama, orien-
tasi waktunya bisa sampai sore,"
katanya.

sa na," Merthawan.

agar di
nas LHK
sampan
thawan

juga
'Armada
mengan
kalau
gah, kami
ucap Mer

"Sem

a TPS tersebut, sampai
r pengangkutan yang
ihak desa setempat.

membuang sampah.
belum nyampai di

pengadaan tluk
rt yang direncanakan
bisa terwujud, dengan
gangkutan sampah
g ke TPA Suwung,"

*r asa

mereka
Karena

pihak des
begitu p
bisa lang
tandasny,
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Perbeke
Dikaji Ula

Kalau semua
mengeluh dan

tidak membayar
pajak, nanti

siapa yang akan
membangun

daerah ini.
(Bupati Buleleng

Putu Agus
Suradnyana).

SiNGARAIA, NusaBali
Kcirailian paiak bumi dan

barrgi.rn:rrr perdesaan dan
peri<otaan (PBB PZl di Bule-
leng, t,:nrs metuaiprotes Kall

tidak sependapat dengan adan-
ya upaya negosiasi kembali
ketika ada vang mengaiukan
keberatan. Karena terhadaP
waJib pajak yang tidak melaY-
angkan kr:beratan, kemungki-
nan urung nrembayar Paiak.
"lni lentu akan berdampak ter-
balik, ada keinginan menaik-
kan PAD justru tidak terpenuhi,
karena bisa jadi ma"',arakat
iadi enggan membayar Paiak
karena pajakr-rya terlalu tinggi,"
uiarnlta.

Bupati Buleleng Putu Agus
Suradnyana saat dikonfirntasi,
mengakui masih ada yang
mengeluh soal kenaikan PBB
P2. Namun hal itu mesti disa-
dari karena penyesuaian tarif
NJOP sudab cukup lama tidak
dileliuliar, lringga menjadi te-
muan BPK RI, "Wajar ada yang

mengeluh karena melnang tahu dulunya vila, kemudian
baru kali ini dinaikkan. Jadi telah berubah menjadi lahan
kenarkan itu :C: kelipatannya. irosong, tentu ini menjadi per-
Ini molron dimaklumi karena tinlbansan membcrikan ker-
sempat menjadi ternuan BPK, ingan. Atau sebaliknya, tentu
dan tidak semua-_naik, justru wajar ada kenaikan pajak,"
ada vans turun. Kalau semua rrrrdecnrre
mengel,ih dari tidak rnemba-'"'rj"irillirc"hui,penyestra-
yar paiak, nanti siapa.yang. ian tarif Nf Op terse-but me.ru-
akan membangun daerah ini," pakan tindaklanjut clari perur
katanya . . jr- tahan Perda Nomor s ranuri

Bu.pat.i. monS'aku rnasilr iuiJ te,rrans pBB p2. Ijalant
n)emberlt(all pclurng Dagl 

oerrvesuaianitu.pemkahBule-

ffilHluT:lt?ilIiifiLil ffi illidrll# r::::^q:r
keberatan riu akan aievalu] Daelah [BKD] telah menyewd

asi untuk dapat nremtyrikan tim appralsal me.ngnltung

le.ingan"n pllak.'sayisudah perubahan tariff N.JoP PBB

evaluisi dan bicarakan hal ini. P2. Kini, penyesuaian tariff
Silakankalauadayangkebera- terscbut muiai diberlakukan
tan aiukan saia. Nanti ada tim untul< PBB P2 tahutt 2019,,

lagi yang tuiun memastikan yang tertuang dalam SPPT

to"naisl Jblet< pajal<nya. Siapa tahun2O19:@: k19 
,.'-

Mi Po
ndI t\,1tJ
ini; kaianEail perbekel atau mungkin pekan depan, akan persen hingga 1.000 persen.
.kepala desa mendesak agal nrelanjutkan keluhan warga Takterkecualilahan-lahankri-
penetapan tarii Nilai ]ual Ob- ini ke DPRD Buleleng," ungkap tis dengan hasil tidak menentu,
jek Pajak INJOP) dikaji ulang. Perbekel Tamblang, Kecama- harus membayar PPB P2 den-
Karena penetapan tarif NIOP tan Kubutamt#han, Mangku gan kenaikan 1.000 persen.
itutelahmemicukenaikanPBB Nengah Sudarsana, Selasa Dicontohkan, lahan seluas 1
P2 hingga 1..000 persen. (21/5). hektare dengan penghasilan

Kenaikan PBB P2 itu iuga Lebihlanjut,mantanSekre- tidakmenentu,bisamembayar
dinilai berdanipak penuruhan taris Forkom Perbekel se Ka- pajak hingga Rp 4:000.000.
pendapatan daerah dari sektor bupaten Buleleng ini mengata- 'Apdkah hanya karena objek
PBB P2. kan,pihaknyatidakakanmem- itu berada di jalan nasional,

Keluhan kalangan perbekel pennasalahkan ada kenaikan provinsi, kabupaten dan desa,
itri menyusul banyaknya \elu- PBR PZ demi meningk; -'an 

atau selnuanya dipukul rata.
han warga ydng, disarrpai]kan pendapatanaslidaerah , Nah, ini yang akan menjadi
kepada aparat desa kar'ena Ia hanya mempemrasaiankan usulan kami,tolongpenetapar')
tingginya kenaikan PBB P2. kajian penetapan tarifNJOP NJOP itu dikaji ulang. Apakah
Kalangar-r perbekel ptin tre- yangbeidarnpaktingginyaPBB vvajar kenaikan itu rata-rata
rencana melayangltan surai P2 yang mesti dibayarkan oleh diatas 400 persen," tegasnya.
kepada DPRD Buieleng guna wajib pajak [pemilik lahan, Masih'kata Mangku Dar-
menyikapi masalah tersebut. RedJ.Menurutnya,kajianNJOP sana,dengandikajiulangpen-
"Banyali rvarga yang meny- tersebut tidak masuk akal etapanN}OPituakanmemberi
ampaikan l<eluhannya- Kami karena kenaikan tarif Nf OP kepastran bagi waiib pajak
srrdah rerrcanakan nanti, jadi sangat tinggi antara 400 dalam merfpbal,rr pa jak. le
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Penanganan Banjir di Kota Sing$raja

Jormalisasi sungai Mulai Digar
ni. "Kalarr bicara idealnya I

rgsung ke Tukad Banvumal
ri sisi teknis ini tidak memun

!mang
tetapi

rena kedalarflan dibeber,
Dtsa sampai i6 meter. Iadi
dirubah ke falan Serma

nkan,
riri k

ncana
Lf ma,"

I Pantauan di Jalan Laksam:
uf it alar beraft ierlihat mem

satu
ngkar

)toar yang ada sisi bagian Ur
Rsamana. Trotar dibongkar

Jalan
r me-

da.hkan r"n,rrrnrti*ri ii i Tiingi di ruas ialan tersebut
ilai menjadi pemicu me.

i ini

ika musim nu';"n, t a,:ena ml
ya air

Pfndangkalan p4121.

, I Salah seorang warga, Kad

lnqra:,1/qn mengaku i, irigasi

amr

rang

rada.d i d.epan .,iru f, ny" i"rrp'
pemicu banjir disaat musim I

be-
njadi

an, Ia
pun.sa_ngat set"uju irigasi itu di

. lsasl. "la. saya sangat setuiu
pembongkaran ini. Karena setia

I,
engan
tahu n,

ini
irigasi

, r,"nangan.i;6;; ai yi!11! xota ;l[ff:i?;:" :li?:ir:l;'iiHii,f;isirrg-:r-aja' Buleleng ,."u1.:::.il]", r.r.l, itigrli iru kewenangau dari ptrtsasr srrngai TiinU lali dlrr pembuata,, J.",,,".',9,
r;ode,ran, m.,r"r aile.;ir.,rnl,ffTji:i:Tl Provinsi," teransnva.
pL'n,ra,, akr,vita. p.,"'j""erj;"j,ii[i#; h,]I|1:ll"-::i s!parta wiiaya, pem-
yan* n,enu f, p irrg,,si riiffi ' J;:?j; li:f; :l;;*::r;,,:,1 Al^gl ;:l: ;: ;[:l
bl,[i"Ti]I;,?i,ll,'J]ifj?1q;[l'u''"t"n [:*li{i;;'"'^tender sudah seresa,.Burereng, dimurais',r"', rz?isjplgil ;;.i,iuJ;!il1li:r;",i::il jl,fiii,i,ili,x?-
, Sc,lanjurnya, p,:*buitan-sL.l%t"n ;i;;i;il5;

d a ri J a la n s"im 
" 

k,.ma me,, u;u i.rg;i ;; ; ;,1;l:,1;I*:,*J"*i:i;,',.,Jf 11di linrur lampu Traffic Light simprng r.u*rrln'p"rrrnahan faral< p.rih sin-latarAYani-lalant,anrai eenimUa,igail Jrirl".;f ir,,"Va bagaimana air tidakKepala Dinas pekcrjaan

H,iffi q""J***li:lr*a;#.r*f,ft f",ii:;:ll 1ilry]f,Tl.fi
lj5::,fil":rrl terkait akitiviras perrr- sodetan;; karanya. ,l:llili*lrersebur,menjetaskan 

-Dj;l;;s

[*eyr1a 
n penansana,) ba n ji r di wi raya h uu.,r r*-n-#ll, i:;;il", j;u1liifu i];

Fili:i:i ;:ii5:rl'"1:l'hii':1P'I:i uq l";;; ; ;;';'" u i u, ke ru kad ( s u nga i )

lswsj-n"ri^'rlniii'rr":'i?I1i-s'lg'i Battvumala lang berada ai srsi tifrrur

!1nka,! Burereng o',";"ifiiiL,l,ll] l:::j'"',-,1'' 
riins rari. Nanrunti."i"

i:ill,x';,Tnilff 
rrifTiiri:Li#5iTf"1it:r[il;:i;*il{{}"#.}l;4

E;,ii'*11il":;i',:31":if 5y::l *l JJJJ af i v"ran Serma Karnra menuiuBwS Bari penirra "Daerat i;iFn;;g iieJ,i'il"i,*111]"Jfr: iiJ,lf iji#,i
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Soal Gaji THL Satpol PP/Damkar
Macet 4 Bulan

Komisi I Nilai Birokrasi
SudahKacau

Agar
pemerintah

memiliki hati dan
rasa atas nasib
pegawai yang

sudah mengabdi
dengan risiko tinggi

GIANYAR, NusaBali
Komisi I DPRD Gianyar me-

nyayangkan ribetnya birokrasi
di Pemkab Gianyar hingga gaii
THL Dinas Satpol PP dan Damkar
macet sejaft empat bulan.

"lni tanda birokrasi yang ka-
cau. Bahkan pejabat pemangku
kebijakan di Pemkab GianYar
tidak punya rasa atas pend-

og&" BKPSDM. Namun Yang
tefi# sekarang BKPSDM tidak
meniititi data iumlah rHL di
masing-masing OPD. "Seorang
sekda saja mengakui jika banYak
ada pegawai yang belum jelas
cli Dinas Pol PP dan Damkar. Ini
menuniukan jika sistem di bi-
rokrasi ini [idak jalani' sorotnya.

Terlcpa$,dari kacaunYa sistem
serta ldomrhnikasi lintas pejabat
ini, Ngakan Putra berharap agar
pemerrntah memiliki hati dan
rasa alas nasib Pegawai Yang
sudah mengabdi dengan risiko
tinggi. Bahkan dari laPoran Yang
diterinranya, bahkan Pegawai ini
sudah mendapat seragam dan
beberapa diantaranYa memiliki
kemampuan lebih dari ASN

' sehingga ditempatkan di garda
' terdepan. "Kami hanYa tidak in-

gin mertdengar ada Pegawai Yaltg

eritaan THL ini. Terlebih seiak
empat bulan mereka bertugas
bertaruh nyawa, malah terancam
dirumahkan," uiar Ketua Komisi
I DPRD Gianyar, Ngakan Ketut
Putra, Jumat [3/5J.

Dengan nada heran anggota
politisi asal Lingkungan Sampi-
ang Kelurahan Gianyar ini sangat
menyayangkan adanya pembiaran
terhadap legalitias petugas ini.
Terlebih di dinas yang bertugas
sebagai penegak perda (Satpol
PP,Red) dan penyelamat keben-
canaan [DamkarJ. "Berarti ekse-
kutif sendiri yang lalai. Karena
mempekerjakan orang tanpa SK
alias pegawai ilegal. Ironis petugas
penegak Perda, dan pejabatnya
lempar kesalahan," ujarnya.

Kalaupun memang an€igaran
tak mencukupi, lelas Ngakan Pu-
tra, eksekutif seyogyanYa sejak

sudah jatuh ini, malah tertimpa
tangga. Artinya tak daPat gaji
malah dirumahkan. SaYa akan
segera memanggil OPD terkait
untuk meluruskan ini," tegasnYa.

Sebelumnya, ratusan tenaga
harian lepas (THLJ di Satpol PP

dan Damkar Gianyar mengeluh
karena gaji mereka macet empat
bulan, atau sejak fanuari hingga
April 20 19. Ironisnya, Kamis (2/5),
Kepala Satuan Pol PP dan DamPak
Gianyar Cokorda Gde Agusnawa,.
dimutasi hingga Para THL gaii
mereka tak ada yang mengurus'

lnformasi di Kantor SatPol
PP setempat, Kamis kemarin,
kemacetan gaii sejak emPat
bulan membuat semangat kerja
para THL ini menurun. Para THL
kesulitan memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari. Utang di wa-
rungstrdah menunrPuk' 6 nvi

awal tahun melakukan penye-
suaian. Namun kenyataannya,
penyisipan pegawai baru terus
terjadi dan saat membengkak,
petugas yang sudah mengabdi
lama ikut terkungkung dalam
status yang tidak jelas ini. "Saat' mentok seperti ini, baru ada is-
tilah rasionalisasi. Kenapa tidak
dari awal bilang ada rasional-
isasi sehingga tidak ada kOke-
cewaan pegawai yang terancam
dirumahkan setelah empat bulan
bekerja tanpa gaji," tanyanya.

Dalam rapat kerja dengan
eksekutif, politisi yang mantan
pegiat LSM ini menyebutkan
sudah berulangkali mengingat-
kan agar alur. rekrutmen THL
ini harus jelas. Diawali dengan
kelayakan jumlah petugas THL
di masing-masing OPD. Kemu-
dian dilaporkan t-rleh pimpinan
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Kasus Korupsi Dana Hibah Yayasan Al Ma'ruf ,/
Dilimpahkan B Bulan Lalu,
Tak Kunj ung Di.sidangkan

DENPASAR, NusaBali
Kasus dugaan korupsi bantu-

an dana hibah Yayasan Al Ma'ruf
yang merugikan negara RP
200 juta dengan tiga tersangka
mengeluarkan aroma tak sedaP.
Perkara yang sudah dinyatakan
lengkap dan dilimpahkan dari
Polresta Denpasar ke Kejari
Denpasar sekitar B bulan lalu ini
nyangkut dan tak kunjung disi-
dangkan tanpa alasan yang jelas'

Kasus ini sendiri sudah mene-
tapkan tiga tersangka namun
tidak clitahan . Tiga tersangka
tersebut masing-masing H Muha-
mad Saifu din, Supeni MaYangsari
alias Brr lero dan H MiftahAulawi.
"Perkara yang dinyatakan sudah
lengkap (P-21J dari kePolisian
dan dilimpahkan ke keiaksaan
harusnya segera disidangkan,"
tegas sumber di kejaksaan Yang
ditemui, Minggu [5/5).

Jaka senior ini mengatakan
pihak Keiari Denpasar tidak bisa
menghentikan perkara ini dan
harus segera menyidangkan-
nya. Apalagi perkara ini sudah
dinyatakan lengkap dan dilaku-

kan pelimpahan tahap II yaitu
pelimpahan barang bukti dan
tersangka. "Kalau sudah dilim-
pahkan berarti perkara tersebut
sudah siap untuk disidangkan.
Kejaksaan tidak punya kewenan-
gan untuk mengulur-ulur waktu
sidang apalagi menghentikan
perkara ini," terang sumber yang
juga menegaskan jika perkara
tersebut harus dilimpahkan ke
Pengadilan Tipikor Denpasar
untuk disidangkan.

Bau busuk perkara ini sendiri
sudah terlihat saat dilakukan pe-
limpahan tahap Il dari Polresta
Denpasar ke Kejari Denpasar Pad4
Yamis (6/9/2018J lalu. Pasalnya
setelah dilakukan pelimpahan,
Kejari Denpasar tidak melakukan
penahanan untuk ketiga tersangka
ini. Beredar kabar ada intervensi
khusus dari pejabat kejaksaan
agar perkara ini tidak samPai di-
sidangkan di Pengadilan Tipikor
Denpasar. 'Ada intervensi dari
atas," tegas sumber yang enggan
disebutkan namanya ini.

Sementara itu, Kasi Intel dan
Humas Kejari Denpasal, Agus

Sastrawan yang dikonfirmasi
belum mau menielaskan secara
detail oerkara tersebut. la minta
waktu untuk menyampaikan
perkara ini secara resmi. "Nanti
akan disampaikan secara resmi,"
tegasnya saat ditemui, Kamis
(e /s).

Dugaan kasus korupsi ini
berawal pada tanggal 30 De-
sember 2016 ketika tersangka,
H Miftah Aulawi Noor selaku
ketua yayasan Al-Ma'ruf Den-
pasar mengaiukan permohonan
dana bantuan hibah untuk ke-
giatan perjalanan Ziarah Wali
Songo dan pengadaan pakaian
seragam pada APBD Perubahan
tahun 2016.

Pengajuan bantuan dana
hibah ini dibantu oleh tersangka
H Mohamad Saifudin sebagai
Pembina yayasan Al-Ma'ruf dan
tersangka Supeni Mayangsa-
ri. Pemerintah Kota Denpasar
kemudian mengucurkan dana
hibah sebesar Rp200 juta.

Setelah bantuan dana hibah
ini cai4 sebagai ketua yayasan dan
pemohon dana bantuan hibah, H
Miftah Aulawi Noor; tidak dapat
mempertanggungj awabkan dana
bantuan hibah untuk kegiatan
perjalanqn Ziarah Wali Songo
dan pengadaan pakaian seragam
tersebut.

Ternyata, kegiatan tersebut
tidak dilaksanakan dan dalam
laporan pertanggungjawa-
ban tersangka mempergunakan
nota dan krnritansi fiktif. Berdasar-
kan hasil audit perhitungan keru-
gian keuangan Negara dari BPKP
Perwakilan Bali menyatakan
bahwa perbuatan tersangka telah
mengakibatkan kerugian Keuan-
gan Negara atau Daerah sebesar
Rp200 juta. 6 rez
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Pembangunan Derma{a

Tahap II Masih Lelang
TABANAN, NusaBali

Pembangunan derrnaga di
areal Danau Beratan, tepatnya
di Beratan Indah wilayah Desa
Candikuning, Kecamatan Ba-
turiti, Tabanan, kini dikebut.
Setelah selesai pembangunan
tahap I dengan anggaran Rp
2,8 miliar, kini pembangunan
tahap II dilanjutkan.

Pembangunan tahap II
mendapat anggaran Rp 4,9
miliar dan saat ini masih pros-
es lelang. Penjabat Pembuat
Komitmen IPPKJ Balai Penge-
lola Transportasi Darat IBPTD]
Wilayah Bali Robert Taufan
menjelaskan, bantuan dermaga
tersebut menggunakan angga-
ran APBN. Rencanya pemban-
gunan dilaksanakan tiga tahap.
"Sekarang pembangunanya di
tahap II, tahap I telah selesai,"
ujarnya, Jumat [10/5J.

Dikatakan, pembangunan
tahap II dengan anggaran Rp
4,9 miliar masih proses le-
lang. Jika proses lelang selesai
pembangunan dengan mem-
fokuskan pembuatan der-
rnaga dilanjutkan. Sekaligus
dilakukan pembuatan akses
jalan warga untuk mencari
air kebutuhan sehari-hari dan
untuk keperluan kebun. "Yang
jelas proses pengerjaanya 5-6
bulan dan harus selesai di
tahun 2019. Minggu ini sudah
selesai proses lelang,"katanya.

Taufan menjelaskan setelah
selesai pembangunan tahap II,
barulah dilanjutkan pembangu-
nan tahap Ill yang pengeriaanya
di tahun 2020. Dimana pemban-
gunan difokuskan untuk mem-
bangun gedung layanan, gedung
penumpang dan rambu suar.
Rambu suar wajib diberikart
karena berfungsi memberikan
informasi pada but yang masih
ada di danau saat kawasan
Danau Beratan di penuhi kabut.
"Penempatan rambu suar ini

sudah kami survai bersama den-
gan distrik navigasi," jelasnya.

Dirinya menambahkan jika
Tabanan mendapat bantuan
dermaga dari APBN lantaran
Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN). Selain itu
adanya usulan dari Bupati Ta-
banan menginginkan adanya
pembangunan dermaga yang
sesuai standar. Karena selama
ini dermaga yang ada dika-
wasan Danau Beratan hanya
terbuat dari kayu. Bahkan
sempat terjadi orang mening-
gal karena dermaganya jebol.

Taufan kembali menegaskan
pembangunan dermaga yang
dibuat memang dikerjakan
secara bertahap. Karena aliran
dana bukan dari swasta melain-
kan dari APBN. "Dikerjakanya
bertahap, ada usulan, pengang-
garan dan pengerjaan, jadi tidak
ada mangkrak ataupun perma-
salahan karena yang tahap II
masih proses lelang" tandasnya.

Hal serupa juga disampai-
kan sebelumnya oleh Kepala
Dinas Perhubungan Tabanan,
I Made Agus Harta Wiguna.
Bahwa dasar dibuatnya der-
maga itu karena di areal Danau
Beratan sekarang ini belum
ada dermaga yang refresen-
tatif yang memenuhi standar.
Akan tetapi kunjungan di areal
Danau Beratan tidak oernah
sepi dan wisata air ieperti
speed boat semakin meng-
geliat. "Atas semangat itulah
Pemkab Tabanan mengusul-
kan dengan harapan dermaga
terwuiud rnenjadi icon baru di
Danau Beratan," tegasnya.

Ditambahkan Harta Wiguna,
pembangunan dermaga wisata
ini mengambil lokasi di Beratan
Indah Serasi yang merupakan
aset pemda. Karena syarat un-
tuk bisa mendapatkan bantuan
dari pusat yakni Pemda harus
menyiapkan lahan. 6 des
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Penciutan Anggaran,"
Dua

Disbud
Program
Dipangkas

. NUSAEALI/DESAK

I Gusti Ngurah Supanji

TABANAN, NusaBali
Keterbatasan anggaran

Kabupaten Tabanan tahun
2019 membuat dua pro-
gram di Dinas Kebudayaan
(Disbud) setempat terpaksa
dipangkas. Dua program
dimaksud yakni pembinaan
sen.i budaya dan rekon-
struksi kesenian ditiadakan.
Padahal dua program ini,
terutama rekonstruksi amat
penting untuk memulihkan
kesenian yang hampir pu-
nah dan punah.

Kepala Disbud Tabanan I
Gusti Ngurah Supanji men-
gakui program itu amat
penting. "Mudah-mudahan
tahun depan dua program
ini bisa jalan," ujarnya, fu-

mat (I7 /5). Menurutnya,
program rekonstruksi san-
gat perlu untuk memulih-
kan kesenian yang hampir
punah. Buktinya sejak pro-
gram ini diwujudkan tahun
20L7, beberapa kesenian
yang nyaris punah berhasil
ditampilkan kembali. Sep-
erti Tari Leko, Gong Slond-
ing dan beberapa kesenian
lain. "Karena keterbatasan
anggaran, maka kami lak-
sanakan program sesuai
prioritas," akunya.

Tak hanya pemangkasan
program karena pengu-
rangan anggaran, lanjut
Supanji, dana PKB pun ikut
kena imbas. Saat ini angga-
ran PKB tahun 2019 di Ta-
banan hanya Rp 1,6 miliar,
tahun 2018 sempat Rp 1,9
miliar. "Meskipun begitu
kami tidak patah semangat,
kami akan maksimalkan pe-
kerjaan terutama melestari-
kan budaya Bali khsusnva di
Tabanani' tandasnya,

Meskipun program rekon-
truksi kesenian ditiadakan, ia
mengaku tetap mengidentifi -
kasi sejumlah kesenian khas
Tabanan. Rata-rata per tahun
Disbud mengidentifi kasi tiga
kesenian. "Masyarakat yang
selama ini memiliki kesenian
khas yang belum terekspos
bisa diberitahu ke kami."
pintanya.6 des

I
ry

?
I
b-



I

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwat<ilan provinsf Sali

Pura Dadia di Nusa Penida

nawan mengatakan, mereka
diperiksa selama 4 jam. Untuk
mengumpulkan keterangan
saksi terkait kasus tersebut,
di mana penyelidikan kasus
dugaan korupsi ini dimulai
seiak bulan Maret 2019. "Kami
sudah sempat mengecek ke lo-

lkasi obyek penerima bantuan
litui' ujarnya.
I Diakui saat turun pemban-
lgunan pura memang ada akan
Itetapi belum kelar. Penyidik
itengah mengumpulkan dan

I(epala Disbudporp

KlungkungDiperi sa
Penyidik tengah mengumpulkan dan

menyiapkan berbagai dokumen, untuk
pemeriksaan kerugian negara oleh BPK

atau BPKP

SEMARAPURA, NusaBali
fajarzrn Sat Reskrim Polres

I Klungkung mendalami kasus
dugaan korupsi hibah Pem-
bangunan Dadia Arya Kenceng,
Banjar Cubang Dusun Cemu-

menyiapkan berbagai doku-
rnen, untuk pemeriksaan keru-
gian negara oleh BPK :rtau
BPKP, untuk mengecek apakah
ada unsur kerugian negaranya.

IJntuk di Klungkung ada
8 pent:rima bantuan hibah
untuk urusan kebudayaan
di Kabupaten Klungkung,
rnengembalikan dana hibah
sejak lrebruari 2019 ke kas
daerah dengan nominal hing-
ga Rp lmiliar lebih. Pasal-
nya penerima hibah yang

lik, Desa Sakti, Kecamatan
Nusa Penida, Klungkung, seni-
lai Rp 420 juta. Setelah memer-
iksa sejumlah panitia, petugas
meminta keterangan terhadap
Kepala Dinas Kepemudaan dan

bersangkutan rnerasa tidak
mampu mengerjakan tepat
waktu dari dana tersebut.
Oleh karena itu daripada mer,
eka harus berurusan dengan
hukum, merel<a lebih memilih
mengembalikan uang negara
itu. Dalam hal ini penerima
hibah untuk Pura Dadia Arya
Kenceng, Banjar Cubang,
Desa Sakti, Kecamatan Nusa
Penida, Klungkung, senilai
Rp 420 juta juga mengemba-
likan dana tersebut ke Badan

Olahraga (Disbudpora) Klung-
kung I Nyoman Mudarta, )umat
(17 /s) pagi.

Selain Mudarta, petugas
juga meminta keterangan ter-
hadap Bandahara Bantuan
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Gusti
Ayu Purnami, mengenai hibah
tersebut. Mereka sama-sama
dimintai keterangan sekitar
pukul 09.00 Wita.

Kasat Reskrim Polres
Klungkung AKP Mirza Gu-

Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD)
Klungkung, Senin (1113) lalu.

Namun karena mereka
membawa uang tunai yang
dibungkus plastik, maka uang
itu belum bisa diterima dan
yang bersangkutan diminta
via transfer. Pengembalian
dana hibah harus dilakukan
transfer ke kas daerah. Karena
pengembalian itu tercatat
setelah menerima Surat Tanda
Setoran (STSJ. -6r wan
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PUPRKP Tqbanan Anggarkan Rp 11 M

untuk Perneliharaan ]alan
\./

TABANAN, NusaBali
Tahun 2019 Dinas Peker-

jaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, dan Kawasan
Pemukiqran IPUPRKP) Kabu-
paten T4banan menganggar-
kan clana pemeliharaan jalan
sebesar fp 3,1 miliar. f umlah
ini berku'rang dibanding pada
2018 lalu yang sebesar Rp 3,8
miliar.

kilometer sudah dihotmix.
Di tengah keterbatasan

anggaran dan skala priori-
tas pembangunan lainnya,
tentu tidak seluruh ialan
kabupaten bisa tuntas untuk
program hotmix, melainkan
dilakukan bertahap. "Tahun
ini kami juga prioritaskan
pemeliharaan ialan sebesar
Rp 3,1 miliar," ungkap Yudi-
ana, Senin [6/5).

Diakuinya memang ang-
garan pemeliharaan Rp 3,1
miliar berkurang dari ang-
garan tahun 2018 sebesar
Rp 3,8 miliar. Meskipun

demikian anggaran ini akan
dipergunakan maksimal.
"Pemeliharaan jalan sebagai
upaya menjaga kualitas jalan,
d,an hanya untuk pengadaan
material dan upah tenaga,"
imbuh Yudiana.

Yudiana mengakui biaya
pemeliharaan rutin ini di-
gunakan untuk melakukan
perbaikan ruas jalan dengan
kondisi kerusakan tidak lebih
dari 5 persen. Dan tentunya
disesuaikan dengan perkem-
bangan keadaan ruas jalan
sesuai dengan tingkat keru-
sakan. Begitupun perbaikan

Kepala Dinas PUPRKP Ka-
bupaten fabanan I Made Yudi-
ana, nrenjelaskan panjang jalan
Kabupaten Tabanan sepanjang
863,218 kilometer, dari total
tersebutL seplrjTr 663,170

jalan rtilakukan, menyesuai-
kan f:rktor cuaca, keterse-
diaan bahan, serta tingkat
kerusakart.

Sel;rin'pemeliharaan ja-
lan, kata Yudiana, tahun ini
program hotmix akan diren-
canakan rtrntuk emDat ruas
jalan yang didanai dari dana
alokasi khusus IDAK). Di
samping ada juga yang di-
danai dari BKK Provinsi Bali
dan BKK Kabupaten Badung.
"Namun untuk bantuan BKK
Provinsi Bali serta Kabupaten
Badung masih menunggu
SK untuk ruas yang akan

mendapatkan alokasi dana
itu," tuturnya.

Adapun ruas jalan yang
akan ditangani DAK adalah
jalan Banjar Selabih - Bukit
Tumpeng, ruas Mekayu - Pan-
coran Kecamatan Selemadeg
Barat, ruas jalan Desa Ser-
ampingan - Kelecung Keca-
matan Selemadeg, dan ruas
Jelijih - Munduk Ulan.

"Pengerjaan untuk em-
pat ruas jalan tersebut ma-
sih proses tender. Diharap-
kan jika tidak ada kendala,
pertengahan funi sudah mulai
kontrak," tandasnya. .eL des
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Kediri dan Tabanan Ha@i
KendaladiPPDB 201 g

Kecamatan
Tabanan

kekurang an 2
ruang kelas SMP

untuk menampung
64 siswa lulusan

SD. Di Kecamatan
Kediri kurang 4
kelas untuk 128

siswa lulusan SD.

TABr\NAN, NusaBali
Komisi IV DPRD Tabanan

bersama Dinas Pendidikan Ta-
banan gelar rapat koordinasi
terkait penerimaan peserta
didik baru (PPDB) tahun ajaran
201912020 di ruang Komisi VI

DPRD Tabanan, Senin t13l5).
Dalam rapat itu dibahas dua ke-
camatan yang menghadapi ma-
salah karena kekurangan kelas
akibat kelebihan murid SD yang
tamat. Dua kecamatan tersebut
yakni Kecamatan Kediri dan
Kecamatan Tabanan.

Berdasarkan data dari Di-
nas Pendidikan Tabanan tahun
2079, di Kecamatan Tabanan
siswa yang lulus SD sebanyak
928 orang atau memerlukan
sebanyak 29 kelas. Sedangkan
daya tampung di Kecamatan
Tabanan sebanyak 864 orang
atau27 kelas dari empat seko-
lah yakni SMPN 1 Tabanan,
SMPN 2 Tabanan, SMPN 3 Ta-
banan, dan SMPN 6 Tabanan.
Akibatnya kekurangan 2 kelas
untuk menampung 64 siswa.

Sementara di Kecamatan
Kediri jumlah siswa SD yang
lulus sebanyak 483 anak atau

memerlukan 15 kelas, sedant
gkan dari 5 sekolah yang ada
di Kecamatan Kediri hanya
memiliki daya tampung 356
orang atau 11 kelas. Sehingga
kekurangan lagi 4 kelas untuk
menampung 128 lulusan SD.

Ketua Komisi IV DPRD
Tabanan I Made Dirga, me-
nyarankan agar mencari solusi
sedini mungkin untuk men-
gatasi kekurangan kelas itu.
"Sebenarnya hal seperti ini
sudah terjadi berulang-ulang,
harusnya dipikirkan seiak dul$
dan rapat sekarang sudah disf
ampaikan solusinya oleh eksef
kutif. Jadi saya menyayangka$
agak lambat," ungkapnya. I

Menurut dia, sosialisasli
terkait aturan baru dari pusaf
iuga harus gencar dilakukart.
Karena keluhan orangtua, me*
eka belum paham aturan PPD$
yang baru. "Kalau sudah me-

mahami, mereka sudah tahu
tempat-tempat sisw;r yang
sesuai zonanya," kata Dirga.

Kerrena diwajibkan untuk
mengikuti aturan di pusat,
masl,arakat juga diharapkan
sering browsing di internet
terkait aturan PPDB yang
baru. "Masyarakat mohon ikuti
atur.rnnya. Kalau tidak diikuti
maka Dapodik sekolah itu bisa
merah," tandasnya.

Hal senada iuga disampaikan
anggota Komisi lV, I Gusti Kom-
angWastana, I Nyoman Sudiana,
dan I Wayan Wiryadana.

Terkait hal tersebut Sek-
retaris Dinas Pendidikan Ta-
banan I Wayan Udayana Sos-
iawan mengatakan teriadinYa
kekurangan kelas itu masih
akan dikoordinasikan dengan
pimpinan. Namun sudah ada
rencana bahwa siswa Yang
tidal< tertampung dibawa ke

lisasi sudah, tetaPi sekaran
sekolah penuniang terdekat
dari tempat tinggal Yang sesuai
KK. "Misalnya siswa dari Kediri
tidak dapat sekolah di Kediri,
dibawa ke SMP di Marga den-
qan catatan di sekolah tersebut
irasih tersedia temPat. Namun

iika sudah 
!._ryh 

tttr"l harus

ke sekolah swasta," ujarnYa'
Menqenai sosialisasi aturan

PPDB 2019 diakui Sosiawan
sudah dilakukan bersama
dengan kelomPok keria kePala

sekolah IK3S). Mereka ini Yang
meneruskan ke sekolah dan
orangtua murid. "fadi sosia-

kami akan lebih gencar agqr
para orangtua siswa mengeT-
ti," tegasnYa.

Ditambahkannya, selal
dui Kecamatan Kediri dafn

Kecamatan Tabanan, delaP{n
kecamatan lainnYa tidak a{a
masalah kekuringan kelaP'
Hanva di dua kecamatan qafa

meikipun Tabanan sud,d!
*"^U,i"t sekolah baru YakPi
SMPN 6 Tabanan dan SMPNI5

xLJiri. 
t'x"t"u secara umum Pi

Tabanan kelebihan 21 kelPs

namun karena ada aturln
zonasi inilah Kecamatan Ke$l-

;i;;; Tabanan ini meni{di
krodit," kata Sosiawan'

Rapat Yang berlangsRaPat Yang berlangsung
iam t6rsebutielain dihari o
binas Pendidikan Tabar
iue" m"ngh"airkan K3S, Ke

rr,rftxs sMP dan Ketua Ml
SD.6 des
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Utang Pengungsi di BRSUD

Tabanan Capai Rp 99 Juta
TABANAN, NusaBali

Erupsi Gunung Agung yang
terjadi pada 2077 lalu membuat
ribuan warga mengungsi hingga
wilayah Kabupaten Tabanan.
Dalanr pengungsian itu ada be-
berapa pengungsi yang sakit dan
harus dirawat di BRSUD Tabanan.
Namun hingga saat ini belum ada
kejelasan klaim pembiayaan yang
mencapai Rp 99 juta lebih.

Kepala Bagian Keuangan BR-
SUD'fabanan I Nengah Juliasa,
mengatakan saat itu pengungsi
yang berobat ke BRSUD Tabanan
sebanyak BB orang. Dari jumlah
itu total besarnya tagihan men-
capai Rp 99.066.200 untuk biaya
pengobatan. "Terkait itu kami su-
dah melakukan pengajuan klaim
ke Dinas Kesehatan Provinsi
Bali, dan sesuai prosedur akan
diteruskan oleh dinas provinsi
ke Pemkab Karangasem," kata

rangasem ini. Karena merupakan
bencana dan ada sisi kemanusian-
nya. Tetapi tetap harus mengikuti
prosedur dan koordinasi dengan
dinas terkait," tandasnva.

.Terkait tunggakan 
-biaya 

pen-
gobatiln pengungsi dari Kaian-
gasem di BRSUD Tabanan untuk
B€ pengungsi sebesar Rp 99 juta,
Kadis Kesehatan Kabupaten Ka-
rangasem I Gusti Bagus putra
Pertarna, mengatakai se,luruh
data trrnggakan telah dicatat dan
telah pula dilaporkan ke BpBD
(Badan Penanggulaqgan Bencana
Daerah) Karangasem.

"Silakan tanyakan lebih lan-
jut ke BPBD, data sudah kami
serahkan, data itu disetorkan ke
BNPB (Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana) untuk klaim,"
ujar Gusti Bagus Putra Pertama,
Selasa (7/5).

Senrentara Kepala Pelaksana

Juliasa, Senin (6/5).
Meskipun telah diajukan

klaim dan hingga saat ini belum
cair, diakui Juliasa piutang yang
belum dibayarkan selama dua
tahun itu tidak mengganggu
keuangan BRSUD Tabanan. Ter-
masuk juga ketika ada pemer-
iksaan BPK tidak terjadi ma-
salah karena dokumen pasien
telah lengkap sekaligus piutang
itu telah diaudit oleh BPKP
(Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan). "Tidak menjadi
temuan BPK karena dokirmen
telah lengkap," ungkapnya.

Dan untuk bisa mengatasi
piutang yang belum dibayar
ini, langkah selanjutnya yang
bisa dilakukan adalah mem-
proses piutang ke KPKNL (Kan-
tor Pelayanan Kekayaan Negara
dan LelangJ Denpasar. Dimana
prosedurnya harus dilakukan

BPBD Ktrangasem Ida Bagus
Ketut Ar. ,rbawa, mengatakan bi-
aya p€ngobatan untuk pengungsi
di seluruh Bali, selami birlalu
tanggap darurat status awas Gu-
nung.Agung, terdata sebesar Rp
4 miliar.

. Tunggakan itu telah dilaporkan
ke BNPB. Pihak BNPB berkoordi-
nasi dengan BPKP Wilayah Bali,
dan telah dilakukan sinironisasi
atau, diverifikasi, ternyata yang
layak ditanggung sebesir 4p eOd

kekurangan. biaya p{ngobatan,
aKan olcankan soluFinya me_
lalui rapat Selasa [1,4/5j, yang
dipimpin _BupatJ Ka/angasem,;
katanya. 6 des, k1g

konfirmasi kepada pihak yanf
berutang yakni Pemkab Karan--
gasem. "Konfirmasi diiakukan
sebanyak tiga kali, jika tidak ada
kejelasan maka pihak BRSUD Ta-
banan bisa mengajukan piutang
ke KPKNL," tegasnya.

Diakui juliasa, proses pengaf
juan piutang ke KPKNL pernaf
dilakukan oleh BRSUD terhadap
piutang-piutang berjumlah kecil
yang dulunya dimasukkan ke

kan kepada piutang pengobatan
untuk pasien pengungsi asal lt/

juta. /
."ladi tunggakan bia,;ia pen-

gobatan Rp 800 juta tg,lah kami
laporkan berkasnya rke BNpB,

!i.ngg.f menunggu r{lisasinya.

dalam kerugian rumah sakit.
Tetapi sejak 2013 lewat audip
BPK, piutang-piutang ini tidaft
boleh tagi dimasukl.rn ke kerugiair
rumah sakit tetapi harus ditagih.
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kab Bangli
Rehabilitasi
ngan Irigasi

Pemk
Segera

l0lari
Panjang jaringan irigasi

di Kabupaten Bangli
143.488 Km, terbagi

menjadi 46 Dl.

BANGLI, NusaBali

Swetaambara, Senin (20/5). Dit-
ambahkan, untuk peningkatan
jaringan irigasi, PBmkab Bangli
melalui dana ABPD menyasar
dua Dl meliputi DI Lagaan keca-
matan Bangli dengan anggaran
sebesar Rp 402.126.347 dan
DI Bangkiangsidem Kecamatan
Tembuku dengan anggaran Rp
400.000.000. ";ika ditotal kes-
eluruhan anggaran rehabilitasi
jaringan irigasi tahun ini lima
miliar lebih. Panjang jaringan
irigasi di Kabupaten Bangli
143.488 Km yang terbagi men-
iadi 46 Dl," ielasnva.

Sesuai perenianan, jarin-
gan irigasi tidak lagi memakai
pasangan batu, namun meng-
gunakan beton precast. Keun-
tungannya, harganya lebih mu-
rah juga tidak mudah bocor.
"Pengerjaannya lebih mudah
dan efisien, juga tidak mudah
pocot" tandasnya, Terkait per-
baikan DAM Tamansari, Baniar
Sidembunut, Kelurahan Cempa-
ga, Bangli pasca banjirbandang,
Agus Yudi mengatakan diajukan
pada angggaran tahun 2020,
begitu pula dengan jaringan di
wilayah Tegalalang, Keluiahan
Kawan Bangli. 6 esa

Tahun ini, Pemkab Bangli
akan merehabilitasi jaringan
irigasi di sepuluh daerah iri-
gasi (DI). Pemerintah pusat
mengucurkan anggaran dana
alokasi khusus [DAK) sebe-
sar Rp 4.326.688.000 untuk
rehabilitasi jaringan irigasi di
delapan DL Sementara Pemkab
Bangli kucurkan dana APBD Rp
402.526.347 untuk perbaiki
dua DI. Total anggaran keselu-
ruhan Rp 5 miliar lebih.

Kabid Pengairan Dinas pe-
kerjaan Umum Bangli, Agus
Yudi Swethaambara, men-
gatakan perbaikan jaringan
irigasi rutin dianggarkan tiap
tahunnya melalaui anggaran
APBD dan DAK. Peme-r-intah
Pusat mengucurkan anggaran
dana alokasi khusus {DaXl
sebesar Rp 4.326.688.000
untuk rehabilitasi jaringan iri-
gasi di delapan DI. Perbaikan di

. NUSABALI/EKA SRI

lGbid fungairan Dinas Fekerjaan Umum
Bangli, Agus Yudi Swethaambara.

Kecamatan Tembuku meliputi
DI Tambahan dengan anggaran
Rp 500.000.000, DI Tampuagan
I Rp 700.000.000, DI Umelawa-
ng Rp 230.000.000. Kecamatan
Bangli meliputi DI Tamanbali
Rp 700.000.000, dan DI yeh
Badung Rp 409.688.000.

Perbaikan di Kecamatan Su-
sut meliputi DI Manuk den-
gan anggaran Rp 600.000.000,
DI_Pengiangan Kawan Rp
687.000.000, dan DI Lum-
buan Rp 500.000.000. "proses
pengambilan kegiatan telah
memasuki tahap pengecekan
dokumen perencinain sebe-
lum dikirim ke Unit Layanan
Pengadaan (ULP) untuk di-
tenderkan," terang Agus yudi

9tqEo zlEdisi
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Usaha BPI( Rl perwal<ilan provinbi Balidan Tata

rogrim UHC-II(N di Buleleng Dekati 100%
* Bupati Agus Suradnyana siapkan Tambahan Dana Rp 2g,sMiliar

SINGAMJA, NusaBali Suradnyana. ,, Sementala itu, Ke_pala BPIS
Pemka'bAulelengilerkomit- U.ntlr\< mencover seluruh {.9::F!1" Cabang Singarafa,

men melaks"n"t"i-i.o!.". penduduk dalam p^rogra.m UHC- EIIy Widiani, mengungkapkin
Universal Health Cove"rase JKN, kata Agus Suradnyana, pihaknya tidak meragukan
(UHCJ-Jaminan Kesehatin Pemkab Buleleng memiliki ke- komitmen Pemkab Buleleng
Nasionai []KN) di tahun 2019. wajiban menyiapkgl anggaran galam t.".Tlty]-LB-"wa-jiban
Hingga sait ini, jumlah warga sebesar Rp 42,8 miliar, sedan- program UHC' BPJS Kesehatan
yarig'sudah aiitutt"rt"Lin gkar Pemprov Bali sebesar Rp memberikan.ap_re-siasi atas
'dala"nr 

program tersebur ielih 44,5,miliar. Dalam APBD Induk upaya Pemka.b .Buleleng un-
mencdpai 7g0.304 .;;;;; 201.9, Pemkab Buleleng baru tuk menjaminkan selirruh
atau 96,58 persen a".l--iol mengalokasikan dana Rp 14,3 gendud1l.,!uleleng dalam
tal 818.289'jiwa pencluduk miliar. le^dangkansisanya,sebe- 

program UHC ini.
Buleleng. Preitasi Vrni ruauf, qglnla,S.mjliar, diraircang di --__Sampai 

saat ini, kepeser-
mendeliati angka igg"persen APBD Perubahan 2019. taa.n,T,asy1f9.{at Buleleng yang
ini jauh m"rut"irri tar;"i;;;i: Agus Suradnyana penjg]11 li9ilb",.-l$N sebanyak-96,55

. kan, penganggaran dana UHC persen-. Jadi, penduduk yang
EenomhungkeHol-l5Kolon I yang'tidlk iJpenuhnya pada belum ber-JKN hanya sekitar 5

APBD Induk merupakan bagian
dari sEategi perencanaan. MJnu- peresn " papar EtlyWidianiyang
rut dia, banyak pembangunan ha{ir dalam acara kemarin.
strategis yairglriga harui dip- Dl;inggungterkaitdirtlly,l

onar sebanvau ,t ou.::,:.^ ^,,^ iii,il;fi'"pJft5"';';.#ilil Jr'J; 1v" irii,?ill,"yli.ifji [""risun
^ Bupati Buleleng, ol,-",lgy: ffi;i#;i daerah. pihaknya o"i;f;;;, ;"'""i"1el'iy, r,rrSuradnyana, p'" T:liiTii i#'il;ffi;;;;;"1#ffi: itu berk-aitan a"ngrn iiitu.
seluruh tansgunsan btfl:.r^1:g il?'d;fi;*k merancang ang- rujuk terinte$;i?;; riit".
menjadi kewajiban kt!,iql!,"" *ili-ri*6"r-,annanti. .uiur."n u"i];-nj";;-;;u."
akan terpenuhi' Pemkab^ Bule- *';;u', 

iiu, egu, Suradnyana oniine. use6ut(in,'seiururr
lengsiapkan tambahan danaRp 

i"g" ".l""ri*" 
pihak Bpf S untuk peserta JKN-KBS sudah didaf-

28,5 nriliar. Hal ini disampaikan fi3;i'lii,;;"tir atas keterse- rarkan pla" r"rirltir t 
"retrat"nBupahAgusSuradnyanamembu- ;;; il;;;;" 

"r"_'i"ii"ir,ri 
Jrasteiliingt<aip".lr.*, Uir.

ka kegiatan sosialisa-si faminan p;;k#tf;i"i"il".'?e;i,il;;i. i,ust<esri,as,-ntinif,it* Jor.t"r
Kesehatan Nasional-Krama Bali ";;;,l;; ::j;h ;?"r;;;.ili \gl.uq.eq untur.,"g-un y"ng
:eh:!qKN.-5BS),di RSUD Bule- :i,'.:i;T-l,ataan komitmen qraifti.lan oi"lt l?."iint"aleng' ,'rlan Nguran Kal slngara,a, pemerintah daerah untukmem- daerah, Peserta itu didaftarkar\Senin[20l5J. bavar iuran pBI Daerah basi padaFaikestingkatpertamadi

Bupati Agus Suradnyana ;;il;;j;i.;;i.i;;;;il;id# buskesmas.
menegaskan,.aspek kesehatan i*i."" i"fl_ prosram UHC,,, MenurutElly,dalamhalpeser-
merupakan hal yang sansa,t ;ffi;B;;;J;;";iil;;- ta IKN tidak bisa ditangani dipenting .untuk diurus oleh . til,i;;;;;ffi;";;;, Brl;,& Faikes pertama,yangb6rsung,
pemerlntan oaeran, Karena kutan berhak dirujuk ke fasilitas
menyangkut pelayanan dasar yang iuga meniabat Ketua Dpc pelayanan lanjutan, yaitu rumah
vang rnenentut<an tna9.\s.fg1; 'pDiF iil[[il'i;i,-' "-'-- "' " satiiGst ryaniun,rumahsahtitubangunan_ Manusia (PM) di -p";;;;;rnlain,AzusSurad- 

sendiiit6rdiridariripeD,TipeC,
Buleleng. .Karena itu, Pemkab nv"n" ,-"-n?;;ik;; ;r;r;il'"f, Tipe B, dan Tipe A
Bulelengakanmenambah-ke-bu- ,6;u111t"t fj"yananyangbelum "sebenarnya, dari puskes,
tuhan dana-talggu^n_gal melalui ot'ti.ii dari'BpJS i<"rEt "tin, 

mas bisa sajaiangsun_g dirujuk
o'P,?,,';itoi,:il 

1?13,, 0"". i:1"'ft1*'mtm;*:*: filit*itTffi'liff'f,?11
ganggaran tidak (lagi) konser- -rrvrr"k"i a*i p"it"i.l, f." tuhkan tidak ada di rumah sakit
vatif, tidak_akan f-y1pT",lq ii Rsub guleleng ru."ri r"ngiung. Tipe c atau Tipe A. contohnya,
depan (APBD Induk, RedJ. Kami Hal ini i"ne"[ merusik; ;i_ spesialis Onkologi dan Urologi,
masih ada anggaran perubahan. syarakat ying .em"butuhlan adalah dokter-do]<teryanq_tidak
Kami sudah upayakan sutnber- p'el"v"n"n"kurEnitan""rir"-* ada di rumah sakit Tipe C dan
sumter pendapatan di.teng,ah ,,Sayaminta"tseirias'}"t<ai 

Jipg 
p. fadi, masyarakat da4

ini dengan baik. Progratn. UHC ke nSUO Buleleng segeoifU*a {.askeg 
pertama. bisa lqlgsulg

rni pqst] akan tercover di ABPD jangan r"nung'gu B"iilj",il dirujuk- ke rumah sakit Tipe 8,1'

Perubahan, itu tanggung;awab 'Bila" perlu, bejo"k saya p,iri* jelas Elly. @ k19
pemer intah daerah, " tegas Agus_ 

;3llil #:lil,rrr"#x:iilll;T,.,T:
terang Agus Suradnyana yang
notabene mantan Ketua Komisi
III DPRD Bali !!gqkalipelode,
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Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsjgali

Soal Biaya Medis Pengungsi Gunung Agung \

Piutang Rp 13 Juta,
Diakui Rp 4luta

SINCAMJA, NusaBali
Piutang RSUD Buleleng Yang

muncul dari tindakan medis
terhadap para pengungsi Gu-
nungAgung antara tahun 2017'
201.8, hanya dilunasi sebesar
Rp 4.000.000. Nilai itu jauh
diri keseluruhan biaya medis
yang dicatat sebagai Piutang
oleh RSUD Buleleng sebr:sar RP

130.000.000.
Direknrr Utama IDimt) RSUD,

dr Gede Wiartana, didampingi,
Kepala Sub Bagian (Kasubag)
Perbendaharaan dan Mobilisasi
Dana RSUD Buleleng, I Gusti
Ngurah Ketut Suhastika, Senin

[20/5) mengaku,saat menerima
kiriman pengungsi, PihaknYa
mencatat dan memastikan data
kependudukan dan status asal
pengungsi masuk radius terd-
mapak erupsi Gunung Agung.

Bahkan, untuk nrenrastikan
data pengungsi itu, nraneiemen
rumah sakit berko|dinasi ke
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD). Karena
data tersebut dinyataan valid,
pengungsi yang membutuhkan
perawatan baikrawat jalan mau-
pun opnanre dilayani berdasar-
kan standar operasional Prosedur
[SOP) yang berlaku di rumah
sakit. "Kami sudah metllastikan
kalau Nornor lnduk KePendudu-
kan (NIK) dan pengungsi masuk
daerah terdampak cruPsi Gu-
nung Agung dan katrti cocokan
ke BPBD dan semua berkas itu
kami usulkan dalam permoho-
nan biaya peFwatan ke Pemkab
Karangasem dan diteruskan ke
BPBD Balii' katanya.

Menurut Wiartana, setelah
pihaknya mengrkuti raPat Pem-
bahasan pelunasan biaya Pera-
watan perguugsi akhir Pekan
lalu, terrtyata dari usul.rn Pelu-
nasan Rp 130 juta, diputuskaD
yang dilunasi sebesar RP 4 juta.
Alasan karena berkas yangYang
dianggap layak senilaiy'ang diba-
varkan. Padahal usulatt Yangdia-
jukan rtu sudah berdasrkan hasil
pemerikaan Badan Pemeriksa
Keuangan Pernerintah (BPKP).
"Kami tidak tahu kok sebagian
besar data itu dianggap tidak
layak, padahal senrua Pasien

Edisi : Setaca 2l net vo g
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Densunssi itu kita pastikan ke
bea"o ain suaafr aipirika BPKP,

namun sekarang dibilang tidak
layak," jelasnya.

Dirut Wiartana menambah-
kan, terhadap pembayaran Yang
tidka 100 persen, pihaknya akan
mengkaji dan meminta Petun-
luk lebih lanjut kepada BuPati
Buleleng Putu Agus Suradny"na
Apalagi masih ada pelua ng
karena, untuk sisa Yang belum
dilunasi akan dilakukan Pen-
elusuran lebih lanjut terhadap
itu data perawatan pengungsi
cun ung Agung di beberapa
rumah sakit di Bali termasuk
RSUD Buleleng.

Untuk penelusuran ini di-
janjikan akan difasilitasi Dinas
Kesehatan fDiskes) Bali. "(rami

menunggu keputusan lanjutan
yang akan difasilitasi provinsi,
termasuk kondisi kini akan kami
mintakan petunjuk ke pimpinan
kita didaerah, sehinggaada solusi
terbaik dari masalah inii' jelasnyz.

Untuk diketahui, RSUD
Buleleng menunggu realisasi
pembayaran biaya perawatan
pengungsi Gunung Agung Yang
sempat dirawat di RSUD. Dari
80 pengungsi, total biaya Pera-
watan itu pengungsi dari Kabu-
pateri Karangasem itu senilai RP
142.768.900. lumlah ini kemu-
dian diaudit oleh BPKP di mana
nilai piutang yang dinyataan
layak sebesar Rp 130,876.300,
sehingla ada kelebihan lagi RP

1.1..892.600.
Setelah pengungsi kembali ke

Karangasem, RSUD menga jukan
permohonan Pembayaran bl-
aya pemwatan kepada Pemkab
Karangasem. Permohonan itu
kemudian diteruskan ke Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

IBPBD) Provinsi dan ke Badan
Nasional Penanggulangan Ben-
cam (8NPBJ PusaL Setelah lama
tidak jelas kapan akan dilunasi,
RSUD menghadiri pembahasan
pembava ran biava Perawatan
fengungsi GununjAgirng di Pem-

kab Karangsem belum lama ini.
Sayangnya, dari usulan itu baru
bisa dilunasi sebagian kecilnYa
saia, sedangkan sisanF dinFta-
kan tidak layakdilunasi. 6rk19
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Pembangunan Balai Budaya Graha Mangu Mandala , (
Pemkab Gelontor Rp 18 M Lagi v

untuk Bangun Ruang Perte uan
MANGUPURA, NusaBali

Pembangunan gedung Bflai
Budaya Graha Mangu Manftla
di Puspem Badung yang $e-
nelan anggaran Rp 317 miliar
ditarget rampung pada SePtem-
ber 20i9 mendatang. Namun di
tengah pengeriaan gedung balai
budaya, Pemkab Badung bercn-
cana menambah gedung untuk
ruang pertemuan. Untuk m$re-
alisasikan $edung Pertemqan,
pe mkah rnciryiapkan,anggahan
Rp 18 miliar,

(epala Bfdang (Kabid) CiPta

Karya Dina$ Pbkerjaan Umum
dan Pe.nataan Ruangan IPUPR)
Kabupaten Badung IGA Ngu-
rah Arinda Trisnawati, men-
gungkapkan pengeriaan Proyek
pembangunan Balai BudaYa

Graha Mangu Mandala saat ini
terus dikebut. Bahkan, PihaknYa
tak menampik lika kini diang-
garkan kembali Rp 18 miliar
untuk petnbangunan ruang
pertenluan serta Pemasangan
fasilitas nrekanikal, elaktrikal,
dan p/umbing (MEPl.

"ladi, nanti akan ada tem-
pat untuk pertemuan' Begitu

iuga penyediaan fasilitas Yang

. NUSABALVARI SISWANTO

PEMBANGUNAN Balai Budaya Graha Mangu Mandala di Puspem

Badung masih berlangsung. Bahkan Pemkab Badung akan menam-
bah ruing pertemuan di balai budaya tersebut. Untuk itu Pemkab

Badung menambah anggaran sebesar Rp 11 miliar guna merealisasi-

kan gedung pertemuan beserta sarana dan prasarananya'

;.*ni'*g aitut pttt.tutn
tersebut," ungkaPnYa, Sabtu
(2s ls).

Arinda menjelaskan, Pem-
bangunan ruang pertemuan ini
dimaksudkan untuk menambah
fasilitas di Balai BudaYa Graha
Mangu Mandala. Sebab, ge-

dung tersebut tidak saja akan

digunakan untuk ajang atraksi

-r.i.ntan. M.riinttn t.mrigui
untuk kegiatan formal sePerti
pertemuan para seniman dan
pertemuan besar lainnYa.

Nah, dengan dianggarkannYa
pembangunan gedung Perte-
muan tersebut beserta fasilitas
MEB maka anggaran Yang dike-
luarkan otomatis bertambah.
"seluruhnya kini mencaPai RP

Ditargetkan pembangunan
gedu]ng yang digarap secara
multf years sejak 2018 dan
memiliki luas sekitar 1,8 hek-
tare {kan selesai pada Setember
2019 mendatang. "Target kami
Septbmber 2019 rampung,
sehingga nanti sudah bisa digu-
nakan," tandas Arinda.

iuga dilengkapi piranti Pen-
dukring lainnya seperti LED,
soudd system, dan lighting
yan! berstandar internasional.
Den$an begitu, tidak saja untuk

juga untuk pertuniukan konser
musik.

'acana pembangunan ge-

dun$ ini sebetulnya sudah mun-
cul $eiak era Bupati Badung
ke-1I, AA Gde Agung. Namun,
bani pada era Bupati Badung I

Nyoinan Giri Prasta pembangu-
naniVa terealisasl. e_ 

_asa
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Rp a0 Miliar untuk Penin

Puskesmas Abiansemal I Iadi Tipp c
MANGUPURA, NusaBali

Fasilitas pdnunjang di Puskesmas Abiansemal I dijalan
Ciung Wanara Desa Blahkiuh bakal ditambah. Penam-
bahan fasilitas tersebut sebagai upaya meningkatkan
Puskesmas Abiansemal I menjadi rumah sakit tipe c.

KeDala Dinas Pekeriaan Umum dan Penabrh Ru-
ang liUPRl Kabupaten Bddung IB surya
Suamba, mengungkapkan pemerintah --.- -
menggelontorkan anggaran Rp 40 miliar
untuk kegiatan fisik penambahan fasilitas
Puskesmas Abiansemal I, sebagai persiapan
peningkatan status menjadi rumah sakit tipe
C. Saat ini pihaknya sudah memulai tahap

siapannya,
perluorang

izin juga, bsilitas, dan

Ml. segalasesuatunya

l'ujarnya.
dl alat iuga tinggal

ngsementara bisakebutuhan
rumah sakit.
bisa dipredi

izin ini yang

susah,
Kalau

lama tidaknya.
kami cepat lebih baik,"

kata dr S a semDarl rap dengan
Abiansenalstalus

meniadi sakit C pelayanan kes-

lebih maksimal.ehatan
Dengan menjadirumah

lelang tender di Layanan Pengadaan Secara

Elektronik ILPSEJ Pemkab Badung.
"lya, betul Itender Peningkatan Puskemas

Abiansernal I, RedJ. Ini untuk persiapan men-

iadirumah sakittipe C," tutur Surya Suamba,
Senin [27l5].

Dalam dokumen tender, proyek diberi
nama Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengadaan Bangunan Kesehatan,Bangunan
K lin ik/Puskesm asl Laboratoriu m, Pening-
katan Puskesmas Abiansemal L Tertera
pula dalam dokumen tender bahwa proyek
sudah dibuka untuk umum seiak 24 Mei
2019. Lelang tender akan resmiditutup pada

I1 luni 2019 mendatang. Hin88a kemarin
sudah ada 12 rekanan yang berminat atas

orovek tersehut.' 
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan

fDiskes] Kabupaten Badung dr I Gede Putra
Suteia, membenarkan adanya kegiatan fisik
peningkatan PuskesmasAbiansemal l. Namun,
kata dia, sekali pun kewenangan puskesmas

ada dibawah Diskes, untuk kegiatan fisiktetap
ada di tim teknis, dalam hal ini Dinas PUPR.
"Begini, iniadalah salah satu persiapan untuk
peningkatan status Puskesmas Abiansemal I

meniadr rumdh sakit, Tapi Lidak ini saia per'

spesialis di sana.

lkit dalam, anak,
pula tiSa
laborato-

rium dan abastesi. Deng
yang memPrlukan Pela
ditangani.

Untuk dlkeuhui' saat

paslen
nan blsa segera

Pemkab Badung

memiliki s{banYak 13 P
bardienarl kecamatan.

iyangrcrse'
atan Petang
Abiansemalada dua p{skesmas, Ke

ada empatl Puskesmas, Mengwi
ada satu puskes-
dan Kecamatan
rberencana ure-

kecamatan
Kecamatan Kuta

I
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RusakMenahunTl Pen
MulaiDiperbaiki

SINGARAJA, NusaBali
Setelah dua tahun rusak dan

terbengkalai, akhirnya traffic
light (TLJ di simpang Kelura-
han Penarukan mendapatkan
penanganan. Proyek perbaikan
TL di persimpangan yang padat
ini sudah dimulai sejak Rabu
(22/5)lalu.

Kepala Dinas Perhubun-
gan Kabupaten Buleleng, Gede
Gunawan Adnyana Putra, Senin
[27 /5) rnengakui, perbaikan
TL Penarukan memang cukup
alot. Hal tersebut karena TL
Penarukan ada di ruas ialan
nasional, sehingga kewenangan
penanganan perbaikannya ada-
di pemerintah pusat.

"Memang prosesnya sangat
panjang, kami juga sempat kirim
suratlaporan belasan kali terkait
kerusakan karena masuk jalur'
padat dan potensi keselamatan
jalan sangat berisiko, akhirnya
baru ada sinyal terang, pada
Januari lalu," ielas dia.

Perbaikan TL simpang Pe-
narukan dikerjakan oleh peme-
nang tender PT Mortex, satu
paket dengan penambahan
rambu lalu-lintas, pemasangan
guardrail dan juga perbaikan
fasilitas keselamatan jalan lain-
nya, dari batas kota Singaraia
sampai batas kota Amlapura.

'Anggarannya Rp 1,7 miliaa
itu satu paket dengan perbai-

jaringan yang ala
tersedia dan tin
Proses perbaika
bersama paketnya
usai dalam emp
depan, termasuk
waktu pemeliha

Begitu alat di

heraan. Gunawan I

bau kepada pen
yang melalui sim
narukan agar tetap -hati
karena ada sejum material

k perbai-

sudah mengaju
mengaku
usulan ke

pernerintah pusat dibuat-
kanyellow box, ngat jalur
simpang Pena sangat pa-

kendaraandat dan dilalui o
besar seperti;tru
rial.6 k23 I

k mate-

beton tiang TL k{rin
lum dipasang keli$tril

rambu
masan-
r yang

an bagi
iannya

pir ber-
mulai
pema-

ng. Saat
unggu
sebe-

an dan
sudah
asang.
pu TLlpu 'l'L
rapkan

n mengim-
una jalan
ng TL Pe-

Edisi

Hal

: Selara zt nei totS
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Karya ruyetatr K;;; K;nemb;nD"r" Ad"t;;
Bupati Giri
Bantuan Rp

Prasta Serahkan
900 Juta

MANGUPURA, NusaBali mal pada Sukra pon Dukut,

^. 
BlRati Badung I Nyoman Jumat(3/5),diLapanganDesa

Giri.Prasta menghadiri rangka- Taman. eupati Ciii prlsta jugi
ian Karya Pika Yadnya, Nyekah menyerahi<an dana upaxara
Kurung Kinembulan, DesaAdat sebesar Rp 900 juta.
Taman Kecamatan Abianse- Bupati didampingr anggota

DPRD Badung I Nyoman Dir-
gayusa, tokoh masyarakat I

Bagus Alit Sucipta, Kadisbud
-Kabupaten Badung lB Anom
Bhasma, Kabag Humas Setda
Badung Putu Ngurah Thomas
Yuniarta, Camat Abiansemal
IGN Suryajaya beserta Tripika
Kecamatan.

Bendesa Adat Taman I

Made Kupasada didampingi
Ketua Panitia Bagus Putu Su-
parta, menyampaikan terima
kasih atas kehadiran Bupati
Badung, sekaligus membantu
karya ini. Selain mendukung
karya nyekah, program Bupati
Badung sudah sangat dirasa-
kan masyarakat. "Atas pio-
gram dari Pemkab Badung,
kemajuan pembangunan di
Taman sangat dirasakan
masyarakat," imbuhnya

Terkait karya dijelaskan,
sesuai agenda desa adat,
karya nyekah bersama ini
dilaksanakan setiao 5 tahun
sekali. Bila sawa sudah me-
lebihi dari 25, nyekah boleh

dilaksanakan pada tahun
ketiga. -Nyekah kali ini diikuti
sebanyak 65 sawa, sehingga
dapat dilaksanakan di tahun
ketiga," ungkapnya.

Rangkaian karya dimulai se-
jak 4 April lalu, puncaknya pada
Rahina Tilem Desta pada San-
iscara Wage Dukut, Sabtu (4/5).
Puncak,karya diawali dengan
upacara ngulapin, raja sewala/
raja singa, mendak tirta ning,
murwa daksina. Dilanjutkan
mesangih, mapetik/telubulanan,
pengaskaran, dan prelina. Pada
Redita Kliwon Watugunung, .

Minggu (5/5) nyegara gunung
ke Goa Lawah, mapamit ring
peyadnybn, kahyangan tiga, dan
nilapati. Nyekih diikuti sebanyak
65 sawa, mesangih 53 orang,
mapetik lan matelubulanan 46
orang, dan 37 orang meraja
sewala.

Bupati Giri Prasta menyam-
paikan secara umum proses
nyekah, dimana ada upacara
murwa daksina dengan meng-
gunakan sapi hitam (selem)

sebagai lambang linggih Betara
Siwa yang mengantarkan atma
menuju surga. Meajar-ajat ada
empat tempat yang disebut
catur loka pala yaitu Barat ke
Batukaru, Utara ke Beratan,
Selatan ke Uluwatu, Timur Ke
Goa Lawah. Setelah selesai
meajar-ajar, kembali ke bale
peyadnyan, ke siwa, pura khay-
angan tiga dan merajan/rong
tiga rumah masing-masing
disebut Dewa Pretista "Kami
harapkan upacara nyekah ini
dilaksanakan berdasarkan atas
sastra-sastra agama Hindu,"
narapnya.

Mengenai pembangunan
di Desa Taman. baik oura
kahyangan tiga, hingga pura
dadia dan fasilitas publik lain-
nya siap didukung Pemkab
Badung. Ke depan, di Ta-
man akan dihidupkan sektor
ekonomi, dengan menggerak-
kan peternakan ayam pedag-
ing dan koloni babi. Pasar
Desa Adat Taman juga siap
ditata. @ asa

-
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Kerap Dilalui /
Truk Besar, Ialan

SupratmanHancur
NEGARA, NusaBali

Jalan Supratman sisi se-
latan yang tembus menuju
falan Ngurah Rai, di Ling-
kungan/Kelurahan Pendem
fembrana, kondisi aspalnya
hancur. Pemicu hancurnya
jalan di tengah kota Negara,
itu dituding akibat truk-truk
besar yang kerap lalu lalang
menuju gudang truk di jalan
tersebut.

Dari pemantauan pada
Minggu [5/5J, kerusakan jalan
di Jalan Supratman ini tampak
mulai di ujung bagian selatan
hingga di depan gudang truk
milik salah satu perusahaan
onderdil kendaraan di kota
Negara. "Yang hancur hanya
di selatan saja. Memang di
sini sudah beberapa kali rusak
karena dilewati truk-truk be-
sar," ujar salah seorangwarga
setempaL

Menurut warga, perbai-
kan jalan yang sudah beru-
langkali rusak itu selama
ini dinilai kurang maksimal,
karena hanya sebatas tambal
sulam. Selain lalan rusak,
sejumlah trotoar di Jalan
Supratman ini tampak jebol,
dan air di selokan yang tertu-
tup trotoar itu kerap meluap
ketika terjadi hujan deras.

Sementara Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Pena-
taan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman [PU-
PRPKPJ Jembrana I Wayan
Darwin, dikonfirmasi Min-
ggu kemarin, mengatakan
jalan di falan Supratman itu
memang langganan rusak
akibat sering dilintasi truk
yang kelebihan tonase. Pi-
haknya juga sudah berulang-
kali melakukan perbaikan
di Jalan Supratman yang
merupakan jalan kabupaten
tersebut, dan berencana
akan kembali melakukan
perbaikan dengan meng-
gunakan dana operasional
pemeliharaan (OP). "Nanti
akan kamibahas. Masalah di
sana, memang karena dilalui
truk-truk besar," ucapnya.

Sedangkan mengenai
kerusakan trotoar di falan
Supratman itu, menurutnya
juga akan diperbaiki secara
bertahap. Untuk tahun ini,
direncanakan perbaikan
trotoar dari Jalan Ngurah
Rai, tepatnya depan Hard-
ys hingga memasuki Jalan
Pahlawan di depan Taman
Makam Pahlawan [TMP)
Negara. "Bertahap kami per-
baiki. Tetap kami perhati-
kan kerusakan-kerusakan
trotoar," ujarnya. 6 ode
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BangunDesaWisata,Sayan,

Rp t34 Iuta 
v

GIANYAR, NusaBali
Dana desa selain digunakan

pembangunan infrastruktur
demi memajukan desa, juga un-
tuk pengembangan desa wisata.
Seperti dilakukan Desa Sayan,

ecamatan Ubud, Gianyar. Desa
,rri menggelontorkan anggarall
Rp 134 juta untuk pengemban-
gan Desa Wisata Alam Bija.

Hal itu diungkapkan oleh Per-
bekel Desa Sayan I Made Andika,
Minggu (19/5). Pria asal Ban-
jar Penestanan, Desa Sayan ini
mengakui dana tersebut diambil
dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja -resa (APBDes) Tahun
2019. Desa Wisata Alam Bija
Sayan dikembangkan menjadi
wisata rekreasi water tubing dan
restauran Bijaku. "Sasat'annya se-
lain wisatawan asi{tg, juga men-
garah ke generasi milenial dan

anak-anak sekolah lokal. Karena.
bisa untuk mengedukasi mereka
tentang subak dan alam sawah,"
terangnya.

lde pengembangan desa wisa-
ta tersebut, jelas dia, dari Kelom-
pok Sadar Wisata (PokdarwisJ
dan Badan Usaha Milik Desa
(tsurnDesl Sayan. Sesuai hasil
musyawarah desa, pengemban-
gan alam bija di Banjar Amben-
gan, Desa Sayan ini disepakati
sebagai destinasi desa wisata.
Pengelola desa wisata ini oleh
BUMDes dan diawasi desa.
"sebenarnya itu sudah digarap
sejak tahun lalu, yaitu pem-
bangunan akses pavingisasi.
Dilanjutkan pada tahun ini
untuk pembangunan resto dan
water tubing itu. Kemungkinan
akan dilaunching, l funi 2019,"
ungkap Andika. 6 nvi
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Sisa Dana Guru Kontrak Dipertan
* Dewan Minta Dialihkan Angkat Guru Hono er v

SINGAMIA, NusaBali
Kelulusan guru kontrak

sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS), mengundang
reaksi dari Komisi lV DPRD
Buleleng. Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga (Dis-
dikpora) Kabupaten Buleleng
diminta memanfaatkan sisa
dana guru kontrak tersebut,
untuk mengangkat guru hon-
orer sebagai gqru kontrak.

Data dihimpun Minggu
(19 /5) menyebut, jumlah guru
kontrak yang lolos diterima se-
bagai CPNS pada penerimaan
tahun 2018 lalu, sebanyak 82
orang. Itu berarti, jumlah guru
kontrak yang; dibiayai oleh
APBD Buleleng berkurang dari
semula sebanyak L.798 orang
menjadi 1.71,6 orang.

Selama ini, Pemkab mem-
berikan gaji bulanan kepada
guru kontrak sebesar Rp
1.200.000 per orang, sehingga
total anggaran dalam APBD
sebesar Rp 25,89 miliar seta-
hun. Dengan lulusnya 82 orang
menjadi CPNS, diperkirakan
akan ada dana tersisa sekitar
Rp 700 juta, karena penghentian
gaji bagi guru kontrak yang lulus
CPNS terhitung sejak Mei2019.

Anggota Komisi lV DPRD
Buleleng, Nyoman Gede Wandi-
ra Adi, Minggu [1915) men-
gungkapkan, dengan keluarnya
guru kontrak karena lulus CPNS,
berarti ada kekosongan guru
dimana sekolah guru kotnrak

yang bersangkutan. Karena guru
kontrak yang lulus tidak mung-
kin kembali mengajardi sekolah
tempatnya semula.

Selain itu, dirinya juga pri-
hatin rnelihat kondisi guru
honerel dengan pendapatan
yang kecil, sedangkan beban
kerjanya hampir sama dengan
guru PNS. "Untuk mengisi
kekosongan guru karena guru
kontraknya sudah lulus CPNS,
sebaiknya diisi dengan guru
honere. Toh anggarannya ada,
dan gaji guru honorer itu kecil,
karena gajinya diambilkan dari
dana BOS oleh masing-masing
sekolah," katanya.

Menurutr.rya, jika guru hon-
orer tersebut diangkap men-
jadi guru kontrah sekolah yang
kekurangan guru karena diting-
gal guru kontrak sebelumnya,
dapat terisi kembali. Disamping
itu, pendapatan guru honerer
dapat ditingkatkan, karena
gajinya ditanggung oleh Pem'
kab. "Kami pertanyakan ini ke-
mana sisa anggarannya, kenapa
tidak dipakai mengangkat guru
honerer saja. Sehingga kuota
guru kontrak terpenuhi lagi,"
ujar politisi Partai Golkar; asal
Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan
Buleleng ini.

Sementara Kepala Disdik-
pora Buleleng, Gde Dharmaja
menyambut baik ide pen-
gangakatan guru honere guna
mengisi posisi yang ditinggal
oleh guru kontrak sebelurnnya.

Namun, pihaknya fnengaku
masih memperjuangka'n ang-
garan gaji guru kontrak se-
belumnya. Karena gaji guru
kontrak yang ada, be[um sepe-
nuhnya dialokasik{n dalam
APBD Induk 2019. Dilebutkan,
untuk gaji guru konfrak baru
dianggarkan untukl 8 bulan.
Sedangkan untuk
biasanya dialokasi
bali di APBD Peruba

2 bulan
an kem-
an2019

Kekurangan gaji gur{r kontrak
untuk dua bulan, ditebutkan
sebesar Rp 6,5 rniliar. "Nah
kami sudah berkoordinasi den-
gan BKD (Badan Keppgawaian
Daerah) dan Bappedfi Litbang,
agar kekurangan itu {ialokasi-
kan kembali dalam APBD Peru-
bahan," terangnya.

Menurutny4 pihakfiya belum
tahu apal<ah kekur{ngan itutahu apakah kekur€lngan itu
ditutup dari sisa gali bagi 82
guru kontrak yang h-ilus CPNS,
atau akan dicarikan sumber
dana laignya. Sehingga pihaknya
belum rberani memutuskan
untuk inengangkat gluru hon-
orer menjadi guru kofrtrak "lni
yang masih kami tun$gu, kalau
misalnya sisa dananlfu dipakai
menutup kekuranganl gaii guru
kontrak, berarti tidali ada sisakontrak, berarti tida sisa
dana lagi. Kecuali se$enuhnya
kekurangan dana itu ditutup,
baru bisa kami mengangkat
guru honorer menjadi guru
kontrak," tandas birokrat asal
Desa Bulian, Kecamatan Kubu-
tambahan ini. a k19 j 

_
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TABANAN, NusaBali
,Sebanyak 11 desa di Kabupaten Taban-

an.rnendapatkan program penyediaan air
mlnum dan sanitasi berbasis masyarakat
(Pamsimas) di2019.Dari 11 desa iiu, sem-
bilbn desa mendapat bantuan Pamsimas
dari-r\PBN senilai Rp 2.196.000.000, dan
dua clesa mendapat bantuan dari APBD
senilai Rp 735.000.000.

Adapun sembilan desa yang mendapat-
kan bantuan Pamsimas dari APBN adalah
empat desa di Kecamatan Pupuan yakni
Desa Pujuangan, Desa Belimbing, Desa
Padangan Desa, dan Jelilih Punggang. Dua
desa rli Kecamatan Selemadeg Barat, yakni
Desa Lumbuh Kauh dan Desa Angkah. Satu
desa di Kecamatan Penebel adalah Desa
Pitra. Satu desa di Kecamatan Baturitiadalah
Desa Baturiti dan satu desa di Kecamatan
Selemadeg adalah Desa Pupuan Sawah.

Sedangkan dua desa yang mendapat
banttran Pamsimas dari APBD adalah
Desa Wanagari di Kecamatan Selemadeg
dan Desa Mundeh Kangin di.Kecamatan

Selemadeg Barat. Pamsimas ini nantinya
akan dikelola desa.

Dengan demikian, dari 2014 hingga
2019 total desa yang sudah mendapat ban-
tuan Pamsimas sebanyak 56 desa. Untuk
program Pamsimas yang sumber dananya
dari APBN sedang menunggu cair, dan
dari APBD sudah masuk pencairan dana
tahap pertama.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian,
dan Pengembangan (BapelitbangJ Ta- .

banan Ida Bagus Wiratmaia menjelaskan
secara umum kriteria desa yang mem-
peroleh sasaran Pamsimas adalah desa
yang memiliki cakupan air minum aman
dan sanitasi aman masih rendah. "fadi
untuk di Tabanan dari tahun 2014 hingga
20L9 sudah 56 desa yang mendapat pro-
gram Pamsimas," ujarnya, Minggu (19 /5).

Dikatakannya, Pamsimas akan dikelola
oleh desa. Nantinya warga yang mem-
bayar kepada pengelola untuk pemakaian
air sesuai dengan yang digunakan karena
sambungan air masuk ke rumah warga

4
dan ada meteran seperti pelayanan PDAM'
"Khs mereka ini masuk desa, sehingga
pirogram Pamsimas ini juga membantu
keuangan desa, di samping kebutuhan po' -

koknya memenuhi kebutuhan air bersih," '

tegas Wiratmaia.
Salah satu ciesa yang mendapatkan pro-

gram Pamsimas adalah Desa Belimbing
Kecamatan Pupuan. Perbekel Belimbing
I Made Adi Suyana mengatakan bahwa
program Pamsimas diberikan kepada
Banjar Suranadi. Karena fokasi baniar
tersebut agak tinggi. "Memang sudah ada
layanan PDAM, tetapi belum maksimal
memenuhi kebutuhan air terutama saat
musim kemarau," ujarnYa.

Dikatakannya, di Banjar Suranadi ada
L19 kepala keluarga (KK). Sekitarduatahun
sebelumnya sudah sempat mendapatkan
bantuan Pamsimas tetapi tidak maksimal.
"sekarang diusulkan kembali agar pemenu-
han kebutuhan air bersih bisa maksimal,
terutama saat musim kemarau," kata Adi'
Suyana.6, des

Ial
I

Edisi
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hhun 20 11 Desa Dapat Bantuan
Pamsimas dari APBN dan APBD
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Perbaik Der aga PPI
Terkendala Pengalih Aset

S

Ker usakan dermaga secara "Ganjalan utamanya itu ada
beltalrap karena abrasi ber- dikapalpatroli,sebenarnyaka-
tahun.tahun silam tak dapat palitusudahrusaklama,hanya
diperbaiki oleh Pemkab Bule- Maretkemarinhanyutterbawa
leng, menyusul pengalihan banjir; sampai sekarang belum
kewenangan kawasan laut ketemu. Sebenarnya sebelum
clari Pemerintah Kabupaten kejadianhanyutdantenggelam
I<e Penrerintah Provinsi. Dinas sebenarnya sudah kaml usul-
PelikananKabupatenBuleleng kan penghapusan, itu yang
pun pada tahun 2017lalu sudah belum bisa diterima secara
selnpirt rnengajukan proses penuh di Pemerintah Provinsi
peralilran aset. Hanya saja sam- Bali," kata Arnika.
pai saat ini masih buntu. Arnika juga menjelaskan

Kepala Dinas Perikanan Ka- awalnya pihaknya berencana

SINGARAIA, NusaBali
Derntaga Pangkalan Pen-

daratan lkan (PPI) Sangsit di
Baniar Dinas Pabean, Desa
Sangsit, Kecamatan Sawan,
lluleleng yang rusak bertahun-
tahun hingga kini belum ada
penal)ganan. Perbaikan Derma-
ga PPI Sangsit yang selama ini
dipakiri tenrpat bongkar muat
ikan dari Sapeken-Bali, disebut
masilr terkendala pengalihan
aset dari Pemerintah Kabu-
paten Buleleng ke Pemerintah
I)r'ovirrsi Bali.

menglrapus aset dua kapal itu,
untuk mempermudah perali-
han aset. Hanya saja sebelum
disetujui kapal sudah hilang
ditelan bencana. Atas kejadian
tersebut, kini Dinas Perikanan
Kabupaten Buleleng tengah
melengkapi administrasi dan
berita acara hilangnya kapal
patroli tersebut akibat ben-
cana.

Senrentara itu Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Provin-
si Bali, I Made Sudarsana dite-
mui di sela-sela acara Gemar
Makan lkan [Gemari] di Laksmi
Graha menjelaskan sejauh ini
proses peralihan PPI Sangsit
masih menunggu kelengka-
pan administrasi. Pihaknya
pun menjelaskan jika proses
oeralihan aset itu tidak bisa
dilakul<an jika aset yang ditulis
dalam pengajuan tak sesuai
dengan kondisi riilnya. "Yang
masih menjadi ganjalan soal
kapal patroli. Tidak mungkin
kami terima kapal yang saat
ini riihrya tidak ada," ucap Su-

bupaten Buleleng, Ni Made
Arnika menjelaskan, seluruh
aset PPI Sangsit sudah dis-
erahkan ke Dinas Kelautan
dari Perikanan Provinsi Bali.
Baik berupa gedung kantor,
dermaga serta pegawai yang
bertugas di sana. H'anya saja
belakangan peralihan aset itu
terganjal soal aset dua kapal pa-
troli perikanan yang mengalami
kerusakan dan hilang terbawa
bencana gelombang pasang,
yang hingga kini tak ditemukan
bangkai kapalnya.

darsana.
Pihak Pemprov juga di-

akuinya sudah menyarankan
kepada Pemkab Buleleng un-
tuk menghapus aset tersebut,,
untuk mempermudah proses
peralihan aset. Dinas Kelautan
dan Perikanan Bali mengklaim
saat ini masih melakukan pe-
nataan birokrasi, sebelum aset
itu dikuasai secara penuh oleh
pemerintah provinsi. Termasuk
rencana pengelolaan PPI oleh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Pelabuhan lkan, yang
hingga kini juga belum ter-
bentuk.

Selain itu Sudarsana juga
mbngaku kini masih mel-
akukan penataan organisasi.
Nantinya PPI Sangsit akan
dikelola Unit Pelaksana Teknis
Dinas [UP'lDJ Pelabuhan Peri-
kanan. Ia pun berharap pem-
bentukan organisasi tersebut
segera dilakukan, sehingga
pengalihan, pengelolaan dan
perbaikan PPI Sangsit dapat
dilakukan secepatnya. ,"* k23
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Pemkot Denpasar Dukung I
Pengemb angan PLTSa Sarb agita

DENPASAR, NusaBali
Pembahasan status kemaiuan

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
(PUISa) Denpasa4 Badung, Gianyas
'labanan (Sarbagita) memasuki
babak baru. Pemkot Denpasar men-
dukung adanya PLTSa saat rapat
koordinasi pembahasan proyek di
Gedung Komite Percepatan Penye-
diaan Infrastruktur Prioritas [KP-
PIP), Gedung Pos lbukota, Jakarta,
Rabu (2zls).

Adanya PLTSa dianggap akan
memberikan dampak positif untuk
mengurai sampah yang selama ini
menjadi permasalahan di Kota Den-
pasan Selain itu, PLTSa juga sejalan
dengan adanya Perwali Nomor 36
Tahun 2018 tentang Pengurangan
Penggunaan lGntong Plastik

Pengembangan proyek Instalasi
Pengolahan Sampah Pernbangkit
Listrik Tenaga Sampah IPLTSaJ
Sarbagita ini rencananYa akan
dikembangkan di kawasan TPA
Suwung Denpasar yang ditargetkan
beroperasi mulai tahun 2027 den-
gan tahap konstruksinya dimulai
pada tahun 2019 ini. Dengan nilai
investasi mencapai US$ 120 juta
dan dapat menampung L.200 ton
sampah per hari.

Rapat koordinasi pembahasan
proyek ini dihadiri Wakil Walikota
IGN faya Negara, Gubernur Bali
Wayan Koster serta sejumlah
pimpinan kabupaten lainnya di
Bali seperti Bupati Gianyar I Made
Mahayastra dan Wakil Bupati
Tabanan I Komang Gede Sanjaya,
Rapat dipimpin Direktur Proyek
Sektor Energi & Ketenagalistri-
kan KPPIP, Triharyo Soesilo dan
dihadiri juga Kabid Infrasffuktur
Kelistrikan Kemenko Bidang Ke-
maritiman Trinaldy Konnery serta
diikuti perwakilan dari Kordinator
JAMDATUN, PT Indonesian Power
serta PT Waskita Karya.

Wakil Walikota Denpasa4 IGN

faya Negara saat dikonfirmasi, Ka-
mis (23/5) mengatakan, digelarnya
rapat pembahasan status kemajuan
PLTSa Sarbagita ini dapat meniadi

langkah maju bagi pengelolaan
,sampah terpadu }hususnya di Kota
Denpasar. Mengingat upaya Pen-
gelolaan sampah yang baik perlu
adanya sinergitas seluruh pihak
untuk merumuskan solusinya.

Proyek PLTSa Sarbagita ini,
kata faya Negara seialan dengan
ikomifrnen Pemkot Denpasar dalam
tmenjaga kelestarian lingkungan,
,Salah satunya dengan penerapan

,Perwali 36 Tahun 2018 saat ini. Ad'
i anya proyek ini diharapkan sampah
khususnya di Kota Denpasar akan
bisa terurai secara lebih signifikan.

Penanggulangan sampah menu-
rut Jaya Negara, merupakan isu
sn'abgis yang harus segera dicari-
kan jalan keluarnya. f ika tidak segera
iditanggulangi akan membawa
berbagai dampak yang tidak men-
guntungkan bagi Kota Denpasar dan
Bali pada umumnya.

Dari pengembangan PLTSa,

faya Negara mengatakan, pemer-
i intah akan bekerjasama dengan PT
Waskita Karya dan PT Indonesia
Power terkait pengembangan TPA
Regional Sarbagita Bali yang sudah
menandatangani kerjasama pada
29 Januari 2019 lalu. "Sudah dipu-
tuskan PT Indonesia Power akan
bekerja sama dengan PT Waskita
Karya dalam membangun proyek
ini dengan kerjasama BUMN. fuga

.dikoordinasikan dengan PT PLN

, dan berkonsultasi dengan Kemen-
i terian ESDMj' ungkapnya.
.i Saat ini, Pemkot Denpasar dan
Pemrov Bali sudah menandan-
datangani Momerandum of Un-

, derstanding (MoU) terkait paso- .

I kan sampah yang akan disalurkan
I ke PLltSa. Pendanaan proyek ini
j akan menggunakan empatsumber

I pemasukan yalmi penjualan listri(
I rencana kontribusi wisatawan,
Biaya layanan Pengolahan Sampah
(BLPS) dan banhran BLPS dari dana
alokasi khuzus non fi sik serta usulan
dukungan pemerintah dari dana
dularngan tunai infrasfruktur un-
tuk kerjasama pemerintah dengn
badan usaha.6 mis

Edisi : '-.lu,^ot,_rq_Ia_ ryg _ ___
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Sekolah Gratiq Setiap Siswa Disiapkan
Bosrila \7Ttl900.000 PerTkthun
Pemprov Bali Wacanakan Anggaran Rp 22 Miliar

memastikan semua
sekolah negeridan
swasta akan diberikan
dana Bosda, sehingga

Qqlam EgIeXlq u nt,t S lVlVSVl r< S*art,Gtlbernur-Koster erasionats.r."r"r.p*."rl6i;;;;;"":ulanGubernur
memastikan semua 9:J.t:Hg Rp 22 miliar untut< g"li w"f"n xort...
sekorah negeri dan iffiJ""iil,,:Y,H:"i:i:,19ffi ,o;f""ilTJjJ"1',i}"i:3ru,1;
swasta akan diberikafl ,,,.^_^,
dana Bosda, sehinssa 

:'1?:iT'iifiiXil]i!Fffi;" ifli*[:liLffiT"T[",i"1i1pendidikan diBali 
*"^:::i:*.::''l:*^'-ry-ya\B,ov ;i;;;;;i,tl;;-Nigurah Bov di

nantinya bisa gratis dan Javawibawa, mengatakan kebi- ;;d-;;l;;.]'rlrori"tiru.i"tu.r,,berkuaritas 
iakan Bosda untuk sMA/sM- rdffilt1Llfli'fi'ir?i*'li3;Jii
rwasta di Bali ini rencananya i;i;;hJ;;;ioioizozooiAuro

DEN'ASAR, NusaBali akandiberlakukantahundepan.
para orangtua-siswa di tsali MenurutNgurahBoy,kebijakal 

Bunmbungketal-l5ftolont J
tidak perlu kf,awatir lagi harus
keluar biaya sekolah banyak
iika anak mereka tidak diterima
masuk di SMA/SMK Nesen.
Pasalnya, Pemprov Bali il<an
siapkan anggaran Banilan 0p-

ii. 
j[]!4ErJ!{Ei$$Aff r$A@,,,,:, il,

Kantor Dinas Pendidikan provtnsr
Bali, Niti Mandala Denpasar, Ka-
mis (23ls).

Ngurah Boy menyebutKan,
untuk SMA swasta, setiap siswa
dianggarkan Pemprov Baii dapat
Bosda s-ebesar Rp 9OO.OOO per
tahun. Sedangkan setiap siswa
SMK swasta, dianggar.kair Bosda
lebih besar dali Rp 900.000 per.
tahun, karena kebutuhan merexa
memang lebih besar unruk biiya
Keglatan praktek.

Total anggaran Bosda untuk
siswa SMA/SMK swasta dan
liltuin bagi siswa miskin yang
disiapkan Pemprov Bali diram
se.tahun, dirancang mencapal
sekitar Rp 22 miliar.;Kita sedang
rancang ini. Tapi, karena sekarang
tahun anggaran sudah berjalan,
tentunya Bosda baru bisa drre-
alisasrkan melalui APBD pereu-
bahan 20l9," tegas Ngurah Boy.

Kenapa dikel-uarka-n keb i iaka n
Bosda? Menurut Ngurah Boy,
persoatan yang sering muncul
saat PPDB adalah oranirua men-
ginginkan anaknya masik sekolah
negeri, dengan alasan biaya seko-
lah cli swasta mahal. Sedanekan
PPDB sendiri bermaksud u-ntuk
pemerataan, agar tidak numplek
di satu sekolah dan menekarr-
paradigrna lama tentang sekolah
unggulan. Saar ini, sekolah SIvIA/
SMK di Bali junrlahnya 360 unrt, .'
terdiri dari 140 sekolah neeeri
dan 220 sekolah swasra.

Meski Bosda diperuntukk;rn
bagi SMA/SMK swa!ta, kata Ngu-
rah Boy, bukan berarti kebiiakan
ini akan diberikan ke semua seko- .

Iah swasta. Pihaknya juga akan

melihat sekolah tersebut dari sisi
fipansial. Sebab, ada juga sekolah
swasta yang ber.taraf internasi-
mal dan cukup rnapan. "Kita lihat
juga itu, tidak asal-asalan. Kita
lihat dulu kemampuan sekolah
tersebut," katanva. 

-

. i Di sisi.lain, persoalan tenaga' pangajar di sel<olah swasta kadaig
juga menjadi pertimbangan parl
orangtua untuk menVekolahkan
anak mereka di sana.-Terkait hal
tersebut, lnellurut Ngurah Boy,
guru-guru.negen yang berprestasi
Dlsa Olperbantukan cli swast2.

_, ,"lstilahnya, ada pemerataan.
Gunt-guru negeri.yang memang
Derprestast blsa diperbanflrkan.
Jangankan guru negeri ke swasta,
antar sekolah .negeri saja guru
yang mernlllkl kemamDuan
lebih. agar diputar (di-roiling)
Ke sekotah-sekolah yang masih
penu dll(embangkan prestasinya,,,

' terang Ngurah Boy. 
'

. Dikonfilmasi NusaBali secara
terpisah, Kamis kemarin, Guber-
pur Wayan.Koster memastikan
semua sekolah negeri dan swasta
.akan diberikan dana Bosda. Den-
gan.begitu, pendidikan di Bali
nantinya bisa gratis dan berkuali-
tas. Berapa besaran anggarannya,
akan dibahas bersama-leeislaiif.

, "Kita akan kasi Bosda sem"uanya,
' supaya adil. Nanti dibahas dulir,"

tegas Cubernul'asal Desa Sembi-
ran, Kecamatan Tejakula, Brrleletrg
yangjuga Ketua DPD PDlp Bali ini.

Sementara itu, Asisten Ont-
budsman RI (ORI) perwakilan
Bali, Ni Nyornan Sri Widiyanti,
yang alundang dalam acara sos_
ialisasi. kemarin, mengingatkan
agar pelaksanaan PPDB dilakukan
dengalt konsisten. jangan sanrpai

di tengah jalan nanti malah rer-
jadi kisluh, seperti pelakanaaan
tahun lahr hingga harus membuka
PPDB gelornbang kedua

"Kanii ingin standar opera-
sional prosedur dilaksanakan
lebih konsisten untuk diterapkan,
agar Jangan seper.ti tahun lalu.
Juoan mentllUat reguasi di{lr
teknis, tapi di tengah perjalanan
aoa persoalan teknis pelaksanaan,
lalu terladi kisruhiagi sampai
b.uka gelombang kedual" pinta'Sri
wlqtvantr.

. . Pitra.k sekolah juga. diminta
J UJ ul' dalarn menyampaikan kuota
dr set(olahnya. jangan sampai
terKesan pemrksaan merrerima
siswa rnelebjhi daya ranrpung,
ser)lnBga beldanrpak mengurangt
mutu pendidikan. "sekolal har us
benar-benar memyantpaikan claya
tarnpungnya. Kalau daya tampung
400, ya sampaikan 400, jangan bi-
lang 300, sehingga ada sisalrntul<
gelonrbang berrkr,rtnya."

Selain itu, Sri Widiyanti juga
lnenyorotl Inasal.lh penerirnaan
lewat Jalurpfestasi yang kerap rne.
nuaui keluhan masyaral<at, hinpor
kernudian aiUpo.f<in fre cimfruR-
man. Tsri.Widiyallti pun melniltta
aoa vennKasl peseru lewat jalur
Kurang malnpl.l/ meskipun sudali
terverifikasi sebagai 

-penerirrra

Karnr Indonesia Pintar. 
'

"Kalau sel<aranq sudah ielas
nrelalLri verifikasi sertifikaf. Ka-
lau tahun sebelumnya, sempat
aoa yang metrggunakall piagam
Pesta Kesenian Bali (pK8..1, yang
kemucltan menimb-ulkafi i(er-
ibutan. Belum lagi mengenai dinas
yang mengesahkan atau menge-
tahui piagam tersebut," tesas Sri
Widiyanti. L6r iud,nat
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Sempat Gagal Tender, Gedung PMI /

Kembali Dianggarkan Rp 2,9 Mfliar
TABANAN. NusaBali

Sempat gagal tender di
2018, pembangunan gedung
Palang Merah Indonesia [PMIj
Kabupaten Tabanan saat ini
sedang.proses tender. Gedung
yang dibangun di areal Rumah
Sakit Nyitdah, Desa Nyitdah,
Kecamatan Kediri, itu diang-
garkan Rp 2.9 miliar.

Menurut data di website lay-
anan pengadaan secara elektron-
rk_ (LPSE), pemtrangunan gedung 

.

PMI ini masih proses tendei
Sudah ada 3 1 pesbfta tenderyang
mengaj ukan dan selanj utnya ting:
gal tunggu pemenang.

Ketua PMI Tabanan yang
juga Wakil Bupati Tabanan I
Komang Gede Sanjaya men-

gatakan gedung PMI sebena-
rnya direncanakan dibangun
tahun 2018. Karena ada p-er-
soalan teknis sehingga gagal
tender. Oleh karena-itu pem-
bangunan ditunda dan diker-
jakan di 2019. "Gedung pMI
sudah kami presentasikan dan
sudah siap. Tahun lalu karena
ada persoala teknis yakni gagal

!e1-Ce1, n:ka dibangun tlh"un
rnl," uJarnya, Kamis [23/5).

Dikatakan target pem6an-
guna,n gedung tersebut dilak-
sanakan antara Mei atau Juni.
Gedung PMI menggunakan
anggaran BKK Kabupaten Ba-
dung. "Dan nanti dari pAD
Tabanan rnenyiapkan alat-alat
semua. Semoga nantl memiliki

kantor baru dil$ngkapi sa-
rana oan prasaraha s supaya
pergerakan di PMrl bisa mem-
bantu masyarakat," tandasnya.

. .Gagal tender 6edung pMl
Inl sempat terunpkap saat di-
lakukan pembahalari di DpRD
Tabanan pada 2018. Saat itu
lelang proyek pembangunan
dilakukan Juni 2018. proyek
yang rencanakani dikeriai<an
pada 2018 itu juga menggu-
nakan anggaran flKK Badung
2018 sebesar Rp 2,9 miliarl
Ternyata proses lelang yang
memakan waktu satu setehga[
bulan mengalami gagal tenJer.
Padahal jika tidalialami gagal
tender, jadwal pengeriaan 120
hari kalender. 6 des'
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Gubernur Koster Minta BPK

Tak Ragu Berikan Opini
Berdasarkan Kondisi Riil

DENPASAR, NusaBali
Setelah menyelesaikan pros-

es pemeriksaan di Pemerintah
Provinsi Bali, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Rl Perwakilan
Bali melakukan exit meeting den-
gan Gubernur Bali Wayan Kostei
dan jajaran. Exit meeting dilaku-
kan di ruang tamu Gubernur Bali,
Kantor Gubernur Bali. Denpasar,
Rabu (8/5).

Kepala BPK Rl Perwakilan Bali
Sri Haryoso mengatakan, setelah
pemeriksaan ini pihaknya akan
melakukan pembahasan secara
internal untuk membuat laporan
akhir yang akan disampaikan
kepadd Pemprov Bali dan DPRD
Provinsi Bali. Rencananya lapo-
ran akhir akan diserahkan pada
tanggal 27 Mei2O19 mendatang.

Gubernur Bali Wayan Koster
memberikan apresiasi atas pemer-
iksaan BPK Rl di Pemprov Bali yang
telah berlangsung dengan lancar.

la berharap pemeriksaan ini
menghasilkan opini yang me-
mang berkualitas dan mence_r-

minkan kondisi riil atau sesung-
guhnya. "Saya sudah meminta
kepada Pak Sekda dan jajaran
agar betul-b€tul memberikan
pelayanan informasi yang akurat,
sehingga mencerminkan situasi
yang sesungguhnya." kata Gu-
bernur Koster.

Gubernur yang juga Ketua
DPD PDIP Provinsi Bali ini memin-
ta BPK Rl tidak ragu dalam mem-
buat laporan akhir pemeriksaari di
Pemprov Bali. la mengaku senang
jika memang BPK menyampaikan
ada hal-hal yang perlu dirapikan
dan ditata lagi di Pemprov Bali.
"Saya harap Bapak tidak perlu
ragu, karena memang kita butuh
pengukuran kinerja administrasi
secara baik," ujarnya.

Dalam pertemuan ini tampak
hadir Sekretaris Daerah Provinsi
Bali Dewa Made Indra, Inspehur
Provinsi Bali Wayan Sugiada,
Kepala BPKAD Provinsi Bali Dewa
Sunarta, Kepala Bapenda Provin-
si Bali Made Santha serta tim
pemeriksa BPK Rl. @
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Ielang PPDB, Sarana dan Prasarana

di Dua SMPN Baru Belum Itlut
TABANAN, NusaBali

Penerimaan peserta didik
baru [PPDB) 2019 di Kabu-
paten Tabanan rencananya
akan dilaksanakan juli men-
datang atau sekitar dua bulan
lagi. Nanrun untuk sarana dan
prasarana di SMP baru yakni
SMPN 6 Tabanan dan SMPN 5
Kediri belum jelas. Terutama
bangku dan meja belajar siswa
belunr lengkap.

Kepala SMPN 6 Tabanan I
Ketut Sedana, menerangkan

pengecatan ruangan," tegasnya.
Hal serrlpa disampaikan

oleh Kepala SMPN 5 Kediri I

Nyoman Sutarya. Menurutnya
sapras khususnya untuk siswa
baru nanti belum ada. "Kalau
dapat )ima kelas lagi, berarti
lima kelas kurang meja dan
kursi. Kalau dapat empat kelas
lagi, berarti empat kelas kurang
kursi dan meja," uiarnya.

Selain kekurangan kursi dan
rneja untuk siswa, di SMPN 5
Kediri juga kekurangan ru-

sampai saat ini sarana dan
prasarana (sapras) di sekolahn-
ya masih kurang. Terutama saat
penerimaan siswa baru nanti
kekurangan meja dan kursi
belajar sebanyak 160 pasang,
"Masih banyak yang kurang,"
ujarnya, Rabu [15/5).

Tak hanya sapras, meja dan
kursi untuk tenaga pendidik
juga kurang sebanyak 10 set.
Terkait itu diakui Sedana sudah
dikoordinasikan ke Dinas Pen-
didikan Tabanan dan diminta

ang perpustakaan, laborato-
rium, dan gedung ruang kelas.
Sutarya mengaku hal tersebut
sudah dikoordinasikan ke Dinas
Pendidikan. "Sudah berkoordi-
nasi, mudah-mudahan secepat-
nya ada solusi," tandasnya.

Terkait hal tersebut Plt Dinas
Pendidikan I Wayan Miarsana
dan Sekdis Dinas Pendidikan
Tabanan belum bisa dimintai
komentar. Saat dikonfirmasi,
kedua pelabat tersebut tidak
mengangkat telepon. -u des

untuk menunggu. "lnfo darl
Disdik akan diusahakan di [ang:
garan) perubahan, dan mudah-.
mudahan akhir f uni 201.9 sudall
dikirim ke sekolah," tuturnya.

Sedana menambahkan un.i
tuk lumlah ruangan di SMPN
6 Tabanan saat ini tersedia d
kelas. Kondisinya masih bagu{
namun ada sedikit reng yan{
dimakan rayap serta gentenj
pecah. Kerusakan ini akarl
diservis saat liburan sekolahl
"Termasuk juga kami lakukan
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PH'Sa Suwung Butuh

"'Icntu pengembangan Pr:oYek
PLISa Sarbagita ini sejalan
dengan kontitmeu Pernlior
f)enpasar rialam ruelljaga
Leicstirrirn lingkttllg,illi' \e'pt'r d
juga yang telah dilakukait
dengtrn penerapalt Per\va li
3ti lalrun 20lB IctlLatig
Perrgurangzrn Penggutraa n
l(autong Plastik dan .ju1;a
sejunilah program pelestariiur

-i:j\
' lipgkungan strategis lainirya
yallg menggandeng seluruh

. lapisalt masyarakati' ujar Jaya
Negara. Ditambahkan dengan I

.rdrrrya pluyek ini dirjril.u
berl.rarap sampahkirususnya
di I(ota Denpasar akar.r bisa
temrai secara lebih signifikan.

Penanggtrlar.rgan sampah
menunlt la1.a Negata adalah
rnerupakan isu strategis yaltg
harus segera dicarilian jalan
keluiim),a, karena kalau tidak
segerer ditanggulangi akan
membar,r'a bcibagiri ciampak
)'an g tiiiak nenguntungktiu
lragi l(ota Denpasar dan Bali
pada rrnrunrnya.
Sentental a, l)irelitur

Proyek Sektor tnergi cr
Iietenagalistrikan KPpIp,
'l liharyo Soesilo, nlengatakan
telah clilaksanakan sebelunnya
Penandatallganan [lcad oI
ABr:eement antara P'IlWaskita

Peml<ot
Menrlukung,
Doktrme n
I(ajian I itarget
Juli 2019

DENPASAR - lencana petn-
bangunan Perri ;angkit l,istrik
Tetraga Sampal (PIii'Sa) Den-
pasar, Bldung Gianya4 Ta-
banan (Sarbagi:a) di Suwung,.
Denpasrrr Se I rtan tetnyata
membutuhkan investasi yang
tak sedikit. Ang laran 1'ang dib-
utuhkan men( apai USD i20
juta atau Rpl,7 triiir.rn lebih.

Hal itu :erulg :ap usai adarya
rapat kocrdina;i petrrl' '.:rn
proyek ini di ( edung lte
Percepatan Penyediaan
Infrastru ktur Pr ioritas (KPPIP),

Gedung Pos Il,ukota, Jakarta,
Rabu (2:2/5) ke marin.

Dalaur rapat .ni, Peurerintah
Kota Dt npasa ' dihltlili Wakil
Wali Kota IG { la}'a Negata.
FIadir juga ( uberuur Bali,
Wayan Koster selta sejurnlah
pirnpin;rn Kat Lrpaterr/ Kota di
tsali sepelti b rpati Gianyaq I
Ir1ade i\lahayi stra selta lVakil
Bupati Tabarran, I l(omang
Cede Sanjaya llapat dipirnprn
Direktur Proy:k Sekror Energi
dan Ketenagt listrikan KPPIP,
'[r'iharl o Sot'r ilu dar r tiihadili
.juga l.abid lnfrasrruktur
Kelisrrjkan ( -'nrenko Bidang
I(em ali rin: an'['ri naldy
Konnerr', ;erta diikuti
penva<ilan (rari Koldinator
lANlD.{1'UN, P I. Intlonesian

Power serra P I. \\ askita Karya.

Rpi;il$qq' --

hlrya dan pTlndonesia power
terkair pengembangan pLfSa
TPA Regional Sarbigira Bali
pada 29 Januari 2019 lalu.
"llrdonesia power akun bekerj;r
sama dengar pTlVaskita Kar1,a
dirlam rnembangun proyck irri
oengan sinergi BUMN. Serra
jugr dikoordinasikan dengan
P'l.PLN sorra bcrkonsultasi
oengan Kenrenterian ESDNI,,
ujar Triharyo Soesilo.

,Lebih lanjut dikatakannya,
earr rapat kali ini telah

. olsepakati sejunrlah poin di
anta,r unya Dokumen Kajiurr
olselesaikan puda bularr JLrli
2019, t.egal Opinion drr.i
IAMDATUN uuruL keljaslrrra
antara pT. Indonesia power
oenga-rl PT. Waskita Karyauntuk perrgcmbangan
PLTSa Sarbagira Balj aian

diselesaikan secepatnya.
Pemprov Bali dan

Pemkot serta Pemerintah
I(abupaten lainnya telah juga
rurenandandatangani \{oII
Pasokau Sampah pada i\lei
2019 lalu.
Pengembangan Proyek

Instalasi Pengolahan
Sampah Pembangkir Listrik
Tenaga Sampah (PLTSa)
Sarbagita ini rencananya
akan dikembangkan di
kawasan TPA Survung,
Denpasar yang ditargetkan
akan beroperasi mulai
Tahun 2021 dengan tahap
konstruksinya dimulai pada
tahun 201.9 ini. Dengan nilai
Investasi mencapai USQ I 20
Juta dan dapat menamptrng
1200 ton sampah per h;rri.
(febi yor)

T\ | .6 ra , .l .

PaKal ljana Kontnbust
TA7'
Wrsatawan

SOAL sumber pendanaan proyek ini akan menggunakan dari
berbhgai sumber. Sedikitnya ada empat sumber pemasutcan
PLTSa yakni pen.jualan listrik, rencana kontribusi wisatan,an,
biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) dan bannran BLpS
dari Dana Alokasi l(husus Non Fisik serta usulan dukungan
pemerintah dari Dana Dukungan.Tunai Infrastrukrur untuk
I(erjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Penggurraan
kontribusi lr,isatawan ini tentunya cukup menarik, karela belum
lama ini Pemplov Bali memang berencana merlgenakan kepada
wisatawan kontribusi nrasuk ke Bali. per orang adalah USD I0.

Untukpersiaparuryadihatapkan PThdonesia Poiverdan pTWaskita

lGryatidakhanyamerryiapkur kajian tetapi juga perencanaanlair urya.
I(PPIP juga akan membantu untuk memberi dokirmen strrdi terbula
unnrlturnunl' ungkap Triharyo Soesilo. (feb/yor)

Wakil \!hli akota Denpasar,
IGN Ja]'a Negara inenyatakan
rapat per4bahasiln statu5
Pernbangkit Listrik Tenaga
Sampah Sarbagira yang dapat
nrenjadi langlalt rnirju bagi
pengelolaan sarnpah ter.padu
Lhususn)'a di liora Drrrpasa_.
Kata dia, mengingat upaya
pengelolaan sarnpah yang baik
rrteLupakan hal kourpleks dan
per.lu silergitas seluruh pihak
untuk merumuskan solusinva I

EdiSi I Ju'-at , 2u1 fvler l!t9
l4Hal
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Gaii segera
Dibayn\ tapi Guru
AbdiDi-Warning

NEGARA - Guru abdi seluruh Jembrana akhirnya mendapat gaji

setelah tiga bulan tidak pernah mendapat upah dari mengajar

mereka. Sayangnya, pembayaran gaji itu disertai warning dari pi-

hak-pihak terkait karena membocorkan pada media mengenai

gaji yang belum dibayar selama tiga bulan'
- 

IiepalaBidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemu-

da, dan Olahraga lembrana I Nyoman Wenten mengatakan, gaji

guru abdi sudah disiapkan' Gaji guru abdi tersebut sudah masuk

fada keuangan, sehingga dalam waktu dekat siap dibayarkan'

"Sudah masuk keuanganj' ujarnYa'

Sayangnya, ditanya jumlah total gaji dan jumlah keseluru-

han guiu abdi, Wenten mengaku belum memegang data

kareria sedang melakukan sembahyang. "Lupa , tidak hafal

berapa," ungkapnya. Wenten membantah kabar bahwa guru

abdi mendapat peringatan agar tidak membicarakan masalah

keterlambatan gaji pada orang lain, terutama pada media'
"Tidak ada itu, tidak ada yang memberi peringatan seperti

itu pada guru abdi," tandasnya. (bas/gup)
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Dishub Klungkung Butuh Rp 20 M
SEMARAPUR{- Ialan di kabupaten Klungkung belum

seluruhnya dilengkapi lampu penerangan jalan (LPI). Se-
bab, untuk memenuhi kebutuhan LPf, Pemkab Klungkung
membutuhkan anggaran puluhan miliar rupiah. Lantaran
anggaran terbatas, Pemkab akhirnya menerapkan skala
prioritas dalam memenuhi kebutuhan LPJ.

Kepala Dinas Perhubungan Klungkungl Nyoman Sucitra
mengakui belum semua jalan di Klungkung dilengkapi
penerangan yang memadai. Tidak heran jika banyak
permohonan pengadaan LPI dari pihak desa masuk ke
Dishub Klungkung. "Banyaknya usulan permohonan
LPf yang masuk. Sampai ratusani'kata Sucitra di Kantor
Bupati Klungkung, Rabu (15/s).

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan peneran-
gan jalan, Dishub Klungkung membutuhkan anggaran

. sebesar Rp 20 miliar. Nah, karena anggaran terbatas,
pihaknya harus menerapkan skala prioritas dalam me-
menuhi kebutuhan LPJ. Ialan menuju objekpariwisata
merupakan jalan-jalan yang masuk skala prioritas
tersebut. "Pemenuhan LPJ ini kami lakukan secara
bertahap sesuai kemampuan keuangan. Anggarannya
bisa dengan APBD Klungkung, Provinsi Bali atau pusat.
Tergantung status jalannyai' jelas dia.

Lebih lanjut pihaknya mengungkapkan, tahun ini ang-
garan yang dialokasikan untuk pengadaan LPf mencapai
Rp 950 juta yang tersebar di Kecamatan Klungkung
sebanyak Rp 150 juta, Kecamatan Banjarangkan Rp 175
juta, Kecamatan Dawan Rp 175 juta dan Kecamatan Nusa
Penida sebesar Rp 450 juta. (ayu/dot)

1." fl\el tUO
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Trotoar Jebol Bahayakan
Pejalan Kaki
AMLAPURA-Banyak trotoar berlubang di kota Am-

lapura. Kondisi ini jelas sangat mengganggu pejalan kaki.
Seperti terlihat di depan Pasar Amlapura.

Dari pantauan koran ini trotoar berlubang juga terlihat di
Jalan Teuku Umar tepatnya depan kantor Bawaslu Karan-
gasem, Jalan Ngrrrah Rai dan di Ialan Gajah MadaAmlapura.
Trotoar jebol pun dikeluhkan warga pejalan kaki.

Sebab, dianggap sangat membahayakan keselamatan
pejalan kaki. Salah satu warga yang protes adalah Ketut
Sudarma. Dia berharap Pemkab Karangasem memper-
hatikan persoalan tersebut. "Kami berharap agar segera
diperbaiki," ujarnya kemarin ( 15/5).

Sementara itu, Kabid Binamarga PUPR Karangasem
Ketut Prama Budarta mengakui masih ada trotoar yang
berlubang belum mendapat perbaikan. Dia mengatakan
dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan. Perbaikan
akan dilakukan khusus di dalam Kota. Anggaran yang di-
usulkan sebesar Rp 200 juta. 'Anggaran ini khusus untuk
pemeliharaan saja," ujarnya. (tra/dot)
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Anggaran Dipotoilg,
Penyelenggara Waswas

I\IEGARA - Rencana ang$ran pilkada Wn danyarg
diusulkan, mernbuat KPU lembrana dan Bawadrr Iembrana was\das
Pasalny4 apabila ansaran dilqlmngi dari sudah diajukan, dikhavrratirtcan
pelalaanaanahapanpilkadatidakberjalankarcnakelqrangan ang4ml

Ketua KPU Iembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara
mengatakan, anggaran sebesar Rp 25 miliar yang telah
disampaikan kepada pemerintah kabupaten fembrana sudah
sesuai dengan pos anggaran kebutuhan selama pilkada, mulai
dari tahapan awal hingga penghitungan. "IGlau dikurangi lagi,
angg€uan pasti kurangi ujamya, Rabu (2215).

Menurutlhngkas, anggaranpilkada2020 digunakan untukkebunfian
Iogistikpemilu, mulai dari suratsuara hinggakotaksuara" Karena unnrk
kotak suara yang telah digunakan untuk pilpres sudah tidak boleh
digunakan, sehingga harus mengadakan lagi sesuai dengan junrlah

tempatpemungutan suara (TPS) se

Iembrana sebanyak 550 buah.
Selain kebutuhan logistik,

honor penyelenggara dari tingkat
kecamatan, desa dan Kelompok
Penyelenggara Pemurgutan Suara
(KPPS) di setiap TPS jumlahnya
ribuan. Sebagian bekerja
selama 9 bulan, kecuali KPPS.
Sehingga membutuhkan honor
penyelenggara yang culcrp banyak
"Kalau kami di KPU sudah tidak ada
hono4 karena sudah menerima gaji
dari pusa('terangnya.

DIKURAI{G'G',KpuJembrar, SenadadisarnpaikanfCunBa,rraslu

IlGfrrtGdeTarykasSudlailara Iembrarnhndefi4adeadynn:firuan
yang khawatir jika anggaran yang
telah diaiukan masih dilurangi :lagt

SebelumqausulanRpT,2 miliarsdahdirasionalisasimenjadiRpSTmitiar
Anggaran tersebut untuk kebuUhan pengardasan selama pilkada 2(I2O

mendatang. Foni angaran terbaryak turnrk honor dari jajaran pengarnas

daritingkatkecarnatanhinggaternpatpemunguEnsrara"
Pelaksanaan pilkada 2020, lanjutnya, berbeda dengan pilkada

2015, dimana jajaran pengawas hanya tingkat desa. Sedangkan
pada pilkada 2020 mendatang, pengawas hingga tingkat TPS saru
orang pengawas. Tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar
untuk membayar honbr pengawas tingkat kecamatan, desa dan
TPS. "Pengawas tingkat TPS diperlukan untuk memaksimalkan
pelaksanaan pilkada berjalan dengan baiki' tandasnya.

Sebelumnya, sekretaris Daerah Jembrana I Made Sudiada
menambahkan, pada pemilu 2015 lalu anggaran total sekitar Rp
17 miliar lebih. Rinciannya, KPU Iembrana sekitar Rp ll miliar,
Bawaslu Jembrana sekitar Rp 3,8 miliar, Polres Jembrana Rp 2,5
miliar dan Kodim 1617 lembrana Rp 400 juta. "

Namun pengajuan untukPilkada Z)20, semua anggaranyang diajukan
naikmenjadi sehtar ttp 33 miliarlebih. KPU lembrana terbesarRp 25

miliaf Bawaslu Jembrana setelah dirasionalisasi Rp 5,7 miliar, Polres

Jembrana Rp 3 miliar dan Kodim 1617 Jembrana Rp 450 juta
Berdasarkan ketersediaan anggaran, anggaftm yang diajukan oleh

masing-masinginstansimasihterlalutinggi,sehinggaakannrenguxargi
semuaanggaran menjadi Rp 22 miliar, dibagisesuaikeburulnn unruk
semua instansiyang mengajukan anggaxan. (bas/rid)
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APBD Besar, DLHKKurang

Armada Angkut Sampah
MAN GUPURA - Anggaran

Pendapatan Belanda Daerah
(APBD) yang sangar besar, bahkan
terbqsar di Indonesia, ternyata tak
membr rat pelayanan persampahan di
Badung dapat diandalkan. Buktinya,
masih banyak tempat pembuangan
sampah yang liar. Celakanya, Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
(DLHK) Badung mengaku tak bisa
menjangkau seluruh Badung karena
kekurangan armada.

Hal itu dibenarkan Kepala DLHK
Badung Putu Eka Merthawan kemarin.
Pengakuan ini terkait dengan masih
beroperasinya tempat pembuangan
sampah di Desa Kekeran, Mengwi.
Tempat pembuangan sampah itu liar
dan tidak dilakukan pengangkutan ke

dengan ditemukannya sampah
medis sudah ada penyampaian
dari Kadis DLHK untuk dilarang
membuang sampah kembali di TPS
tersebut. "Sesuai dengan komitmen
dari DI,HK akan memberikan
dermaga untuk pengangkutan dari
sampah rumah tangga yang ada di
Desa Kekeran. Namun hingga kini
belum ada," jelas I Nyoman Suarda,
Selasa ( l4l5) kemarin.
Karena janji belum ditepati,

sampah masih dibuang di tempat
semula. Pihaknya mengaku
akan menganggarkan armada
di desa secara langsung pada
anggaran perubahan 2019. Itu

. pun kalau anggaran r\PBDes
mencukupi. Pihaknya berharap,

' TPA Suwung. Anehnya lagi, belum
ada solusi atas persoalan ini.
"Ya benar (TPS di Kekeran

melanggar). Ini opsinya tidak ada,
kalau kita tutup (TpS) di mana
mereka akan membuang sampah.
Karena layanan DLHKbelum sampai
di sana. Hal ini karena kekurangan
armada. Kami mengangkutpada jalur
utama kalau Kekeran kan jalannya ke
tengahi' jelas dia.
Sebelumnya TPS Kekeran itu

ditutup karena ketahuan dipakai
untuk membuang sampah medis.
Kenyataannya, sampai saat ini,

'pembuangan sampah ke tempat itu
masih berjalan.

Perbekel Desa Kekepan I Nyoman
Suarda mengakui semenjakkejadian.

Pemerintah Kabupaten Badung
bisa mernfasilitasi desa dalam
pengadaan TPS. Setidtrlinya setiap
kecamatan ada satu TPS sehingga
bisa lebih bepat desa membuang
sampahnva. "Ralau per kecamatan
ada (TPS) itu sangat kami harapkan.
Kalau rnisalkan kita di desa
membuang sampah ke Suwung
itu kan lama. Armada juga lebih
banyak yang dibutuhkan, karena
kan di sana sifatnya ngantrean,"
tungkasnya.

Eka Merthawan menambahkan,
pihaknya tidak bisa menutup TPA liar
itu karena mereka tidak ada tempat lain.
"Hal ini juga layanan DLHK sampai
saat ini belum ada hingga sampai Desa
Kekeran j' j elasnya. (dwi/yor)
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Kinerf aDPRI)
I

Provinsi
Dipertanyakan"
Setahun, Pesangon

Karyawan Perusda

Tak Terbayar
NEGARA - Kinerja Wakil

Rakyat Provinsi asal pemili-
han Jembrana dipertanyakan.
Ini terkait kasus pesangon
karyawan yang belum diba-
yarperusahaan daerah (Pertrs-
da)Provinsi Bali unit Perkebu-
nan Pekutatan. Pmalnya, ma-
salah yang berkaitan dengan
hak karyawan ini sudah terjadi
sejak setahun lalu dan saat ini
bertamb:rh masalah pesangon
karyawan yang pensiun.

Ketua Komisi B DRPD Jembrana
I Nyoman Sutengsu KusumaYasa

mengatakan, masalah pesangon
mantan karyawan yang pensiun,
Suheng mengaku mendapat
keterangan dari Perusda Bali
dan PL CIPL, saat ini keuangan
perusahaan belum mampu
membayar sekaligus. Perusahaan
akan membayar pesangon secara
bertahap. "Kami akan inga&an
lagij' janji dia.

Masalah Perusda ini, setahun
lalu tepatnya lg Februari 201 B,

komisinya sudah melakukan
inspeksi ke perusahaan yang
mengelola perkebunan karet
di Desa Pekutatan, Kecamatan
Pekutatan. Saat itu terjadi
masalah hak karyawan yang
belum dipenuhi perusahaan,
mulai mengenai cuti dan gaji

yan g tidak dib"r"r, JJ:'ff;;fi '

serta pemotongan tunjangan.
"Sejak setahun lalu sudah kami
ingatkan untuk memperbaiki
manajemennya," ujarnya,
kemarin (t4/s).
Menqrutnya, Perusda

Provinsi Bali yang bergerak

Provinsi Bali ini. Karena
dewan asal Pekutatan ini
menduga ada masalah
administrasi yang serius di
Perusda Bali, jadi bila perlu
harus diganti semua. "Kami
sudah sering sampaikan pada
mereka (DPRD Provinsi) agar
masyarakat Iembrana hak-
haknya jangan diabaikan.
Ngapain mereka tidak pernah
ngomong, ngap ain s{1a mer eka
sebagai wakil rakyat dari
Jembrana," ungkapnya.

Masalah pesangon pensiun
mantan karyawan Perusda
Provinsi Bali unit Perkebunan
Pekutatan, disampaikan ke
DPRD Jembrana. Sebanyak 7

orang karyawan yang pensiun

sejak fanuari lalu belum dapat
pesangon yang nilai totalnya
Rp 300 juta lebih. Saat Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja fembrana, melakukan
mediasi mantan karyawan
dengan perusda Provinsi Bali
dan PT. Citra Indah Praya
Lestari (CIPL), selaku pihak
swasta yang bekerjasama
mengelola perkebunan milik
Perusda. Setelah dua kali
mediasi, tanggal 9 dan 23 April
lalu, pihak perusda dan PT.
CIPL, berjanji akan membayar
30 April. Namun hingga saat
ini belum ada pembayaran
dari perusahaan plat merah
tersebut.(bas/gup)

))
Kamisudah sering sampaikan pada mereka (DPRD

Provinsi) agar masyarakat Jembrana hak-
haknya jangan diabaikan. Ngapain mereka tidak
pernah ngomong, ngapain saja mereka sebagai

wakil rakyat dari Jembrana."

I NYOMAN SUTENGSU KUSUMA YASA
Ketua Komisi B DRPD Jembrono

bidang perkebunan karet dari sisi pekerjanya. Harus
bekerjasama dengan PT Citra segeradiselesaikanmasalahnyaj'
Indah Prayasa Lestaii (CIPL) terangnya.
merupakan kewenangan dari Sebelum masalah pesangon
Provinsi Bali. Akan tetapi, DPII|D pensiun ini mencuat, pihaknya
fembrana sering memperingati sudah mendorong DPRD
pemsahaankarenakaryawannya P rovi n si khu s u s nya da ri
merupakan warga fembrana. daerah pemilihan Jembrana
"Kami hanya berkepentingan untuk mengingatkan perusda
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Rurnah Potongl{ewAn
Ternesi LarnaMang ak
Pemkab Sebut
Akan Diaktifkan

GIANYAR- Rumah potong
hewan (RPH) di Desa Temesi,
Gianyar sudah bertahun-ta-
hun mangkrak. Rencanan-
ya akan diaktifkan kembali.
Pemkab Gianyar kini sedang
menung€iu proses hibah dari
pemerintah provinsi ke kabu-
paten. Apabila proses lancar,
rencananya pada 2020 men-
datang RPH tersebut sudah
bisa beroperasi.

Kepala Badan Perencanaan
dan Penrbangunari Daerah
(Bapperla) Gianyar Gede
Widarma Suharta menyatakan,
RPH Ternesi akan dikelola
oleh perusahaan daerah.
Antara RPH Gianyar dan
RPH Dertpasar akan bekerja
sama. "l)ari provinsi kami
dituniuk sebagai tempat
pembuatannya yakni RPH ittt
sendiri. Sedangkan Pemkot
Denpasar sepertinya ditunjuk
sebagai tempat pemasaran
sejenis supermarket daging,"
ujar Widarma Suharta, Selasa
(r4t5),

Menurutnya dalam proses
pengkajian bangunan dan

LAMA MANGKRAK: Rumah potong hewan Temesi segera diaktifkan

peralatan masih dicek. terdapat digunakan sebagai urus bidang aset. "Secara
Mengenai apa saja yang modal untuk mengelola RPH pfinsip tidak masalah, tinggal
harus diganti dan harus tersebuti'terangnya. administrasisaja,"ujarnya.

MK.RADAR EATI

dibeli, pihaknya memastikan Terkait kepemilikan tanah Soal daging sapi pihaknya
dengan anggaran yang akan sejak awal merupakan milim afan bekerja sama dengan
dihabiskan nanti. Pemerintah Pemkab Gianyar. Namun, h]otel dan restoran yang
menganggarkan Rp 3 miliar peralatan dibeli oleh pusat. t{rsebar di kabulaten Gianyar
sebagai dana penyetaraan. Sedangkanbangunannyamilik dhn sekeitarnya. "Mengingat
"Tapi tidak semuanya provinsi. Namun untuk saat didukungjugadenganPergub
diperuntukan dari dana ini rencananya semua aset yang terdapat di dalamnya
penyetaraan untuk RPH, tersebut akan dimiliki oleh r+engutamakan pemanfaatan

melainkan salah satunya Pemkab Gianyar dan sudah pfoduksiBali,"ungkapnya.
I
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I Klaim Perawatan Pengungsi
f

lSegera Dibayarkan

Gun gAgung

eurnFune- Biaya perawatin p"n- Ketut Arimbawa mengatakan, bersama
Dinas Kesehatan Karangasem pihakn-
ya bertemu dengan tim dari BNPB di
kantor Dinas Kesehatan pada Senin
(2015) lalu. Dalam pertemuan tersebur,
terungkap bahwa BNPB akan segera
mencairkan dana klaim perawatan
pengungsi Gunung Agung dalam lvaktu
dekat ini. "Nanti pencairannya melalui
BPBD Karangasem. Untuk itu kami
membuka rekening baru untuk pener-

gungsi Gunung Agung sekitar Rp 4,2
miliar lebih yang tersebar di sejumlah
rumah sakit di Bali mulai menemui
titik terang.,Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana (BNPB) segera
mencairkan dana klaim perawatan
kesehatan dalam waktu dekat ini.
Hanya saja baru sebagian usulan saja
yang akan dicairkan.

Kalaksa BPBD Karangasem Ida Bagus

imaan dana ini," katanya. siaga) dari pada tanggap darurat. Nanti
dana yang cair ini akan dibayarkan ter-
lebih dahulu ke RSUD yang klaimnya
Iolos verifi kasi," terangnya.

Menurutnya masalah ini akan dibahas
kembali antara BPKP, RSUD se-Bali dan
BNPB. Pembahasan akan difasilitasi
Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada
tanggal 29 Mei mendatang. "Semoga
seluruh klaim bisa dibayarkan semuan-
ya," tandasnya. (ayu/dot)

Namun dari total klaim biaya per-
a\,atan pengungsi Gunung Agung di
RSUD se-Bali yang mencapai Rp 4,2
miliar lebih itu, hanya sekitar Rp BB3

juta saja yang dalam waktu dekat ini
akan dicairkan berdasar hasil review
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP). "Yang lolos veri
fikasi saat ini pada saat tanggap darurat
saja. Padahal lebih panjang siaga (status
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na, abrasi pantai di sepanjang
pantai fembrana sekitar 76 ki-
lometer dari Desa Pengragoan
hingga Kelurahan Gilimanuk,
sekitar30kilometerlebih di22tit-
ik kitis pantai sudah kitis. Abrasi
terparah di Pantai Pebuahan dan
Pantai Gilimanuk Abrasi di pan-
tai ini sudah membuat puluhan
mmahwarga hancur.

Sehingga, Pantai Pebuahan
sekitar 2,2 kilometer kritis dan
perlu penanganan cepat agar
abrasi segera teratasi sehingga
tidak merusak pemukiman war-
ga. Berkurangnya daratan akibat
abrasi di Pantai Pebuahan ini
sekitar tiga meter setiap tahun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

bantuan senderan pantai. Na-
mun ternyata, tahun ini tidak
ada alokasi anggaran untuk
pembuatan senderan pantai
Iembrana. "\Nilayah pantai Bali
hanya Buleleng yang dapat,"

Iembrana Tak
Kebagian
Anggaran

Untuk Bangun
Senderan
Penahan Abrasi

NEGARA - Harapan mas-
yarakat pesisir Jembrana ada
program pembuatan senderan
pantai untuk menahan abrasi
pupus. Pemerintah pruat melalui
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR)

pada 2019 ini tidak mengalo-
kasikan anggaran untuk mem-
buat senderan pantai untuk
menahan abrasi.

Padahal, berdasarkan data dari
dinas pekerjaan umum Jembra-

dan Thta Ruang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Iembrana
I Wayan Darwin mengatakan,
pihaknya sudah mengusulkan
kepada pusat agar beberapa titik
pantai yang abrasi mendapat

jelasnya, Selasa (28l5).

Menumtnya, Pembuatan sen-

deran abrasi dengan membuat

tanggul memerlukan anggaran

cukup besar. Sehingga, Pemer-
intah pusat hanrs membagi an-

ggaran unnrk wilayah yar-rg ter-

dampak abrasl "lvlungkinkarena

keterbatasan anggantrj' duga dia
Darwinmenambahkarl nrengata-

:irbresi tle ngan scntlcr.n mcmili-

h sisi pxrsitildan neptil Pcitifr tya
pantai tidak adan tergens abrasi

lagi karena tertahan .rnnor atau

ban-r-batu berukuran besar. Na-

mtrr darnpak negatilnYa, armor

1'ang biaYanYa mahai dan ment-

sak lingkungan karena menrer-

lukan batu Yang lresar Yang saat

ini sulit didaPat.sehingga salah

satu solusi Yang saat ini tengah

uii coba ada.lah geotextile tube

yang sudah terPasang di emPat

titik abrasi di Pantai Pebuahan,

Desa BanYubiru. EmPat buah

empat geotextile rube diPasang

sekitar 20 meter dari geris Pantai
sejak 2018 tersebut, sudah ada

hasil. i'erlihat garis pantai sudah

ada perbedaan, dritata yatt8,

terpasang geotextile tube dan

tidak clipasang. Menurutnya,
geotextile tubetersebut untuk
rnengumPulkan Pasir ke Pesisir
pantai. Sernakin banYak Pasir
yang terkumpul di Pantai, seh-

ingga daratan tidak lagi tergerus

abrasi. (bas/gup)
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Keretakan Tebing Uluwatu
Tak Kunjung Diperbaiki

MANGUPURA - Kererakan tebung di pura Uluwatu,
Ungasan, Kuta Selatan sampai saat ini belum bisa dilaku_
kan penataan dan perbaikan. pasalnya, Dinas pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (pUpR) Badung masih pros_
es analisis manajemen konstruksi penguatan ainai.rg
tebing Uluwatu yang melibatkan Konsultan Konstruksi
PT Inakko Internasional Konsulindo. Setelah itu, baru
bisa dilakukan proses lelang untuk penataan keretakan
tebing objek wisata tersebut.

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas pUpR Badung
A.A Gede Agung Dalem tak menampik belum bisi
dilakukan proses lelang untuk penataan keretakan tebing
Uluwatu. Karena penataan keretakan tebing masuk dalam
pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Sehingga
pihak PUPR Badung harus melakukan analisis terlebih
dulu dengan konsultan selesai. Setelah itu baru bisa
rnelakukan penataan. "Saat ini sedang dipertimbangkan
dari segi teknis. Bahan apa yang akan digunakan untuk
lelarrg konstruksi. Nanti akan dilelang design and build,
nnrlai dari perencanaan hingga pembangunan," terang
pria yang akrab dipanggil Gung Dalem,Iumat (tZIS).

Gung Dalem mengakui konsultan yang dilibatkan terse-
but telah bekerja sejak qwal bulan. Di target dalam satu
bulan pengerjaart setidaknya mampu menelurkan kriteria
dan syarat-syarat untuk proses lelang. "Konsultan masih
bek'erja untuk mencari tahu kondisi dan persyaratan apa
saja yang dibutuhkan untuk proses lelang. Kira-kira pa-
rameter apa saja yang dipakai pekerjaan itu. Kalau sudah
selesai itu, baru kita lakukan proses lelang untuk mencari
kontraktor yang memungkinkani' jelasnya.

Ia memastikan, proyek yang menelan puluhan miliar itu
akan dikerjakan dalam tahun Ini. kemudian, proses lelang
dapat segera dilakukan setelahproses pengumpulan data
terkait bahan-bahan yang akan digunakan. "Setelah ma-
suk lelang, kira-kira dua sampai 3 bulan lagi sudah bisa
dikerjakan. Itu pun kalau ada kontraktor yang berminat
karena ini masuk dalam pekerjaan khususi'terangnya..

Jasa konsultan, sebut Gung Dalem menelan anggaran
Ilp I ,3 miliar. Sementara untuk pengerjaannya rencananya
dianggarkan Rp30 miliar lebih, (dwi/yor)

: Sabtu (8 MeiEdisi
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Miris! Ialan Desa Rrisak
Sepanl ang 3l Km
Terparah di Desa
Tianyar Barat
AMLAPTIRA- Ialan rusak masih saia

ditemukan di kabdpaten Karangasem.
Bahkan, jalan rusak mencapai puluhan
kilometer (Km). Ialan rusakterparah be-
rada di Desa Tianyar Barat yang terletak
di kecamatan Kubu, Karangasem.

Dari pantauan di lapangan, jalan rusak
karena belum tuntas dikerjakan. Baru
sebatas lapisan penetrasi macadhm (/a-
pen),belum di hotmix. Lebih parahnya
lagi jalan desa masih berupa jalan tanah.
Seperti yang terlihat di jalan banjar Munti
Gunung Kauh, Munti Gunrrng Induk,
Munti Gunung Kangin dan Bukit Sari.
Terkait banyaknya jalan rusak tak

dibantah Perbekel Tianyar Barat, I Gde
Agung Pasrisak Iuliawan. Menurut Agung
jalan-jalan yang rusak di desanya men-
capai 31 kilometer. Agung mengatakan
dari 31 kilometer jalan rusak, terdapat
15 Km jalan desa dan I6 Km rnerupakan
jalan Kabupaten. "Di Tianvar barat jalan-
jalan hampir merata rusaki' ujar pria asal
Munti Gunung kepada koran ini, Jumat
(1715) kemarin.

.Sernentirra itu, jalan kabupetan yang
rusak juga cukup panjang. Di antaranya
adalah jalan Munti Gunung-Bukit Catu;
Munti Gunung Tengah menuju Bukit
Catu; Munti Gr.rnung Tengah menuju
Bukit Sari dan jalan Munti Gunung ke
jalan nasional jalan raya Amlapura-
Buleleng.

Sedangkan untukjalan desa yang rusak
di Banjar l-[unti.Gunung Kauh sepanjang
5 kilometeS Munti Gunung Tengah 2
Krn, Mturti Gunung Induk I Km, Munti
GunungKtrngin I Km, dan sisanya terse-

bar di beberapa Banjar Dinas lainnya.
Untuk perbaikan jalan rusak tersebut

diakui'Agung sudah mengusulkan ke pe-
merintah kabupaten. Hanya saja, sejauh
ini pihak Dinas PUPR belum bisa mere-
alisasikan perbaikan jalan-jalan tersebut.
"Ya, belum bisa terealisasi karena kalah
diverifi kasii' tambahnya.

Tahun 2019 ini, lanjutnya, Dinas PUpR
berencana akan melakukan perbaikan
jalan di Munti Gunung menuju Bukit Sari.
"Panjangnya sekitar 4 kmi' kata Agung.

Agung berharap Pemkab Karangasem
bisa segera menuntaskan perbaikan
jalan-jalan rusak di desa. Sebab, jalan
akan sangat mendorong perekonomian
warga desa. Terlebih lagi warga di Munti
Gunung yang selama ini dikenal dengan
"Desa Gepeng'l Tanpa sentuhan pem-
bagunan di desa tersebut, lanjurnya,
akan sulit mengajak warga yang doyan
mengemis untuk ketnbali ke desanya
untukmembagun. " Nah, dengan adanya
jalan bagus nantinya diharapkan wdrga
Munti Gunung bisa kembali membagun
desa mereka. Dengan demikian ekomomi
pedesaan akan menggeliat dan hidup,"
bebernya.

Terkait anggaran, dana desa tahun 20 I g

ini akan dilakukan perbaikanjalan sepan-
jang 6 km. Di antaranya I km jalan Batu
Meyeh, 3 km jalan BanJar Munti Gunung
Kauh dan Munti Gunung indul sepan-
jang I km. Sementara di Munti Gunung
Kangin akan diperbaiki sepanjang I km.

Untuk jalan Desa diakui Agung, pihak-
nya secara rutin melakukan perbaikan
setiap tahunnya. l)esa Tianyar Barat
mampu memperbaiki jalan desa 6 km.
Perbaikan jalan diakuinya menjadi
prioritas utama untuk menopang per-
ekonomian desa. (traldot)
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MantiilnKaryawan
PerusdaMesaduke Dewan
Ianji April,
Pesangon Tak
Kunjung Dibayar

NEGARA - Mantan karyar,r'an
perusahaan daerah (Perus<1a)

Provinsi Bali Unit Perkebu-
nan Pekutatan, menunt,ut
perusahaan untuk membal'ar
pesangon yang belum diba.yar
sejak pemberhentian dengan
hormat atau pensiun 2 Januarj
lalu. Sebanyak tujuh orang
karyawan yang pensiun tte-
lum dapat pesangon dengan
total Rp 300 juta lebih.
Ketut Sudarnta, mant,illl

karyawan l)erkebunan Pek.u-

tatan mengatakan, masalah
tersebut sudah disampaikan
kepada Dinas Penanamitn

Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
Jembrana. "Sebagai warga
Jembrana, saya juga minta
bantuan wakil rakyat memban-
tu masalah ini," ujarnya, usai
menyerahkan surat pengad-
uan ke dewan kemarin ( l3l/5).

Pria yang sebelumnya men-
jabat supervisi teritorial sela-
ma 35 tahun di perusahaan
plat merah tersebut menjelas-
kan. Semestinya pesangon
dibayar sejak pensiun awal
Ianuari 2019 lalu. Nilai total-
nya sebesar Rp 49 juta lebih.
Selain Sudarma, masih ada
6 karyawan lain yang juga
belum dibayar pesangonn-
ya. fadi total pesangon sebesar
Rp 346 juta lebih. "Pada saat
mediasi perusahaan memang
mengakui penggaiiannya ti-

dak sesuai dengan standar
upah," ungkapnya.

Sebelumnya, Dinas Penana-
man Modal, Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja fembrana sudah me-
diasi mantan karyawan den-
gan Perusda Provinsi Bali dan
PT. Citra Indah Praya Lestari
(CIPL), selaku pihak swasta
yang bekerjasama mengelola
perkebunan milik Perusda,
Setelah dua kali mediasi.
Tepatnya pada 9 April dan
23 April lalu, pihak perus-
da dan PT. CIPL, berjanji
akan membayar pesangon 30
April. "lanjinya 30 April. Tapi
sampai sekarang tidak ada
yang dibayar," terangnya.

Di bagian lain Kepala Unit
Perkebunan Pekutatan Pe-
rusda Provinsi Bali Ketut

ot
Kamisudah koordinasi
dengan direksi. Belum
bisa memastikan kapan

dibayar (pesangon).
Tapitetap akan kami

. bayar."
KETUT NASA
Kepolo Unit

Nasa mengakui bahwa sam-
pai saat ini pesangon mantan
karyawan yirng sudah pensiun
belurn dibayar. "Tetap kami
bayar pesangonnya," jawabn-
ya dari balik telepon genggam-
nya. Baik l)erusda maupun
PT.CIPL masih terkendala
keuangan. Sehingga menung-
gak pembayaran pesangon
mantan karv-awan yang nilain-
ya Rp 300 juta lebih. "Kami

))
Janjinya 30 April. Tapi
sampaisekarang tidak

ada yang dibayer."
KETUT SUDARMA
Manton Koryowon

sudah koordinasi dengan di-
reksi. Belum bisa memastikan
kapan dibayar (pesangon).
Tapi tetap akan kami bayar,"
tegasnya. (bas/gup)
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Buleleng Penuhi Hak Kesehatan Warga-

BUPATI lluleleng Putu Agus
Suradnyana sadar beturl, kesehatan
merupakan salah satu hak dasar
yang harus dipenuhi pemerintah.
Salah satu upava pemerintah ialah
melindungi masyarakat di Kabu-
paten Buleleng dalam program
jaminan kesehatan. Bukan hanya

r 0lAPl(All...
Sambungan dari hal 1

Undang-Undang Nomor 24 Ta-

hun 2011 tentang Badan PenYe-

lenggara |anfnan Nasional, serta

Instruksi Presiden (Inpres) No-
mor 8 Thhun 2018 tentang OP-

timalisasi Pelaksanaan Progarrt
Iaminan Kesehatan Nasional.

Bupati Agus Suradnyana men-
gatakan, aspek kesehatan mer-
upakan hal yang sangat penting

untuk diums oleh Pemerintatt
daerah kan:na menYangkut Pe-
layanan dasar yang menennrkart
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di Buleleng.

Menurutnya saat ini Pemerin-
tah memang baru bisa menga-
lokasikan dana sebesar RP l4,li
miliar. Sebirb ada sejumlah ke-

giatan lain yang membutuhkarl
dana cukup besar. Meski begitu,
ia berkomin nen;nengdokasikan
anggaranseti6sar Rp 28,5 miliar
pada APBD Perubahan tahun ini.

"Kami masih ada anggaran
perubahan, dan kami sudah uPa-

)akan sumber-sumber PendaPa- ya. (eka prasetya/rba/gup)

Siapkan Thmbahan Rp 28,5 Mili{r
untukProgramUHC

anggaran sebesar Rp 28,5 miliar.
Anggaran itu dipasang sebagpi

komitmen pemerintah melinfl-
ungi seluruh masyarakatnfa
dalam program Ilniuersal Health
Couerage (UHC), sebagaimana
amanat Undang-Undang Nompr
40 Tahun 2004 tentang Sistefn
faminan Sosial Nasional .. I

_ 
) Baca si"pk":.::1^t!1

PRO RAKYAT: Bupati Buleleng
Putu Agus SuradnYana
berkomitmen untuk melindungi I

seluruh masyarakat Buleleng
dalam bidang kesehatan' 

i

Pemerintah Kabupaten Buleleng menyatakan
komitmennya dalam menjamin hak kesehatan

masyarakat Buleleng. Rencananya pemerintah akan
menambah anggaran sebesar Rp 28,5 miliar pada

APBD Perubahan mendatang.

tan di tengah ini dengan baik.
Ini (program UHC) pasti akan
tercover di ABPD perubahan.
Itu tanggung jawab pemerintah
daerah, " kata Agus di sela-sela

Sosialisasi laminan Kesehatan
Nasional-Krama Bali Sehat (|KN-
KBS) di RSUD Buleleng pagi
kemarin(2015).

Menurutnya pemerintah su-
dah melakukan inventarisasi
sumber dan4 dalam menyusun
APBD Perubahan nanti. Ia Pun
meminta masyarakat tidak kha-
wair atas ketersediaan anggaran
yang dimiliki Pemkab Bule-
leng. Apalagi Bupati Agus telah
menandatangani pernYataan
komitmen pemerintah daerah
untuk membayar iuran jaminan
kesehatan bagi seluruh Pen-
duduk Btrlelengyang didaft arkan
dalam program UHC.

Agus juga meminta agar BPJS

Kesehatan sebagai penyelengga-

ra memberikan pelayanan yang
optimal. Ia berharap jenjang
rujukan dapat dipermudah,
sehingga masyarakat yang men-
cari rujukan dari puskesmas,

segelintir orang saj4 namun selunrh
masyarakat tanpa terkecuali.

Pada APBD Induk 20 19 lalu, Pem-
kab Buleleng telah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp 14,5 miliar.
Rencananya pada APBD Peruba-
han 2019 nanti, pemerintah akan
kembali memasang tambahan

dapat langsung dirujuk ke RSUD
Buleleng demi mendapatkan
pelayanan yang paripuma. " Saya

minta ini (akses masyarakat ke

RSUD) segera dibuka, jangan
menunggu bulan Juni. Bila perlu,
besok saya perintahkan Wakil
Bupati untrk ke f akarta agar bisa
membukainii'katanya.

Sementara itu, Kepala BPIS

Kesehatan Cabang Singaraja
Elly Widiani mengungkapkan,
pihalorya memberikan apresiasi
atas upaya Pemkab Buleleng
untuk menjaminkan seluruh
penduduk Buleleng dalam pro-
gram UHC ini.Elly pun meyak-
ini komitrnen dari pemerintah.
"Sampai saat ini kepesertaan
masyarakat Buleleng yang sudah
ber-JKN sebanyak 96,58 7o. Jadi
penduduk yang belum ber-JKN
sekitar 3%| ungkapnya.

Disinggung terkait alses mas-
yarakat ke RSUD, Elly menjelas-
kan bahwa hal itu berkaitan
dengan sistem rujuk terintegrasi
dan sistem rujukan berjenjang
secara online. Menurutnya,
seluruh peserta JKN-KIS sudah

aifi aft arkan paaa fasiltas keseha-

ta$ (faskes) tingkatpertama, bisa
Puskesmas, lXinik, dan Dokter
Keluarga. Untuk segmen yang
diff aftarkan olah Pemda, peserta

inl didaftarkan pada faskes ting-
kaf pertama di Puskesmas.

Oalam hal peserta JIA{ tidak
biia ditangani di faskes per-
tafna, Elly melanjutkan, yang
b{rsangkutan berhak dirujuk
ke' fasilitas pelayanan lanjutan,
yEitu Rumah Sakit (RS). Na-
mun, seperti diketahui bahwa
RS sendiri terdiri dari Tipe D,

Tipe C, Tipe B, dan Tipe A. "Se-

benamya, dari Puskesmas bisa
saja langsung dirujuk ke rumah
sakit Tipe B apabila komptensi
d{kter yang dibutuhkan tidak
a{a ai rumafr sakit Tipe C atau
Tipe A. Contohnya, spesialis
Odkotogi dan Urologi, adalah
dokter-dokter yang tidak ada
di rumah sakit Tipe C dan Tipe
D.i Jadi untuk case seperti ini,
masyarakat dari faskes perta-
ma bisa langsung dirujuk ke
rumah sakit Tipe 8," jelasn-

Edisi : Setosa
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Pajak,lziniuga Mentok
MANGUPURA - Keberadaan kelab malamMANGUPURA - Keberadaan kelab malam Sky Garden di

|alan Legian, Kuta, Badung masih mendapat keistimewaan
dari pemerintah. Meski telah diketahui izinnya-keda-
Iuwaisa, dan mengemplang pajak, sampai saat ini belum
ditindak tegas. Tidak ada penutupan total terhadap usaha

ini, melainkan hanya ditutup setengah.

Kasatpol PP Badung IGA Surayanegara mengakui, sekarang

belum ada perkembangan pembayaran cicilan runggakan

pajak. Karena kabarnya-mereka membayar piutang
pajak secara mencicil tapi pembayaranya juga harus ada

rincian neraca laporan kegiatan club malam tersebut. Nah,

pertanggungjawaban manajemen lama tidak ada neraca

ierseUur Setiingga Bapenda tidak bisa memastikan jumlah

total piutang dan dendanya. "Dari tanggal 5 Mei sampai
sekarang belum kelar, mereka belum juga bisa membayar

karena terbentur administrasi neraca laporan internal
mereka," ungkap Suryanegara, Senin (2015).

Mengenai izin operasional yang kedaluwarsa, Suryanegara

mengakui mereka sudah melakukan permohonan
pendaftaran perizinannya. Lebih lanjut, mengenai masalah

diproses atau tidaknya itu kewenangan di Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelal'anan Terpadu Satu Pintu
(PMPTSP) Badung. Namun untuk bisa diproses tentu pihak
Sky Garden juga harus membayar piutang pajak. "Karena

minimal ada pembayaran pajak dan bikin surat pemyataan,

baru bisa diproses. Karena belum ada (pembayaran pajak),
jadi kemungkinan belum bisa diprosesj' ungkapnya.

Imbuhnya, langkah Satpol PP saat ini tentu mereka mengejar

agar segera membayar piutang pajak Mengenai izin, mereka

sejatinya tidakpunya izin tetapi izin operasionalnya kedaluwarsa

dan ada kebijakan sembari mereka menunggu proses
pengurusan izin. "Kalau dalam perjalanan nya permohonan
perizinan ditolak oleh Dinas PMPISB baru kami bertindak
(penyegelan). Kami masih menungguj' tegasnya.

Sementara masih dilalukan penutupan setengah operasional

Sky Garden. Kalau mereka tetap membandel Satpol PP juga

bisa langsung menindak "Yang jelas kami tetap melakrkan
tindakan sesuai atr.ran. kalau sudah benar-benar permohonan

izin ditolakdan kami langsurg menindaktegasj' terangnya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pinru (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made
Agus Aryawan j uga mengakui Sky Garden belum ada tindak
lanjut untuk melakukan perpanjangan izin operasional
yang sudah kedaluwarsa tersebut. "Sampai saat ini (Senin,

kemarin) belum ada progress," pungkasnya. (dwi/yor)
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aDiperbaiki
L4Kali Disurati,

SINGARAIA - Dinas perhubun-
gan Buleleng bahkan suclah l4 kali
menyrrati Balai pengelola T.ranspor_
tasi Darat (BPTD) Wilayah )OI Bali_
Nl'B terkait rusaknya trafTic light
di Simpang Penarukan, Singarija.
Sekian lama menunggu, ukhirnyu
kemarin (22/5) tanda-tanda per_
baikan mulai terlihat. Tiane traffic

light sudah dilepas. Lubang-lubang
galian juga nampak di setiap sudul
persimpangan. Baik itu di arah Jalan
Sam Ratulangi, maupun dari arah
Jalan !VR. Supratman.

Kepala Dinas perhubungan Bule_
leng Gede Gunawan mengatakan,
perbaikan traffic light itu dilakukan
BPTD. Mengingat traffic light itu

ada di jalur nasional, sehingga per-
baikannya pun menjadi kewenangan
perherintah pusat melalui BPTD.

"Perbaikannya sebenarnya su-
dah dari tanggal 22 Mej kemarin.
Rencananya proses perbaikan
itu memakan waktu selama 4 bu-
lan," kata Gunawan. Berdasarkan
informasi dari BpTD, perbaikan

traffic light itu memakan angga_
ran Rp 1,7 miliar. proyek dikerja_
kan PT. Mortex yang memenang_
kan tender. Anggaran Rp l,Z miliir
itu bukan hanya untuk mengganti
traffic light saja. Namun juga ada
pengadaan rambu lalu lintas mulai
dari Kota Singaraja hingga Kota
Amlapura. (eps/gup)
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Blangko Minim,J.BZ}
Warga Belum Miliki e-KTp
AMLAPURA-persediaan blangko e_KTp di Dinas

Catatan Sipil dan KependudukariKarangasem sempat
habis awal Mei lalu. Menurut Kadisduicapil Karan-
gasem I Wayan Sumidia, stok blangko habii. ,,Sempat

fgtolg sekitar tiga minggu,,'ujarnla didampingi Kasi
Identitas penduduk Ni Madb wi.ruriini kemaiin (zz ts).
. Sumidia mengatakan stok blanko menipis terjadi
karena pemberian blangko dari pemerintah pusatdikirim sedikit. Saat ini masih ada stok sebinyak
1.006 keping pada 24 Mei lalu.

Sementara itu, untuk perekaman e_KTp sendiri masih
terus dilakukan. Rata-rata setiap harinya 30_ 40 orang
yang melakukan perekaman e_KTp.

. Saat ini, lanjut dia, warga yang sudah merekam danbgll- mendapatkan e-Kip sebinyak 3:823 orang.
Kekosongan blangko sempat terjadi bulan April lalu

selama tiga minggu. ,,Kita 
-e.,gulrkun 5.000 blanko.

N1m-un h,anya dipenuhi 500 keping,,,ujarnya.
Sedangkan untuk KTp Anali utit, (u.tu ldentitas

Anak (KIA) dianggarkan t8 ribu keping. Saat ini su-
dah ada 0.000 KIA yang mendaftar daniaru berhasil
dicetak 1000 keping. Untuk KIA diakui Winartini
karena terbatasnya mesin cetak. ,.ya alatnya yang
terbatas,"tukasnya. (traldot)
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jalur evakuasi.

tuan alat berat ke Dinas
PUPR. Bahkan, memba-
gun jembatan darurat. Na-
mun, saat banjir datang
jembatan tersebut kembali
hanyut. Bersamaan den-
gan itu jembatan darurat
yang menghubungkan Ialan
Geriana Kangin dan Geri-

ana Kauh melintas di atas
Tukad Sabuh atau Tukad
Panti juga hanyut. Warga
Bukit Galah saat ini sudah
bisa kembali ke kampung
halamanya. Mereka adalah
pengungsi terakhir Gunung
Agung 2018.

Menurut Kepala Pelaksana

Iembatan sebagai Ialur Evakuasi Segera Rampung'
AMLAPURA-Tim Badan

P e nan ggulangan B encana
D aerah (BP B D) Karangasem
bersama warga Bukit Ga-
lah akhirnya membangun
jembatan dan jalan baru di
tepi barat desa. Jembatan
tersebut beberapa kali sem-
pat putus saat terjadi ban-
jir lahar hujan di Gunung
Agung. Terakhir jembatan
tersebut putus saat hujan
lebat September 20lB lalu.

Awalnva, warga bukit Galah
memilih mengungsi ke Dusun
Tegeh, I)esa Amerta Bhuana,
Selat. Mereka ogah kembali
ke desanya. Sebab, warga
takut kalau Gunung Agung
erupsi. l-ebih-lebih jembatan
serta jalur evakuasi masih
rusak pirrah. lembatan ujung
barat desa putus sehingga sulit
pulang ke kampung.

Saat itu, BPBD Karangas-
em sempat meminta ban-

INFRASTRUKTUR: Pembangunan iembatan di Banjar Bukit Galah, Se-
budi, Selat yang menghubungkan Jalan Geriana Kangin dan Geriana
Kauh segera rampung. Jembatan lersebut penting kareha sebagai

BPBD Karangasem IB Ketut
Arimbawa, jembatan yang
dibangun sangat penting
untuk jalur evakuasi jika
suatu waktu terjadi bencana
Gunung Agung erupsi.

Dia berharap dengan diba-
ngunnya jembatan tersebut
selain sebagai akses evakuasi,
juga bisa dipergunakan warga
Bukit Galah untuk pergi ke pas-
ar dan kota. "Dengan adanya
jembatan ini diharapkan bisa
membangkitkan perekonomian
masyarakat disana. Mereka bisa
pergi ke pasar dengan lancar
untuk menjual hasil kebunnyai'
ujarnya.

Seperti diketahui, penger-
jaan jembatan tersebut
menggunakan anggaran
dana desa. Pengerjaan jem-
batan berlangsung selama 56
hari kalender. Dan kemarin
masih dalam tahap penger-
jaan akhir. (traldot)
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Bupati I Nyoman Giri Prasta
Menyerahkan Bantuan Rp gOO luta

MANGUPURA -KramaDesa
Adat Taman, Abiansemal, Ba-
dung, melaksanakan Karya
Pitra Yadnya, Nyekah Kurung
Kinembulan. Rangkaian up-
acara dihadiri Bupati Badung
I Nyoman Giri Prasta, di Lapa-
ngan Desa Taman, fumat (3/5).
Mendukung karya ini, Bupati
menyerahkan dana upakara
Rp 900 juta.

Bendesa Adat Taman I Made
Kupasada didampingi ket-
ua panitia karya, Bagus Puttr
Suparta, menyampaikan, teri-
ma kasih atas kehadiran Bupa-
ti, sekali gus membantu penuh
karyaini. Bantuan dari Bupati

bangga berka itan kary a ny ekah
bersamir. Yaitu; atiuta-tiwa,
atma wedana, dan sarwa prak-
erti..Hal ini, sejalan prioritas
program pembangunan Pemk-
ab Badung dalam melestarikan
seni, adat, agama, danbudaya.
Bupati juga menyampaikan
secara umum proses nyekah.
Di mana, ada upacara murwa
daksina dengan menggunakan
sapi hitbm (selem) sebagai
Iambang linggih betara Siwa
mengan tarka n at ma mentriu
surga. Nleajar-ajar ada empat
tempat yang disebut catur loka
pala.Yaitu; barat ke Batukaru,
utara ke Beratan, selatan ke

Badung ini, sangat meringank-
an beban masyarakat Taman.
'Atas program dari Pemkab
Badung, kemajuan pembartgu-
nan diThman sangat dirasakan
masyarakati' ungkapnya.

Terkait karya dijelaskan, se-
suai agenda desa ad,at, karya
nyekah bersama ini dilak-
sanakan setiap 5 tahun sekali.
Bilasawa sudah melebihi dari
25 sawa, nyekahbolehdiambil
pada tiga tahun. "Nyekahkali
ini, diikuti sebanyak 65 sawa.
Sehingga, dapat dilaksanakan
di tahun ketigai' imbuhnya.
Rangkaian karya dimulai

sej ak 4 April I alu, P uncak ka ry a

Uluwatu, timur ke Goa Lawah.
Setelah selesai meajar-a.jar,
kembali ke bale peyadnyan,
ke Siwa,pura kahyangan tiga,
dan merajan/rong tiga rumah
masing-masing disebut Deua
Pretista. "Kami harapkan, up-
acar a ny ekah ini, dilaksanakan
berdasarkan atas sastra-sastra
agama Hindui' harapnya. (ad-
vertorial/dwi/djo)

SUPPORT PEMERINTAH: Bupati
Giri Prasta menyerahkan bantuan
untuk Karya Pitra Yadnya, Nyekah
Kurung Kinembulan di Lapangan
Taman, Abiansemal, Jumat (3/5).

nyekah bertepatan rahina
tilem desta, sabtu (4/5). Pada
puncak karya, diawali up-
acara ngulapin, raja sewala/
raja singa, mendak lirta ning
murwa daksina. Dilanjutkan
m e s a n gih, mep etik/ telub ula -

nan, p engaskaran, dan p relina.
Kemudian Minggu (5/5),

nyegara gunung ke Goa La-
wah, mepamit ring peyad-
nyan, kahyangan tiga dan
nilapati. Nyekah diikuti 65
sawa, mesangih 53 orang,
mepetik lan metelubulanan
46 orang, dan 37 orang meraja
sewala.

Bupati Giri Prasta merasa
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Dishub Tempuh Upaya Perhaikan
SINGARAIA - Dinas Perhubungan Bulelq.ng terus

menempuh upaya-upaya untuk melakukan fbrbaikan
pad,a traffic light di Simpang Lovina, yang padam sejak
dua pekan terakhir. Mulai dari perbaikan secara swadaya
hingga menyurati Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah )flI Bali-Nusa Tenggara Barat.

Kepala Dinas Perhubungan Buleleng Gede Gunawan men-
gatakan, pihaknya telah menyurati Balai pengelola Trans-
portasi Darat pada 29 April lalu. Dishub Buleleng terpaksa
menyurati Balai karena tak berhasil melakukan perbaikan.
Mengingat kerusakan yang terjadi kompleksl'Mengingat fraf '

frc light tersebut berlokasi pada ruas jalan nasional, daerah
pariwisata, serta rawan kecelakaan. Kami mohonkan kepada
balu agar trafftclrghritu bisa segera diperbaikij' kata Gtmawan.

Lebih lanjut Gunawan mengatakan, trafrc lighttersebut
sempat berfungsi pada2 Mei lalu, setelah pihak vendor
melakukan perbaikan. Namun kembali terjadi kerusakan.
Kondisi itu pun telah disampaikan secara lisan maupun
secara tertulis pada pihak balai. (eps/dot)



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan provinsi ejti

Radnr ffiffi!f,

BUPATI GIRI PRASTA HADIRI MAMUNGKAH
DI BATIUCULUNG, KUTA UTARA, BADUNG

SerahkanHibah
Rp 400 Iuta

Pada 20 I 8dllanjulkan pem- -
langunan tahap kedua; ling- '

gih parahyangan, bale gede,
gedong simpen, candi ben-
tar, dan tembok penyengker.
Menghabiskan Rp 1,3 miliar.
Dibantu hibah Pemkab Ba-
dung 2018 sebesar Rp I miliar
lebih, dan dari LPD Desa
Kerobokan Rp 250 juta.

Desember 20lB mecaru, men
laspas, mendem pedagingan,
Ian ngunggahang bale kulkul.
Habiskan Rp 150 juta, dari kra-
maBaniar Batuculung.
Lantas, pada rahina Buda KIi-

won Sinta, gelar karya mamung-
kah, ngenteg linggih, mupuk

pedagingan, ngantegang
bale kulkul, lan padudusan
alit medasar tawur madu-
rga jangkep. Habiskan Rp

500 juta, bersumber ban-
tuan Pemkab Badung RP

400 juta dan punia krama
banjar Rp 100 juta.

Bupati Giri Prasta men-

gapresiasi rasa persatuan mas
yarakat Ranjar Batuculung. Dika-
takan,-dalam konsep Hi"i", uaul
tiga pilar; Wimuda, Wirata, darr
Wiw erda. Wim uda itu an k-;;,
linata itu remaja atauyowana.
Karena, sudah bisa memLedakan I

MANGUPURA - Bupati Ba-
dung I Nyoman Giri Prasta had-
iri Karya Nlamungkah, Ngenteg
Linggih, N|upuk Pedagingan,
Ngentegang Bale Kulkul, lrn
Padudusan AIit Medasar Tawur
Madurga langkep. Yang di-
gelar krama Banjar Batuculung
di Pura Begawan Penyarikan
Kerobokan Kaja, Kuta Utara,
Kamis (16/5).

Bupati didampingi tokoh mas-
yarakat Banrculung tandatangani
prasasti, berikut menyerahkan
bantuan upakara Rp 400 juta.

Parwartaka karya I Gede Su-
madi berterima kasih kepada
Pemerintah Kabupaten (Pemk-
ab) Badung. Menurutnya, Karya
Mamungkah dilaksanakan ber-
dasarkan rampungnya Bale
Banjar Batuculung dan Pura
Begawan Penyarikan Banjar
Batuculung. Dijelaskan, balai
banjar itu, direncanakan 2014,
melalui dua tahap.
Pertama, pada 2016, mem-

bangun bale paruman atau
wantilan, bale gong, peware-
gan, dan bale kulkul. Ha-
biskan Rp 1,6 miliar lebih.
Dananya dari hibah Pemkab
Badung 2016 sebesar Rp 500
juta. Dari ka s krama banjar Ilp
300 juta, punia dari krama
banjar Rp 550 juta. Serta,
dari LPD Desa Kerobokan
Rp 300 juta.

yang baik dan benar. Sedane_l
kan, Wiwerda merupakan paial
orang tua. "Maka dari iru, unnrkl
permasalahar yang ada di desa 

I

orang tua. "Maka dari itu, untuk
permasalahan yang ada di desa

T."r?iT di bate banjar ketiga
pilar ini harus bisa beriatu unnrk
bisa membangun di daerahnva
masing-masing' pintanya.

Di akhir kegiatan, Bupati Giri
Prasta serahkan punta np rcjuta untuk mendukung sekaa
gong Banjar-Baruculung dan Rp
20 juta untuk pKK Baniar Barus_
ulung. (advertorial/dwi/df o)
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golFekPuskesmas Didnd
Rekayash - i

AMLAPtf RA Sejurnlah
kontrakrior lokal li Karangas"-
em lnerasa kece va terhadap
lelang provek pe nrbangunan
Puskesmas Selat (DAK) yang
ciilakukan oleh Kelornpok
Keria Pemilihan . l Pengadaan
tsarang/lasa PenLerintah Ka-
bupaten I{arang: r:em. Pasal-
rrya, lelang ini djduga penuh
tlengan rakayasa dan "penga-
turan" serta per4rainan Pokja
untuk memendngkan satu
peserta lelar-rg. tt rutama dari
segi persyaratan

Dugaan itu te'baca pada
laman LPSE K lrangasem
dengan menyebrrrkan, untuk
dokurnen pena raran pok-
ja mempersyarirtkan harus
rnerniliki Sertifi <at Ivlanaje-
men lvlutu (lSO 9000I, ISO
14001, serta Sertifikat Kese-
larnatan dan Kes :hatan Kerja
(OHSAS lB00l) yi.ng terakred-
jtasi KAN terhadap penyedia

traktor mengharapkan Pihak
telkail agar ikttt ttlenlantau
adanya proses lelarrg terbu-
ka ini. Terkair hal tu, I(etut
Suranata dari Pokja 2 ULP
I(arangasem clalanr tlokumen
penawaran LPSE nrenjelas-
kar-r, persyaratatt yartg dibuat
oleh PPK telah nrelirlui belb-
agai pelrimbangarr, sehingga
hasil yang diperoleh berkual-
itas. Sebab itu, dali satu dan
dua pekeriaan konsrruksi ini
merniliki gifat kompleks (ber-
isiko tinggi) oleh kat'enanYa
ada Sl(A. ISO 90001.
"ISO 14001 dan OHSAS

I800I meujadi Persyaratan
dalarn kegiatan ini Yang
DersVarataIl tersebut ter-
rnurrik t1'o.u, clokr'rruen lain
atatr tambahalt sYalat sesuai
dengan Pertnett PUPR Yang
berlakui' tandas Ketut dalam
laman LFSE Kalangasem.
(trarrid)

barang dqn jasa untuk trsaha
kecil, dan mernpersyaratkan
SKA unttlk usaha kecil. Se-
dangkan berdasrkan permet)
PU NOMOR O7lPRT/M/2OI9
sudah jelas untuk usaha ke-
cil tidak nrempersyaratakan
pel'syaratan tersebut, namun
pokja berdalih dan mengang-
gap pekerjaan ini kompleks
dan beresiko tinggi.

Nlenurut sejumlah kontrak-
tor', pekeFjaan tersebut se-
nrestinya [idak bisa dianggap
pekerjaarl kompleks/beresiko
tinggi. SQjumlah Kontraktor
menilai l(lang proyek Pukes-
nras Selatl tidak beres. Sebab,
pokja sentaja menambahkan
pelsyarathn yang tidak diatur
dalanr-Pelmen PU, utamanya
dalam .luirilah personil dan
penyedi{ harus merniliki
Surat Refererrsi Kinerja dali
pemberi kerja sebelunrnya
maksimal 2 (dua) tahun ter-

)t
ISO 14001 dan OHSAS 18o01
meniadi persyaratan dalam

kegiatan ini. Yang persyaratan
tersebut termasuk syarat

dokumen lain atau tambahan
syarat sesuai dengan Permen

RJPR yang 
lerlaku."

KETUT SURANATA
Pokjo 2 ULP Korongosem

akhir dengan menyatakan
kinerj a minimal mernuaskan,
untuk pekerjaan bangunan

! gedung, sekurang - kurang-
nya 2 (dua) Surat Refelensi
Kinerja dari Instansi (Pemer-
intah/Swasta) yang berbeda.

Hal tersebut kesannya san-
gat dipaksakan mengingat
pada acara anwizing sejumlah
kontraktor mempertanyakar-r
atau mengusulkan agal tidak
mempersyartkan seperti terse-
but k:u'ena diliai beltentan-

I

gat dengan Pennpn PU atau
perhturan lair) ter{air deugan
pengadaarr balanp dan jasa.
"Padahal Petsyalulott t"t".-
ensi perusahaan gehalusnya
tidak cli persyaratkfn " ungkap
sejum.lah Kontraktor di Kararr-
gasem, Kamis (30/5).
.\kibat perrgatyran yang

dibrrat-buat, papf r srrrnber,
selrur uh kontlaktior lokal
Katrangasern tak,bisa mengi-
kuti lelang kegiatan tersebut.
Kecuali hanya satu pelusa-
haan/kontraktor luar Kab./
l(ota yang bisalnrengikut
lclang. Didrrga atlfr pelnrain-
art darr "kortgkalikfng" arrtara
rekanan dengan ppkja.

"Sebaikrrya, PPK tlan Pokja
lebih berhati-hati menl'usun
dalam dokur.nen lelang sep-
erti irri. Guna rnenghindali
persaingan usaha yang tidak
sehat, " keluh strnrber.

Kflrerra itu, scjLrpnlah kon-
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Jalan Kabupaten Rusak Parah
NEGARA - Kondisi jalan kabupaten yang berada di

Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, hancur seh-
ingga membahayakan pengguna jalan. Kondisi itu sudah
terjadi sejak setahun terakhir, namun tidakpernah diper-
baiki. Dinas terkait menjanjikan perbaikan pada tahun
2019, karena sudah dianggarkan.

Informasi dari warga, kondisi jalan di kelurahan yang
berada di tengah Kota Negara tersebut sudah sering
ditambal. Namun, tidak lama kemudian rusak lagi.
Kerusakan jalan tersebut di beberapa titik hingga ke
wilayah Lingkungan Pancardawa. Akibat jalan rusak,
warga jadi korban saat melintas dengan kendaraan.
Karena itu, warga berharap pemerintah segera mem-
perbaiki kerusakan jalan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang, peruma-
han dan kawasan pemukiman Jembrana IWayan Darwin
mengatakan, kerusakanjalan di Kelurahan Pendem sudah
direncanakan akan diperbaiki padatahun 2019 ini. "Sudah
direncanakan perbaikani' j elasnya kemarin.

Menurut dia, perbaikan jalan sekitar 3,4 kilometer terse-
but menggunakan dana alokasi khusus dengan anggaran
sebesar Rp 3,2 miliar. Pengerjaan tinggal menunggu proses
tender selesai. (bas/dot)
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BANGLI, TRIBttltl BALI sadar wisata (Pokdarwis)
- Dua tahun berlalu seJak Kintamani.
kelamya masa renovasi, ba- "ltu belum dimanfaatkan
ngunanTouristlnformasiort secara optimal. Rencana-
Center (TIC) di wilayah Kin- nya pemanfaatkan secara
tamanibelumjugamemiliki optimal baru bisa dilaku-
penghuni. Kint bangunan kan setelah terbentuknya
senilai Rp 600 jutei ifu tam- Pokdarwis. Merekalah yang
pak memprihatinkan. . . selanjutnya memanfaatkan

TIC terletak di areal Pasar bangunan itu," uJar Bona.
Singamandawa,Kintamani, Bangunantersebutmu-
tepatnya di bagian utara pa- lanya merupakdn tempat
sar. Dari sisi lokasi. bangun- istirahat atau dikenal de-
an ini cenderung berada di ngan pesanggrahan. Oleh
dalam areal pasar sehingga pihak dinas, bangunan ini
tidak mudah untuk ditemu- direnovasi hingga pada ta-
kan. Pantauan Trtrrrn Bali hun 2017 UefuUatr menjadi
Rabu (15/5), bagian depan TIC. Namun demikian, se-
TIC juga tidak terlihat layak- jak tahun 20i7 hingga kini
nyaruangpenyediainforma- belum pemah dianggarkan
si destinasi wisata. biaya pemeliharaan rutin

Padabagiandepanjustru bangunan itu. Sedangkan
terlihat seperti rumah ko- disinggung lamanya ope-
song serla dijadikan tempat rasional TIC dibandingkan
bagi para pgdagang mele- dengan masa renovasi,
takkan grobak dagangan. Bona enggan menJawab de-
Sedangkan halaman TIC ngan alasan hal tersebut

. tttpenuhi dengan semak be- merupakan kebiJakan.
lukar yang tumbuh subur. "Mudah-mudahan tahun
Di sisi kanan maupun ldri ini Pokdarwis Kintamani
pintu masuk. Selain itu ba- bisa terbentuk. Namun me-
ngunan ini juga dipenuhi ngenai alasan mengapa di-
kotoran hewan dan bebera- renovasi tahun 2017, coba
pa sampah. tanya ke pak kadis (kepala

Kepala Bidang Bina Objek dinas) karena ini berkaitan
Dinas Pariwisata dan Kebu- dengan kebijakan," ucap-
dayaan (Disparbud) Bangli, nya. Namun Kepala Dinas
I Wayan Bona mengakui Pariwisata dan Budaya
hingga kini bangunan ter- (Disparbud) Bahgli, I Wa-
sebut belum dihunl. Kata yan Adnyana tidak bisa di-
dia, hal lni dikarenakan pi- konfirmasi oleh Tlibun Ba.li
haknya maslh menunggu melalui telepon maupun via
pembentukan kelompok pesan singkat. (mer)
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rylpR Kemhali *hggarkan Rp 2,8 Miliar untuk Finishing

4
MANGUPURA, rnisuN di lapangan, GoR sadir:rg su- ang Dinas euen t<i'b.,put.r, 

t

BALI - Proyek pembangun- dahberdiri. Namunbeberapa Baiung, Larasati Adnyana,
an_ Gedung Olahraga (GOR) tembok hanya sebagan yang tak meiampik hal tersebut.
di kelurahan Sading, Mengwi dipasangi batu paras pu- pihaknya mengaku pada
hingga rarget deadline No- tih. pada bagian lantai juga pembangunan sebel,rmnya
vemlrcr20lSbelumjugatun- masih kotor dan basement ianya jilukrkan pemba_
tas hingga Mei 2019. Kini pe- masih ditutup dengan pintu ngunan GoRyang teriirt dari
nge{iaannya bakal dilanjut- yang berbahan seng. pada basement dan lintai satu.
kan dengan tahap lftnishing lobi depan dua pilai masih "Rencananya tahun ini akan
dengan anggaran tambahan kelihatan beton, dan tangga dilanjutkin," ujarnyanya
Rp 2.8 miliar. juga belum bersih.

Dari pantauan Tribun Bali Kepala Bidang, Tata Ru- BERSAMBUI{G '.} HAt 7

Sabtu [4/5).
Memrrutnya, tahun'ini akan kembali

dianggrukan untuk pembangunan ter-
sebut. Sehingga secepatnya bisa dipakai
warga setempat. lanjutan Pembangun-
an Gor Sading kata dia sudah dalam
tahap tender pada Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten
Badung. "Semoga secepatnya bisa dise-
lesaikarr, " tambahnya.

Dalan LPSE Badung, tender dengan Sebelumnya Iicpia Di:ras Pekerjaan
naman Belanja Modal Gedung dan Ba- Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ba-
ngunan Pengadaan Bangunan Gedung dung, IB Surya Suamba membenarkan

adanya pembangunan GOR tersebut.
Pihaknya mengatakan Dtras PUPR yang
merupakan leading sector proyek bah-
kan telah memasang tender untuk pem-
bangunan GOR itu mulai dari Selasa 3
Mei 2018.

Pembangunan Gor ini merupakan
usulan dari masyarakat setempat. Pa-
salnya Desa Sading sampai sekarang
belum memiliki tempat olahraga yang
representatif. " Sehingga kami lakukan
pembangunan GOR dengan nilai kon-
trak Rp 7,8 miliar," papamya. (gus)

Tempat Olah Raga - Lanjutan Pemba-
ngunan GOR Sading itu digelontorkan
nilai pagu Rp 2.831.383.634, dengan
Nilai Hasil Perkiraan Sementara (HPS)

Rp 2.636.941.578.
"Nanti ini rencananya untuk perbaik-

an yang belum selesai, seperti pember-
sihan tembok, lantai dan sebagainya.
Selain ituftnishrng dan penataan hala-
man di sekitar GOR " tegasnya.

Edis i : t/kr,a a.r E rr€i lPg

Hal tda"8
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BANGLI. TRIBUN BALI - Ba- Ini dikarenakan terkendala kasus lain, beberapa kacanya telah pecah.
ngunan TK/SD Intr:rnasional yang dialami oleh Nvoman Susra- Mahindra *..rgutuku.r, bangun-
Kubu Bangli tidak jelas perun- ma (mantan Bupati Bangli yang an yang berdiri di lahan seluas
tukkannya hingga kini. Sejatinya menjadi terpidana kasus pembu - tZ,S hektare ini beberapa sudah' sejumlah Organisasi Perangkat nuh wartawan, Anak Agung Gede dimanfaatkan. Seperti teberapa
Daerah (OPD) di BangU mengincar Narendra Prabangsa). gedurrg yang kini digunakan se_
bangunan yang sempat menjadi 'Bangunan itu sudah ada seki- bagai [ampus IHDN, SD 4 Kubu,
lokasi mengungsi warga terdam- . tar tahun 2008 saat kepemimpin- serta Gedung sebelah utara yang
pak-erupsi GunungAgung ini. an pak Bupati Arnawa. Persen- digunakan sibagai Kantor Dinai

Satu di antaranya dari Dinas tase pembAngunannya ,kala itu Perpustakaan nangti.
Satpol PP dan Damkar yang sem- sudah hampir mencapai 70 per- "Beberapa bangunpn lain itu
pat mengutarakan keinginannya sen. Karena ada kasus dan'masih sejatinya tinggal pios{. finishing
belum lama ini. Bahkan sempat dalam proses hukum, makanya saja seperti pemasangan kral
direncanakan akan,menjadi Mal tidak dilanjutkan," ungkapnya, mik, plafon, perbai\an kamar
Pelayanan Publik (MPP) di Ban$i. Selasa (14/5). mandi,' gcapnya. 

I

Kabag Umum. Setda Ban$i, Ka- Gedung dua lantai ini tampak fraanindla udak memungkiri ter-
dek Mapindra Putra mengatakan, memperihatinkan. Bagian genting kait kerusakan yang terjadi seperti
gedung: tersebut tnemang belum di telah rontok dan terlihat strukhrr adanya genting bocor yang tentu-
selesai masa pembangunannya. ranglm bajanya. Sedangkan gdung nya menambah biaya peibaikan

gedung. Sedangkan disinggung
kelanjutan pembangunan gedung
tersebul, pria asal Desa Kedisan,
Kintamani ini mengatakan ada
rencana kelanjutannya. Meski de-

mikian pihaknya tidak mengetaui
secara pasti kapan bisa direalisa-
sikan rencana itu.

*Kalau tahunnYa kami ku-
rang tahu karena kewengan-
nya ada di disdik (DisdikPora
Bangli). Apakah diusulkan atau
tldak, kami juga kurang tahu,'
ungkapnya. Sementara itu' Ka-
disdikpora Bangli, I NYoman
Suteja tidak bisa dikonllrmasi,
terkail rencana kelanjutan fi-
nishing gedung Yang rusak di-
makan usia tersebut. (mer)

Lqb, tS rvrei ?!t?Edisi
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AMII\PIJRA. TRIBT'I{ BALI
- Dinas Sosial (Dinsos) Kara-
ngasem belum bisa mencair-
kan dana bantuan sosial tak
terencana. Ihwal ini mem-
buat operasional di Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD)

I{arangasem terhambat.
Direktur RSUD Kara

ngasem, Wayan Suardana
mcnjelaskan, utang Dinsos
mencapai Rp 677.890;906.
Rinciannya tahun 2017 se-
banyak Rp 107.694.733.
tahun 2018 sebesar Rp
50 l. 492.7 40. Sedanekan ta-
hun 2019 sampai iebruarl
Rp 68.703.495.

Piutang ini muncul se-
belum Karangasem dinya-
takan U*IC [LlniuersaL He-
alth Coueragel. Kondisi ini
mengakibatkan operasional
RSUD terhambal. Dampak-
nya juga ke pasien, teruta-
ma yarlg biaya pengobatan
belum dibayar Dinsos.

"Pasien yang biaya peng-
obatanpya belum dibayar
DinsosJ otomatis masuk
utang.di aplikasi. Kalau
pasien mau berobat harus
buka biuing sistem, caranya
dengan membayar utang.
Tapi kalau pasien darurat
tetap dilayani," ungkap Su-
ardana di ruang.kerjanya,
Kamis {9/5).

PeJaDat asar ruungkung
ini berharap, Dinas Sosial
segera membal,ar utangn)ta
ke RSUD Karangasem se-
hingga operasioni bisa ber-
jalan lancar. Billing pasien
juga bisa terbuka serta bisa
terlayar,i kembali. "Masalah
ini sudal: dilaporkan ke BPK

{Badan Pemeriksa Keuang-
an)," ujar Suardana.

"Pasien,yang pembayar-
annya ditanggung Dinsos
Karangasem mencapai ra-
tusan orang. Masalah ini
sudah kami koordinasikan
dengan Dinsos. Katanya
masih dalam proses penca-
iran," kata dia.

Sebelumnya. Kepala Din-
sos Karangasem, Ni Ketut
Puspakumari tak menam-
pik adanya tunggakan di
RSUD Karangasem. Ini
karena bantuan sosial 1ak

terencani ;belum cair lan-
taran belUm ada disposisi
buoati. .

Fencairannya membu-
tuhkan waktu iama. Pro-
sedur awal yakni pemohon
ajukan proposal ke bupati.
Lalu usulan itu diteruskan
ke Dinsos Karangasem un-
luk diverifikasi. Jika yang
bersangkulan benar tidak
mampu, maka Dinsos akan
membuat telaah.

Hasil verifikasi dan te-
laah diserahkan ke bupati
meiewati sekda dan asis-
ten. Jika sudah disetujui,
bantuan sosial tak terenca-
na bisa dicairkan."Dana ini
diberi ke pemohon. Setelah
itu pemohon yang mem-
bayarkan ke RSUD." jelas
Puspkumari.

"Sekarang masih menung-
gu disposisi bupati. K,alau
sudah ada disposisi baru
bisa dicairkan. Setiap pemo-
hon nominalnya beda-beda
tergantung tagihan. dari
RSIID Ifurangasem," sam-
bung Puspakumari. (ful)

SELAIi{ dana bantuan sosial
tak t4rencana, dana siap Paka
untuk biaya pengobatan para
pengungsi Gunung Agung di

RSUD Karangasem juga belum
ca!r. Tunggakan terhitung sejak
akhn 2OL7 hingga awal 2018'
Padahal dari RSUD Karanga^
sem telah ajukan klaim ke Ba-

dan Nasional Penanggulangan
Bencpna (BNPB).

Difut RSUD Karangasem,
I Wayan Suardana menjelas-
l<an, li.laini cjana siap Pakai
mencaoai Ro 1.423.148.600

untuk dua tahun 2017 dan
2018. Namun Suardana ti-
dak mengetahui apa penye-
bab dana tersebut belum cair.
"Kami s-udah mengajukan ke
BNPB,"kata dler.

Belum cairnya dana sia-
pa pakai ini juga berpengaruh
ke operasionl RSUD Karanga-
sem. Selain itu pengadaan
obatjuga jadi terhambat. Ma-
salah inijuga sudah dikoordi-
nasikan dengan instansi ter-
kait agar proses pencairan
dipercepat. (ful)
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TABAIIIAN. TRIBUN BIILI
- Pembangunan rest area
atau tempat istirahat di
areal Perbatasan Tabanan-
Jembrana, Desa Selabih.
Kecamatan Selemadeg Ba-
rat, hingg:r saat ini belum
jelas. Provek yang sudah
digarap sejak oktober ta-
hun 2018 ini belum juga
difungsikan.

Pihak desa menyebutkan
hingga s'aat ini proyek ter-
sebut masih kekurangan
sejumlah lasilitas. Satu di
antaranya toilet. Pantauan
Tribun Bal[. kawasan rest
area ini tampak sepi. Pro-
yek yang dibangun dengan
anggaran Rp 800 juta lebih
ini hingga kini belum jelas
peruntnkannva.

"Rest area masih belum
lengkap fasilita.snya. Toi-
let belum ada, tapi tahun
ini rencannya dibangun
dengan anggaran tahap
kedua," ujar Perbekel Se-
labih, I Wayan Suyadnya
Putra, Senin (6/5).

Ia mengatakan, toilet me-
rupakan satu fasilitas yang
wajib dipediakan di tempat
umum. Karena tidak mung-
kin akan membiarkan para
pengunjung bunag air sem-
barangan di ireal rest area.
Ini yang membuat bangunan
tersebut belum dioperasikan.

Kata dla, sesuai gambar
di awal kawasan tersebut
juga akan dilengkapi de-
ngan beberapa fasilitas
lainnya selain toilet seper-
ti ada bangunan pos tem-
pat berjualan, gazebo dan
taman."Namun anggaran
yang kemarin itu (Rp 800
Juta) hanya sebatas untuk
di bawah itu untuk tem-
bok. Tahun ini rencananya
akan diberian anggaran
Rp 300 juta untuk pem-
bangunan toilet, kemudi-

Tsilet

Kadek Faridatini Suweca
belum bisa dihubungi Tri-
bun Bali. dihubungi bebe-
rapa kali, ia tak menjawab.

Sebelumnya, Pemkab
Tabanan membangun rest
area bernilai Rp 819 juta
lebih. Anggaran tersebut
juga diperuntuhan untuk
serrris tapal batas. Sejum-
lah bangunan seperti candi
pintu masuk ke kawasan
tersebut sudah mulai ber-
diri. Kemudian fondasi ba-
ngunan seperti tempat ber-
jualan atau warung sudah
dikerjakan. Hanya saja.
tapal batas Kabupaten Ta-
banan belum dilakukan
perbaikan.

"Yang dike{akan di sana
(perbatas_a n) adalah servis
tapel batas, dan membuat
gerbang masuk menuju ka-
wasan peristirahatan atau
rest area. Yang jelas menata
kawasan perbatasan.' ujar
Kadek Faridatini Suweca
beberapa waktu lalu. (npa)

Proyek
di Selabi

TRIBUN BALI/MADE PRASTIYA ARYAWAN

MANGKRAK - Kondisi proyek rest di areal Perbatasan Tabanan-
iembrana, Desa Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat, Sabtu (4/5).

an tahun 2020 mendatang
kami akan ajukan lagi un-
tuk sesuai gambar semula
ang dilengkapi dengan toko
tempat berjualan dan ta-
man," sebutnya.

Lalu kapan rencana ka-
wasan tersebut mulai ber-
operasi? Suyadnya tak be-
rani memastikan. Sebab
setelah terbangunnya toilet
nanti akan dikonsultasikan
lagi dengan Pemkab Taban-
an dalam hal ini Dinas PU
untuk kelanjutannya.

"Saya juga belum tahu
ini, yang jelas setelah ada
toilet akan dikonsultasikan
lagi ke Dinas PUPR apakah
bisa dimanfaatkan oleh
kami di desa atau menung-
gu hibah dari bagian aseL
Kami masih belum tahu,"
tandasnya.

Kepala Bidang Bangunan
Gedung. Dinas Pekerjaan
Umum. Penata Ruang dan
Penataan Kawasa pemu-
kiman (PUPRPKP) Tabanan,

J

' .,+,
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Jalannya Seperti
Kolam lkan

TAEAIIIAI|, TruBI'III BIILI -
Ruasjalan di Banjar Bunyuh,
Desa Perean, Kecamatan Ba-
turiti, Tabanan, rusak parah.
Di beberapa titik tampak
berlubang. Bahkan ketika
hujan, lubangnya dipenuhi
dengan air sehingga menye-
rupai kolam.

Namun tahun ini jalan
yang menghubungkan Desa
Perean, Kecamatan Baturi-
ti dengan Desa Tua, di Ke-
camatan Marga itu, beluni
mendapatkan perbaikan.
Rencananya pemerintah
akan menguruk lubang ter-
sebut dengan batu kapur.
'Ba cara kolam be jalan rrc"
ujar seorang pengendara
yartg meli:rtas, Senin (13/5).

Kepala Bidang Bina Marga,
Dinas Pekerjaan Umum, Pe-
nataan Ru4ng dan Penataan
Ibwasan Pemukiman (PUPR-

PKP) Tabanan, I Wayan Par-
tana menyatakan, kerusakan
jalan di Banjar Bunyuh ter-
sebut belum masuk dalam
daftar perbaikan tahun 2019.

"Untuk sementara jalan
berlubang tersebut akan di
urug dengan limestone (batu
kapur). Karena jalur tersebut
belum mendapat perbaikan
tahun ini," ujar Partana.

Ia berharap, dengan di
uruk batu kapur untuk se-
mentara bisa mengurangi ke-
rusakan yang ada karena ja-
lan berlubang sampia bnan-
ti mendapatkan anggaran
untuk perbaikan. Pihaknya
akan berusaha memasukan
dalam perbaikan di anggaran
perubahan.

Apalagi anggaran dari
Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) Badung sampai kini
belum masuk. Ia katakan
nantinya dqri anggapn ter-
sebut, jalur yang belunilter.
sentuh perbaikan termasuk
di Bunyuh bisa mendapat-
kan perbaikan. "Kami dkan
upayakan dianggaran per-

ubahan apalagi dana dari
BKK Badung belum masuk,"
tandasnya.

Untuk diketahui. menurut
data yang berhasil diperoleh
dari Dinas PUPRPKP Taban-
an, kondisi jalan yang rusak
berat sepanjang 133 kilome-
ter terdapat dl seluruh keca-
matan yang ada.

Rinciannnya, rusak berat
paling panjang ada di Keca-
matan Selemadeg Timur yak-
ni mencapai 37 kilometer.
SelanJutnya, terdapat di Se-
lemadeg Barat 23 kilometer,
Penebel 18 kilometer, Kediri
l5 lllometer, Pupuan 12 ki-
lometer, Marga l0 kilometer,
Tabanan 5 kilometer, Keram-
bitan 5 kilometer, Selemadeg
5 kllometer, dan Baturiti se-
panJang 3 kilometer.

Selain kondisi rusak be-
rat, Jalan di Tabanan masuk
dalam kategori baik 76 per-
sen, sedang 1.5 persen dan
ringan 5,81 persen. Untuk
perbaikan tahun 2019, Pem-
kab Tabanan mengusulkan
anggaran senilai Rp l5l mi-
liar dengan target perbaikan
jalan sepanjang 74 ldlometer.

Rlncian sumber anggaran
yang diusulkan berasal dari
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pusat sebesar Rp 23 Miliar
untuk perbaikan jalan se-
panjang l3 kilometer, dari
Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) Provinsi Rp 85 Miliar
dengan perbaikan jalan 44
kilometer lebih, BKK Ba-
dung Rp 38 miliar diguna-
kan perbaikan jalan sepan-
jang 16 kilometer dan dari
APBD Tabanan diusulkan
Rp 3,9 miliar untuk per-
baikan pengamanan badan
jalan seluruhnya.
I "Dengan anggaran terse-
but, kami target akan laku-
kan perbaikan sepanjang 74
kilometer dengan catatan
usulan tersebut terpenuhi,"
ujarnya. (mpa)

Edisi :
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o Penyebah Mandeknya Realisasi Proyek di Sa ;

BANGLI. TRIBUIII BALI
- Beragam kegatan pemba-
ngunan di Ban$i yang sem-
pat dijanJikan be4'alan tahun
2019, tanpa kabar. Pasalnya
hingga akhir bulan Mei, tak
satu pun kegiatan pemba-
ngunan direalisasikan.

Kegiatan pembanguan
yang sempat dijanjikan re-
alisasi pada tahun 2019, di
antaranya program lanJutan
revitalisasi drainase di Kota
Bangli,. Ini merupakan ke-
giatan yang disebut menjadi
prioritas. Sebab dinilai mam-
pu meminimalisir persoalan
banjir yang kerap melanda
Kota Ban$i.

Di lain sisi, APBD induk
tahun 2019 juga telah su-
dah diketok palu akhir bu-
lan November 2018 lalu de-
ngan harapan proses pem-
bangunan di Bangii tidak
lagi mengalami keterlambat-
an seperti tahun-tahun se-
belumnya.

Sekretaris Dinas Pekerja-
an Umum, Penataan Ruang,
dan Kawasan Pemukiman
(PUPRKim) Kabupaten Bang-
li, I Made Soma, Senin (2715)

tidak memungkiri, keterlam-
batan realisasi proyek ini me-
rupakan masalah klasik tiap
tahun.

Kendala lambatnya proses
realisasi kegiatan di antara-
nya aturan yang mengalami
perubahan tiap tahun. Se-
perti tahun ini, ada perubah-
an dari Menteri PUPR terkait
harga satuan barang di RAB.
Sebab itu, Pejabat Pembuat
Komltmen (PPK) harus me-
nyesuaikan dengan aturan
yang ada. Kendala lainnya,
adalah kesalahan yang dila-
kukan oleh beberapa konsul-
tan sehingga waJib dilakukan
pengecekan ulang.

Soma juga tidak memung-
kirt libur panjang awal bu-
lan Juni mempengaruhi
lambatnya realisasi kega-
itan di Bangli. Diketahui,
memasuki awal bulan Juni
sejumlah OPD akan cuti
bersama mulai dari tanggal
3 Juni, dan kembali beke{a
tanggal l0 Juni. 'Tentunya
jika libur panjang, proses
kegtatan akan pengaruh.
Salah satunya pada pro-
ses tender, jika seharusnya

sudah diproses, fpaka alcan
tertunda," ucapnira.

Mengenal keglatan yang
akan be{alan diltahun ini,
Soma menvebut dda belasan
kegtatan. Empat
antaranya yang
dari Dana Aloka

di
mber

i Khusus,
telah diajukan Unit La-
yanan (ULP)Set-
da Bangli. ke$at-
an sisanya, baik didanai
dariAPDB BKK, be-
berapa dtan masih

Detaildalam tahap
Engineering (DED).

'Seluruhnya y meng-
pakan
jalan.

gunakan DAK
ke$atan
Kita dituntut, DAKbu-
lan Juli sudah kon-
trak. Untukyang
sih kita lakukan
turun ke lapan

ma-
, serta
untuk

memastikan
kekurangan

rangan-
yang te-

lah dibuat oleh
Seperti kegatan
trotoar maupun

Itan.

an Jalan di
urrB,^aL-
r, kalau

sudah selesai revisi
akan langsung ukan ke
ULP,"Jelasnya.
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Anggaran Tianlar7
Barat Berkurang

Rp 700 Juta
r DPMD: Pengurangan Menyesuai-

kan dengan lndikator

ADILAPUNA, TRIBUIlI
BALI - Anggaran Aloka-
si Dana Desa (ADD) 2019
dari pemerintah untuk be-
berapa desa di Karangasem
dikurangi hingga ratusan
juta rupiah. Satu di antara-
nya di Desa Tianlar Barat,
Kecamatan Kubu, Kabupa-
ten Karangasem.

Perbekel Tianyar Barat,
Agung Pasrisak Juliawan,
mengaku untuk Desa Tia-
nyar Barat dikurangi sebe-
sar 700 juta. Awalnya ADD
Rp 2,3 milliar, sekarang
hanya mendapat Rp 1,6
milliar. Apa penyebabnya?
Ia belum memastikan deta-
ilnya.

"Pengurangannya cukup
besar. Seharusnya ADD di-
tambah, bukan dikurangi,"
kata APJ sapaan Agung
Pasrisak.

Akibat pengurangan
ADD, beberapa kegiatan
pembangunan yang ditar-
get tahun 2019 diundur
untuk semehtara. Terma-
suk pembangunan Dewi
Danu, pengeq'aan jalan di
pantai, dan jalan di Desa
Tianyar Barat. Rencana-
nya pada tahun 2020 akan
kembali dianggarkan.

Kabid Pemerintahan
Desa, Dinas Pemberdaya-
an Masyarakat dan Desa
(DPMD) Karangasem, Gede
Kaneka Setiawan mengaku,
desa di Karangasem yang
dikurangi anggaran ADD
sekitar l2 dpsa. Sisanya
dinaikkan hiirgga ratusan
juta.

Pengurangan itu menye-
suaikan dengan indikator.
Perhitungannya meliputi
luas wilayah, Jumlah pen-
duduk, serta Jumlah pen-
duduk miskin. Pengurang-
an langsung oleh peme-
rintah pusat. "Persentase
pengurangan ADD kecil,"
aku Gede Kaneka.

"Setiap tahun berubah-
ubah komposisinya. Desa

Pengurangannya
cukup besar.
Seharusnya

ADD ditambah.
bukan dikurang

AgUngPasdsak

Jullarvan
Perbekel Tianyar Barat

ini naik, desa lainnya dl-
kurangi. Semua tak tetap.
Bisa jadi desa yang seka-
rang dikurangi, tahun de-
pan dinaikkan lagi. Tergan-
tung perhitungan pemertn-
tah pusat dan indtkator,'
ungkap Kaneka.

Pihaknya mengaku pe-
ngurangan anggaran ADD
telah disosialisaslkan ke
masing-masing desa. "Ma-
salah anggaran ADD sudah
disosialisasikan ke perbe-
kel di akhir tahun 2018.
dan awal2019. Ini kebiJak-
an dari pemerintah pusat,'
tmbuhnya. (ful)
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Ruas Jalan di Klungkung Ir

Masih Minim LPJ I
SEilARAPUnA,TnIEUII bagi Undal€n krimfinal. Dulu kung mencapai ratus{n' ter-
BALI- Warga masih menge- ada warga mengakuJadt kor- batasnya anggaran nenye-
luhkan kondisi penera"gania- ban begal di ruasJalan ini dan babkan tidak semua l""S*
lan di Jalan Byp"* Ida Bagus sempat vtral di medsos," ung- fhr dapat direalisaslkaf tahun

fr{u"@*il"yuh-Kbtokmenirlu lopty* int. Pemerintah harusi mene-

Oesa io1an, Klung!r.u4; Mes- Xep"la Dinas Pertrubungan rapkan skala pdoritaS unhrk

ktpun sudah adi beberapa I(abupaten Klunglmng' I f'Iyo- neqenuf9tlljffi",1fi', 
,

l"-pn p"tr.r"ng* Jalan di man Sucitra ddak menampik "Misal daerah yT41Pffi:

-"" i^iutt terselut,-namun htngga saat tnt belum semua sata berkembarg'ftu$h.yang

t"U.t"p" di antaranyarusak. laUnAfaUupatenXlun$rung Fq t*-€""t ttilebih dahulu'
"pi lbt"ri ini memang ada Akngtrafl aensanP€nerangan @asad<anpeme]a11unlft

beberapa lampu, tapi bebera- ,ya4gmemadai.TatrunintsaJa memenuhi seluruh kCbutuh-

put*Uf."otr"ru""Lp"aaftd bin"t-V" baru mengalokasi- 9If,{diempatkecarfatandi
j*"n ttri ramai ditintasi warp kan anggaran Rp 950Juta un- lCgng4qS lenc.yi {tl*"o"t *4"- hari,," ujar warga tuk pengadaan LPJ dt empat rniliar''jelas Sucitra. I

seterrpat, eutrWi.yi. M"gg,, t"..,itoti"dKlunglmng. T**lni,angg€xani'.angdi-
trg/sl..PemenuhanlPJinikamialokastkanunhrkpe4gadaan' 

i.Urr.tr yang gelap mem- lalrnrlran secara bertahap, se- LPJ tri baru mencapal Rp 95O

buat warga *"'",-*"s. ta"t suai kemampuan keuangan. lg.Rndannya; p.t*tqt"
hanya kh-awatir mengalami Anggarannya bisa dengan LFJ di Kecamatan Xtur4lung

f<ecJfaUan, tapi juga aeagan ernD Xalupaten fhrnglcung, dtanggart€Ir np tm$hiF-
iemung$nani.i:uliny" U,"- trrovinst Balt atau pusat. Ter- camatan BanJaranglart Rp

dakhfninal. gantungstatusJalannya,"ung- 175 juta Kecarnatan Dawan

"Bypass ini kanjatan lintas kap Sudtra. Rp 175 juta dan IGcamatan

taUniat n, konaiii ialan ge- i4enurut Sucitra, usulan Nusa Penida sebesarlRn 450

tap tentu membukapeluang dartdesaterkaltlPJdiKhmg- juta' (Dit) 
I
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